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ABSTRAK 

Tujuan dan pembenlllkan Kawasan Industri Berwawasan Lingi<Ungan (KIBL) adalah untuk 
memperbaiki kinerja ekonoml bagi industrHndustri didalamnya dengan cara 
meminimall<an dampak lingkungan. Pola pendekatan yang dlgunakan meliputi desain 
lnfrastruklllr kawasan dan industri berwawasan llngkungan, produksl bersih, eflslensi 
energl dan kemitraan antar perusahaan. Kawasan industri di Indonesia pada umumnya 
berupa kumpulan lndustri yang belum memiliki hubungan salll dengan yang lain. Konsep 
Kawasan Industri Berwawasan Lingi<Ungan sangat panting unbJk diterapkan mengingat 
daya dukung alam semakin menurun dibendingkan pertumbuhan industri yang begibJ 
cepat Dengan memasukl<an pertimbangan aspak lingkungan pada l>!hap perencanaan, 
akan dapat dihasill<an suatu kegial>!n industri yang tidak hanya lebih ekonomis tel>!pi juga 
berwawasan lingkungan. Kegial>!n lndustri dewasa ini tidak dapat lagi be!jalan apa 
adanya, yaitu dengan keblasaan mengeluarkan limbah yang merusak lingkungan. 
Perusahaan Kl yang berperan sebegai pengelola Kl mempunyai l>!nggungjawab untuk 
melakul<an pengelolaan dari etel< kagiaton industri yang ada didalamnya, upaya tersebut 
diharapkan mampu mengurangi riSiko bagllingkungan dan masyarakat Dengan demlklan 
salah satu kunci keberhasilan KIBL adalah adanya pengelolaan kawasan yang mampu 
menglntegrasikan anlara llngkungan kawasan, komunillls industrl dalam kawasan dan 
intemksi dengan masyamkat sekltor. 
Penelitian inl mengidentiflkasl seberapa jauh upaya yang dilakul<an oleh Pengelola 
Kawasan Industri sehingga dapat memenuhi kaldah·kaidah KJBL dan dapat rerus 
menjadi acuan bagi kawasan indusbi lain. Penelitian inl bertujuan untl..lk memberi 
masukan bagi konsep pengelolaan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan dengan 
memperllatikan hambatan·hambatan yang dihadapi pengelola. 

Kala kunci: Kawasan Industri Berwawasan Lingi<Ungan 
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ABSTRACT 

The purpose of the establishment of Eco Industrial Park is to improve the economic 
performance of industries in ~ by way of minimizing environmental Impact. Patterns used 
approach involves tile area of lnfmstructure design and environmental friendly Industries, 
cleaner production, energy efficiency and partnership between companies. Industriel 
estates In Indonesia are genemlly a colledion of Industry that does not have relationships 
with each other. KIBL very Important concept to be applied given tile natural carrying 
capacity compared to declining growtil In the Industry so quickly. By Including the 
consideration of environmental aspects at tile design stage, will be produced by an 
Industry tilat Is not only more economical but also environmental friendly. Industrial 
activity today can no longer walk as it is, is business as usual 'with tile habit out 
environmentally damaging waste. KI Company that acts as the manager of KI has a 
responsibilrty to make the management of the effects of industrial act.ivities is therein; 
tilese efforts are expected to reduce tile risk to the environment and society. Thus one 
key to success Is the management KIBL able to Integrate tile area between the 
environmental area, communities and lndusbies in the region of Interaction with ttle 
surrounding community. 
This study Identifies how far the efforts made by the Industrial Management In order to 
meet the rules and KIBL can continue to be a reference for ot:tler industrial areas. This 
study alms to provide Input for the concept of management of Eco Industriel Park by 
considering the constraints faced by managers. 

Key word: Eco Industriel Park 
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Isi Rlngkasan: 

Saat lni kawasan·kawasan lndustri yang dikelola oleh pihak swasta telah berkembang 
dengan pesat. Menurut data dari Departemen Perindustrian hingga tahun 2007 Kawasan 
Industri dl Indonesia yang sudah bemperasl be~umlah 82 perusahaan pengelola dengan 
luas total kawasan adalah 26.059 Ha. 5ejumlah perusahaan pengelola tersebut diharapkan 
mampu melakukan kegiatan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang ada, namun pada 
kenyataannya masih ada kawasan lndustri yang pengelolanya tidak melakukan hal 
tersebut. Konctisi ini menyebabkan industri-industri didalamnya menjadl tidak terkontrol 
dan cenderung mencemari lingkungan sekttar kawasan, selain kawasan tersebut menjadi 
bdak tertata dengan balk (Widodo, 2008). Perusahaan KI yang berperan sebagal 
pengelola KI mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan efek kegiatan 
indust:ri yang ada didalamnya, upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko bagi 
lingkungan dan masyarakat. Dengan demiklan salah satu kunci keberllasllan KIBL adalah 
adanya pengelolaan kawasan yang mampu mengintegrasikan antara lingkungan kawasan, 
komunltas industri dalam kawasan dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan dasar 
lnilah maka peran pengelola KI menjadi sangat panting. 

Propinsl Jawa Barat memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, 
yaitu hampir 60% industri pengolahan di Indonesia berlokasl di Jawa Barat yang 
berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai lbukota negara. Berdasarl<an pembagian 
wilayah administratif yang terdiri dari 9 (sembilan) kola dan 16 (enam belas) kabupaten 
(Sumber: BPS, Statislik Indonesia, 2002), saat ini Jawa Bal<lt memillki 23 Kawasan 
lndustri yang memiliki pengembang (SUmber. Indonesia Industrial Estate Directory, 
2006). Namun dari ke·23 KI tersebut tidak seluruhnya pengembang berperan sekallgus 
sebagal pengelola. PT Jababeka Infrastruktur selanjutnya dislngkat PT JI, adalah contoh 
pengembang sekaligus pengelola KI pertama di Indonesia yang dapat dianggap sebagai 
model acuan KJBL oleh lnstansi terl<ait yaltu Departemen Pelindustrian. Oleh sebab itu 
penel~ian ini dilakukan pada KI teJSebut Rumusan masalah yang dlajukan dalam 
penelltian inl adalah Seberapa jauh upaya yang telah dilalrukan oleh Pengelola 

X 
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Kawasan Industrl sehingga dapat memenultl kaidab-kaldah KIBl dan dapat 
menjadi acuan bagi kawasan industri lain. 

Secara umum tujuan penelitian lni adalah untuk memberi masukan bagl konsep 
pengelolaan KIBL dengan memperhatil<an ltambatan-hambatan yang dlhadapi pengelola. 
Tujuan khusus dari penelltian lnl adalah (1). Mengevaluasi kondisi terkini KI dengan 
Konsep Disain Tata Ruang Kawasan Industri 8eJWawasan ungkungan, yaitu mencakup 
Ruang Terbul<a Hijau, ruang terbangun dan pola slrkulasi; (2). Mengeksplorasi peran, 
tiJngsi dan klne~a pengelola KI dalam l<aitannya dengan pengelolaan lingkungan; (3). 
Mengldentlfikasi upaya pengelola KI dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan 
untuk mewujudkan KIBL 

Pendekatan penelitlan ini adalah kuasi kualitatif dengan metode penelltian deskriptlf 
analltlk yailu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang dltelltl dipaparkan 
sesuai dengan fakta yang ada dan kemudian temuan-temuan yang diperoleh dianalisis. 
Tujuan penelltian ini adalah untuk memverifikasi hasil-hasil temuan yang berkaitan dengan 
kondisi llngkungan dengan peraturan-peraturan yang dibuat balk oleh instansi terka~ 
maupun oleh pengelola kawasan industri ~ sendiri. Pu!fJOSive sampling adalah metode 
penelltian yang dilakukan dengan pengambilan sampel beldasarkan tujuan dan kriteria 
teruontu. Bahan pertimbangan pengambilan sampel disesuaikan dengan tlijuan penelitian, 
jumlah{ukuran sampel tidak dipersoalkan, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan 
kriteria tertentu yang dttetapkan heldasarkan tujuan penelltian. Metode yang digunakan 
untuk menjawab tujuan penelitian adalah dengan observasi, wawancara (depth inrervieW) 
dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kondisi terkini Kawasan Industri ya~ Ruang Terbuka Hijau, ruang terbangun dan 

pola sirkulasi atau akses transportasi dalam kawasan industri sudah mengarah pada 
Konsep Disain Tata Ruang Kawasan Industri BeJWawasan Ungkungan. 

2. Peran, tiJngsi dan klnelja pengelola Kl dalam kadannya dengan pengelolaan 
lingkungan sudah he~alan dengan balk dan dapat digunakan sebagai acuan KIBL 
karena Pengelola KI telah memiliki 12 (duabelas) dan 13 (tigabelas) komponen Fungsi 
Pengelola yang KlBL dalam struktur organisasi. 

3. Mengidentiflkasi upaya pengelola KI dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan 
untuk mewujudkan K!BL: 

a. Pengelola telah mewujudkan 11 (sebelas) dan 14 (empatbelas) komponen KIBL 
dalam rangka mewujudkan KIBL. Tiga (3) komponen KIBL lain yang tidak 
diusahakan oleh pengelola kawasan karena hersifat internal pada industri. 

b. Dalam sisrem pengelolaan yang berkaitan dengan interaksi antar perusahaan 
induslli, pangelola melakukan interaksi dan komunikasi antar pengelola dengan 
industri dan industri dengan industri lain yang berada dalam kawasan dalam 
bentuk peruomuaniJertEmuan 
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c. Dalam sistem pengelolaan yang berkaitan dengan Inregrasi Masyarakat, secam 
umum dapat dll<atakan bahwa pengelola kawasan indusbi sudah belinl>lgrosi 
dengan masyamkat di sekitarnya secara optimal. 

Daftar Kepustakaan: 32 (dart tahun 2000 sampai tahun 2007) 
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C. Number of Pages: Conl:l!nt:s 120; Figures 38; Tables 11 

D. Summary: 

We have industrial areas managed by the private sector has grown rapidly. 
According to data from the Ministry of Industry to 2007 Industrial Park in 
Indonesia, which already amounted to 82: opemtional management companies with 
total area is 26,059 he. Some management companies are expected to conduct 
management activtt.ies In accordance with existing regulations, but in reality there 
are indUstrial managers do not do it. This condition causes therein industries 
become uncontrollable and tends to pollute the environment around the area, in 
addition 1D the area to be not well ordered (Widodo, 2008). Kl Company that acts 
as the manager of Kl has a responsibility 1D make the management of the effects 
of industrial activities is therein; these efforts are expected to reduce the risk ID 
the environment and society. Thus one key m success is the management KIBL 
able tD integrate the area between the environmental area, communities and 
industries in the region of interaction with tfle surrounding community. Witf1 this 
basis the manager's role becomes very important Kl. 

West Java Province have an important role in economic growth In Indonesia1 which 
is almost 60% of processing industry In Indonesia is located in West Java which 
directly bon:lers with Jakarta as the capital of the state. Based on the 
administrative territorial division consisting of 9 (nine) city and 16 (sixteen) district 
(Source: BPS, Statistics lndoresia, 2002), West Jova, now has 23 Industrial Park 
which has a developer (Source: Indonesian Industrial Estate Directory, 2006). But 
of the 23 Kl Is not entirely the developer role as well as a manager. 
PT Jababeka Infrestructure hereinafter abbrevial:l!d as PT Jl, is an example of the 
developer and manager of the first Kl in Indonesia that could be considered as a 
reference model KIBL by relevant agency of the Ministry of Industry. Therefore, 
this research is done on KI. Problem formulation proposed in this research is to 
what extent the efforts made by the Industrial Management that would meet the 
rules and KIBL can continue to be a reference for other indusbial areas. 
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In general, the purpose of this study was to provide input for the concept of 
management with respect to KIBL baniers faced by managers. The objective of 
this study was 
(1). Evaluating the existing condition of Kl with the Spatial Concept Design 
Ecoindustrial Park, which includes green layout1 space and circulation pattems, 
woke; 
(2). Explore the role, function and performance management in relation tn Kl 
environmental management; 
(3 ). Identify efforts Kl manager in the management functions tn achieve KIBL 
area. 

This research approach is a quasi-qualitative analytical descriptive resear<:h method 
that is describing the state of resear<:h studied objects presented in accordance 
with the facts and findings obtained were analyzed. The purpose of this study was 
to verify the findings related to environmental conditions with the regulations made 
good by the relevant agencies as well as by the area manager's own industry. 
Purposive sampling is a method of research conducted with sampling based on the 
objedives and specific criteria. Sampling consideration adapted to research 
purposes, tt1e number/SU:e of the sample is not at issue ... whfch contacted the 
sample unitS according to certain critl!ria determined based on the research 
objedives. The method used tn answer the research objectives is by observation, 
inrerviews (depth interviews) and documentation. 

Based on research results, the condusion can be drawn as follows: 
1. The condition of the existing procedures Industrial green or Green Open Space, 
space and circulation pattems woke up or access to transportation in the region 
already leads the industry in the concept of Spatial Oesign Ecoindustrial Park. 
2. The role, function and performance management In conjunction with Kl's 
environmental management has been running very well and can be used as a 
reference for manager,; KIBL Kl has 12 (twelve) of 13 (thirteen) component of 
KIBL Management Functions in organizational structure. 
3. Kl managers identify efforts in area management functions tn achieve KIBL: 
a. Management has implemented 11 (eleven) of 14 (rourreen) KIBL components in 
order to realize KIBL Three (3) KlBL components thet are not exploited by the 
area manager for the internal nature of the industry. 
b. In the management sysrem related to !he interaction between industrial 
companies, managing interaction and communication between managers in tne 
industry and other iMusiJies that are in the area in the rorm of meetings 
c. In the management system related to the integration of society1 in general can 
be said that the industrial area manager has integration with the surrounding 
community optimally. 
E. Number of references: 32 (issued from 2000 to 2007). 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kawasan industri (I<I) pada dasamya adalah sebuah lingkungan sosial el<onami yang 

secara langsung maupun tidak langsung dapat berinteraksl soslal dan ekonomi anl<lr 

perusahaan yang ada di dalamnya. Kawasan Industri dikembangkan dan dikelola oleh 

Perusahaan Kawasan Industri yang tl!lah memiliki !jin Usaha Kawasan Industri, 

dengan menyedlakan prasarona dan sarana penunjang yang dibutuhkan industri 

didalamnya. Berbeda halnya dengan Zona lndustri, yang juga merupakan pemusatan 

industri, tanpa difengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai, karena tidak 

ada pengelola yang secara khusus mengatur zona industri tersebut. 

Kawasan Industri dapat berinteraksi antara lain karena adanya faktor kesamaan 

kepentingan untuk memperoleh manfaat yang seoptimal mung kin bagi usaha industri· 

industri di dalamnya dengan memilih untuk berlokasi di dalam I<I. Demikian juga 

.dengan adanya keterkaitan fungsional yang bertJUbungan dengan proses produksi. 

lntaraksi yang harrnonis antara pengelola I<I dan perusahaan-perusahaan industri yang 

menjadi penghuni Kl merupakan fakl:or yang panting bagi kebertanjutan suaw Kl. 

Pada awalnya KI hanya dikembangkan dan diatur oleh pemerintah namun menglngat 

semakin meningkatnya investasi baik dati dalam negeri maupun dari luar negeri dan 

munculnya kebutuhan kawasan uni!Jk industri maka dikembangkan pula oleh plhak 

swasta. Pemerinlah melalui Keputusan Presiden No 41 Tahun 1996 rentang Kawasan 

lndustri, yang kemudian dlperbahanui dengan PeJaturan Pemelintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 rentang Kawasan Industri, menyebutkan bahwa 

pengelolaan kawasan industri dapat dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri yang 

telah memiliki lzin Usaha Kawasan Industri. Hal ini menegaskan bahwa Pamerintah 

mengijinkan usaha Kl dikembangkan oleh plhak swasta. Dengan pertlmbangan bahwa 

pihak swasta dapat lebih betkonsentrasi temadap pengelolaan I<I dengan ketl!ntuan

keteni!Jan yang diai!Jr undang-undang. Ke~asama antara Pemerintah dan pihak 
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swasta lnl dihat<Jpkan dapat mengelola KI dengan lebih balk. Dengan menlngkatnya 

jumlah lndustrl maka dampak pencemat<Jn llngkungan yang ditimbulkan cencterung 

lebih mudah terl<ontrol bila ada pengelolaan Kl. Pengelolaan KI juga memungklnkan 

pengelolaan terhadap keterbatasan lnfrastruktur dan masalah peli<embangan kawasan 

penmukiman yang berdekatan dengan lokasi lndustri. Hal lnl sesual dengan tujuan 

mengembangkan KI yaitu memberi kemudahan bagl dunla usaha untJ.Jk memperoleh 

kapllng lndusbi slap bangun yang sudah dilengkapi berbagai sarana dan pt<Jsat<Jna 

penunjang. 

Sejalan <lengan pertumbuhan ekonoml dan perl<embangan Kl yang pesat dlperlukan 

suatu pemlklran baru hagalmana agar keberadaan Kl yang selama ini dinilal sebagai 

sumber pencemar terbesar bagi lingkungan dapat diminlmas1? Muncul dlskusi dan 

perdebatan 11lntang model pembangunan suaw kawasan lndustri yang berl<elanjutan 

yang dldalamnya menyertakan pula fak!or-faktor llngkungan. Hasll dan dlskusi 

tersebut temyata dlbutJJhkan suatu konsep yang dlsebut Konsep Kawasan Industri 

Berwawasan Ungkungan (KIBL). Berbagal hal IErsebut mengandung makna dan upaya 

yang terus menerus dilakukan guna memellhal<l kelestarian fungsl dan keselmhangan 

ekologl agar keglatan pembangunan dapat berkelanjutan tanpa menimbulkan 

gangguan, korban, keruglan dan kerusakan terbadap llngkungan hayatl dan non

hayati, utamanya sehagalakibat dan pencema!Qn. 

Kawasan Industrl yang telah memlliki ijln opet<Jslonal dari Pemertntah tJentunya juga 

telah dilengkapl dengan dokumen Amdal Kawasan Industri yang merupakan alat 

untuk merencanakan tindakan prevenlif terhadap kerusakan llngkungan yang mungkln 

akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang dlrencanakan dari kawasan 

industri tersebut (Oarsono, 1995). Dalam PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL 

dijelaskan bahwa Anallsis Mengenai Dampak Ungkungan hidup (AMDAL) adalah kajian 

mengenal dampak besar dan panting suatu usaha dantatau keglatan yang 

direncanakan pada llngkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambllan 

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau keglatan, sehlngga hal lni 

menjelaskan bahwa aspek AMDAL berbeda dengan konsep K!BL yang akan ooba 
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diteropkan pada KI. Dokumen AMDAL KI sebagai sebuah dokumen yang berisi 

mengenai kajian suatu kegiatan industri merupakan parongkat preemtive yang 

tujuannya untuk memperoleh ijin operasional suatu kawasan. Berbeda hal dengan 

KIBL yang lebih mengutamakan suatu pola pembangunan KI yang sinergi dan 

berkesinambungan teros menerus, tldak berihenb sampai pada tahap awal operasional 

suatu kawasan industri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan lndustri menyebutkan 

bahwa salah satu tujuan pembangunan KI adalah untuk meningkatkan upaya 

pembangunan industri yang berwawasan llngkungan. Hal inilah yang akan dianalisiS 

dalam penelitian bagaimana upaya ini dapat diwujudkan. Pengembangan kawasan 

industri menggunakan konsep KIBL dirasa sangat tepat karena dalam kegiatan usaha 

yang menuntut investasi cukup besar pengembangannya juga perlu memperhatikan 

aspek-aspek teknologi, ekonomi dan lingkungan. Pengembangan lokasi industri 

ditinjau dart segi efislensi penyediaan inftastruktur, kepastian hukum dan keamanan 

perusahaan perlu mendasari pengembangan kawasan lndustri terutama untuk 

menangani aspek-aspek penataan ruang maupun penanganan kasus pencemaron agar 

tidak terjadi bencana lingkungan, sepertl yang teljadi pada kasus lumpur di Sidoarjo. 

Konsep KIBL temyata tidak hanya mengandalkan pihak swasta sebagai pengembang 

dalam usaha pemusatan KI, tetapi juga pengembang yang sekaligus berperan sebagal 

pengelola Kl. Pengelola Kl bertanggungjawab tidak hanya dalam penyediaan sarana 

dan prasarana yang memadal tetapl juga dalam proses pengembangan KIBL. Widodo 

(2007) menyebutkan untuk menerapkan pengelolaan kawasan lndustri yang 

berwawasan lingkungan, prinslp-prinsip dasar ~ngkungan yang digunakan adalah 

berdasarkan pada adanya Manajemen Lingkungan (Environmental Management), 

Produksl Bersih (Cleaner Productioti), Pertukaran Limbah (Waste Exchange), 

Penghematan SUmberdaya {Resource EfficiencY!, Desain dan Konstruksi Berwawasan 

Lingkungan (Eco Design and ConstnJction), Jejaring Industri (Eco Indusll'ial Network), 

dan Pengembangan{Pemberdayaan Masyarakat {Community Developmenf). Mengacu 

3 

Kajian Pengelolaan..., Adinda Arimbi Saraswati, Pascasarjana UI, 2009



pada prinsip-prinsip lni maka sistem pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh 

perusahaan Kl diharapkan mampu mengarah pada KJBL, 

Saat ini kawasan-kawasan lndustri yang dlkelola oleh pihak swasta Ieiah berkembang 

dengan pesat Menurut datn dari Departemen Perindusllian hingga tnhun 2007 

Kawasan IndusUi dl rndonesia yang sudah beroperasiOnal berjumlah 62 perusahaan 

pengelola denga n luas total kawasan adalah 26,059 Ha, Sajumla h perusahaan 

pengelola tersebut diharapkan mampu melakukan kegiailln pengelolaan sesuai dengan 

peraturan yang ada, namun pada kenyataannya masih ada kawasan indusbi yang 

pengelolanya tidak melakukan hal tersebut, bahkan menurut Widodo, 2008 ada 

pengelola yang membiarkan aillu menlnggalkan kawasan industrl tersebut setelah 

seluruh lahannya terjual habis. Kondlsl ini menyebabkan industri-industrl dldalamnya 

menjadi tidak terkontrol dan cenderung mencemari lingkungan sekitar kawasan, selain 

kawasan tersebut menjadi tidak rert:ata dengan balk. 

Sajalan dengan pertumbuhan dan perl<embangan Kl yang ada di Indonesia, Propinsi 

Jawa Barat memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu 

hamplr 60% lndustri pengolahan di Indonesia berlokasi dllawa Barat yang berlbatasan 

langsung dengan Jakarla sebagai ibukota negara, Berdasarkan pembagian wilayah 

administratif yang terdiri dari 9 (sembilan) kola dan 16 (enam belas) kabupaten 

(Sumber: BPS, Statistik Indoresia, 2002), Saat lni lawa Barat memlliki 23 Kawasan 

lndustri yang memiliki pengembang (Sumber: Indonesia Indusllial Es!Ete Directory, 

2006), Namun dart ke-23 KI tersebut ~dak seluruhnya pengembang barperan sekaligus 

sebagai pengelola, 5epertl telah disampaikan pada penjelasan di atas, untuk mengarah 

pada konsep KIBL diperlukan pengembang yang sekaligus berperan sebagai pengelola. 

Hal ini tidaklah mudah, karena perlu mengetahui sejauh mana pe~an, fungsi dan 

kinelja pengelola dalam keberlanjutan KI tersebut 

Kagiatan industri dewasa ini tidak dapat lagi beljalan apa adanya, secara business as 

usual dengan kabiasaan mengeluarl<an limbah yang merusak lingkungan. Perusahaan 

Kl yang berperan sebagai pengelola KI mempunyai tanggungjawab untuk melakukan 
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pengelolaan dari efek kegia!Dn industri yang ada dldalamnya, upeya tersebut 

diharapkan mampu mengurangi risiko bagi lingkungan dan masyarakat Dengan 

demlklan salah satu kuncl kaber!lasllan KlBL adalah adanya pengelolaan kawasan yang 

mampu menglntegrasikan an!Dra lingkungan kawasan, komunitas indus\Ti dalam 

kawasan dan interaksi dengan masyarakat seki!Dr. 

Hal yang menjadi perhatian dalam penellban ini selain peran pengelola dalam Kl juga 

menyoroti mengenai kondisi terkini dalam kawasan yaltu mencakup Ruang Terbuka 

Hijau (RTH), ruang terbangun dan pola sirkulasi. Ketiga komponen rersebut dianggap 

dapet mewakili kineda pengelola dalam penggunaan lahan di kawasan tersebut, 

karena pemenuhan katiga komponen tersebut dalam kawasan lndus\Ti dapet menjadi 

indlkator penerapen pengelolaan KlBL. Ruang tertJuka hijau merupakan perfiJnna awal 

dari suaru kawasan lndustrl yang dapet menunjukkan kapedulian pengelola terhadap 

llngkungan. Peran RTH dalam kawasan indus\Ti sebagai koridor hijau yang berfungsi 

sebagai sebagai penyelmbang lingkungan dalam kawasan indus\Ti yang relah 

terbangun pedat di bagian kawasan lndus\Ti yang Jain. Pola kolidor hljau yang 

berbentuk linear (memanjang), akan menlngkatkan nllal kualltas lingkungan ke seluruh 

wilayah kota. Dalam koridor lingkungan diharnpkan lerbenlllk habitat flora dan fauna 

yang sesuai, sehlngga dapet berkembang dengan balk. Kolidor hijau juga bertindak 

sebagai pengaturnn kaselmbangan nernca air, yang bisa menyediakan katersediaan air 

dl muslm ke:rnarau, meresapkan air, dan menampung air di musim hujan. Penggunaan 

lahan unruk ruang terbangun dan penataan pola sirkulasi dalam kawasan juga 

menunjukkan kapedulian pengelola dalam pengaruran dan penalaan kawasan 

tersebut. 
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1.2 Rumusan masalah 

Penelil:ian ini mengeksplorasi peran perusahaan pengelola KI yang telah menuju peda 

kawasan industrt yang berwawasan lingkungan namun masJh perlu penyempumaan. 

Pertimbangan inilah yang mengarahkan penelitian ini dilakukan di kawasan industrl 

Jababeka, Cikarang, Jawa Barnt Perusahaan pengeloia k<lwasan industri Jabebeka 

adalah contoh pengembang sekaligus pengelola Kl pertama di Indonesia yang dapat 

dianggap sebegai model perusahaan pengelola KI yang sudah mengarah pada KIBL 

dan hal ini telah mendapat penegasan dari lnstmsi terl<a~ yaitu Departemen 

Perindustrian, yang membidangi langsung mengenai KI. Seperti dil<utip dalam Kontan 

Online pada tanggal 17 September 2009, Fahmi ldris selaku Menteli Perindustrian saat 

itu menegaskan bahwa Kawasan industri Jababeka adalah k<lwasan lndustri kelas satu, 

!<arena KI Jababeka memllikl sarnna infrastruktur terbaik dengan perkembangan dan 

pengelolaan lingkungan yang cukup pesat dan patut dlcontoh kawasan·kawasan 

industri yang lain. Sebagal perusahaan yang dijadik<ln contoh sebagai pengelola 

kawasan industri yang terbaik saat ini, maka pel1u dicermati hal-hal apa saja yang 

sudah dilakukan hingga kin!, sehingga KI Jababeka dapat digunakan sebagal acuan 

bagi perusahaan pengelola kawasan industri yang lain. 

Berdasarl<an hal tersebut mak<l dapat diajukan suatu perumusan masalah yaitu 

seberapa jauh upaya yang telah dllakukan oleh Pengelola Kawasan Industri 

sehingga dapat memenuhi kaidah·kaidah KIBL dan dapat menjadl acuan 

bagl kawasan lndustrllain. 

Dengan Jatar belakang tersebot diatas muncul beberapa pertanyaan bagi peneliti yaitu: 
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1. Apekah kondisi terl<ini KI sudah sesuai dangan Konsep Dlsain Tam Ruang 

Kawasan Industri Berwawasan Ungkungan, yaitu mencakup RTH, keberadaan 

ruang rerbangun, pengaturan pola sirkulasi dan penyediaan sarana prasarana? 

2. Hal·hal ape saja yang sudah dilakukan oleh pengelola KI dalam menjalankan 

fungsinya untuk mewujudkan KIBL? 
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3. Bagaimana konsep pengelolaan Kawasan lndustri Jababeka dalam mewujudkan 

KIBL? 

4. Bagaimana kondisi pengelolaan Kawasan lndustri dikaill<an dengan Peraturan 

Perundangan yang mengatur mengenai Kawasan lndustri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memben masul<an bagi konsep pengelolaan 

KIBL dengan memperhatikan hambat:an·hambalan yang dihadapi pengelola. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi kondisi terklni KI dengan Konsep Disain Tat:a Ruang Kawasan 

lndustri BeiWawasan Ungkungan, yaib.! mencakup RTH, keberadaan ruang 

terbangun, pengaturan pola sirkulasi dan penyediaan sarana prasarona. 

2. Mengeksplorasi peran, fungsi dan kinerja pengelola KI dalam kailannya dengan 

pengelolaan lingkungan. 

3. Mengldentffikasi upaya pengelola KI dalam hal menjalankan fungsi pengelolaan 

kawasan untuk mewujudkan KIBL. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelltlan inl dlharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerlntah pusat, pengelola 

kawasan lndustri, pemertntah daerah serempat, masyarakat sekitar kawasan lndustri 

dan lingkungan. Manfaatyang diharopkan ant:ara lain: 

1. Dapat berguna sebagai dasar penyempumaan konsep pengelolaan yang optlmal 

dalam kawasan industri. 

2. Dapat menjadl bahan informasl bagi masyarakat untuk dapat berperan aktlf 

bersama KI untuk mengelola lingkungan sekltar KI. 

3. Dapat menjadi acuan pengelolaan kawasan lndustri yang mengedepankan 

lingkungan sebagal sumberdaya yang harus terjaga. 
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4. Dapat memberi masul<an bagi pengembangan ilmu lingkungan dalam hal 

pengelolaan KI untuk mewujudl<an pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 
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2.1 Kerangkll Teori 

2.1.1 Kawasan Industrl 

z. TINlAUAN KEPUSTAKAAN 

Terminologi Kawasan lndustri (menurut BPPIP-Depenndag} sesual dengan Keppres 53 

tahun 1989, dan telah dlperbaikl dengan Keppres 41 tahun 1996 dan PP No 24 Tahun 

2009 tentang l<awasan lndustri: 

(l) Pengertian Kawasan Jndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 

industri yang dllengkapi dengan sarona dan prasarona penunjang yang 

dlkembangkan dan dil<elola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang memillkl Ijin 

Usaha l<awasan Industri. 

(2) Berdasarkan pengertian di atas, suatu areal lndustri dapat memillki pengertian 

kawasan industri harus memenuhi 2 ciri utama, yaitu: 

a. Merupakan lahan yang dislapkan sudah dilengkapl prosarona dan sarona 

penunjang. 

b. Dalam pengelolaannya, terdapat suatu badan/manajemen pengelola 

(perusahaan) yang telah memilikl izin usaha sebagai l<awasan lndustri. 

Keglatan pembangunan industri adalah salah satu kegiatan sektor ekonomi bertujuan 

untuk meningkalkan kesejahterean masyarokat. Kontribusi sektor industrl terhadap 

pendapatan naslonal menggambarkan ~auh mana tlngkat lndustrialisasi telah dicapai 

oleh satu negaro, karena ~u pembangunan sektor industri mendapat prioritas utama 

dalam rencana pembangunan nasional bagi kebanyakan negaro berl<embang. Di 

samping itu kegiatan pembangunan industri tidak membutuhkan laban yang luas 

dibandlngkan dengan pertanlan tapi leblh banyak menyediakan lapangan bagi 

penyerepan tenaga ke~a, menyediakan barang-barang konsumsi bagi kebutuhan 

masyarekat mengolah hasil-hasil pertanian, kehutanan, pertambangan dan petemakan 

serta lain-lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarokat Pertumbuhan 

industri dipacu terus agar mampu menjadi sektor utama membelikan pendapatan bagi 

kemakmuren negaro. Kehidupan industri diharapkan berlangsung dan berlanjut terus 

menerus serta ditingkatkan perkembangan dan pertumbuhannya dimana satu diantaro 
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syarat hidup berianjut adalah cukup tersedia faktm-faktor pendukung antara lain 

bahan tersedia dalam kurun waktu yang panjang, tenaga ke~a tersedia, teknologi 

yang mudah diserap. Bila suatll industri mampu beroperasi dalam jangka waktu yang 

relatif lama maka industri tersebut harus memenuhl syarat sebagai pembangunan yang 

berkelanjutan. Untllk dapat hidup dalam pembangunan berl<elanjutan, pembangunan 

industri harus berada dalam kondisi lndustri yang berwawasan lingkungan yaitu 

industri yang mampu memelihara kestabilan dan kelestarlan ekoSistemnya. Tindakan 

yang dlperlukan untuk melestllikan ekosistem lndustri adalah mencegah pencemaran, 

mengurangi emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, menggunakan sumber daya 

alam terpulihkan secara berkelanjutan dan mempertahankan keterpaduan ekosistem 

satu dengan ekoSistem lainnya (Walhi, 1994). 

Pada awalnya kawasan lndusbi hanya dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN 

dengan pertimbangan bahwa semakin menlngkatnya jumiah indusbi dengan dampak 

pencemaran lingkungan yang dltimbulkan cenderung tidak terkontrol, ketertJatasan 

infrastruktur dan masalah perkembangan kawasan permukiman yang berdekatan 

dengan lokasllndustri. Di samplng ltu masih banyak ditemui aktivltas-aktivitas industri 

dl tengah-tengah permukiman perkotaan. Sementara lndustri yang berpotensl sebagai 

pencemar belum sepenuhnya direlokasi ke kawasan pinggiran kota, di tengah-tengah 

permukiman justru makin banyak dan berkembang aktivitas industri berskala kecil 

hlngga besar. Mengingat semakin meningkatnya investasl balk dan dalam negeri 

maupun dart luar negeri, maka pemerintah melalul Peraturan Pemerintah tersebut 

mengijlnkan usaha kawasan lndustri dikembangkan oleh plhak swastl. Beat ini 

kawasan-kawasan lndustrt yang dikeloia oleh pihak swasta dl pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi regional telah berkembang dengan pesat. 

Beberapa karakteristik induslli yang dapat dllempatkan daiam suatu kawasan industri 

adalah: 

1. Industri memlliki bidang produksi yang berbeda-beda. 

2. Jarak antar lndustri dlbuat dekat sehingga meningkatkan efisiensi tranpoliasi 

bahan. 
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3. Masing·maslng industri membuat suatu kesepakatan bersama dengan berprinsip 

ekonomi yaitu sallng menguntungkan. 

4. Masing·masing lndustri harus dapat berkomunlkasi dengan beik. 

5. Tlap lndustri bertangung·jawab pada keselamatan llngkungan dalam kawasan 

tersebut. 

2.1.2 Kawasan Industri Berwawasan Lingkun!l"n 

Menurut MangkusubrotD lll!li!!!J Djajadiningrat dan Famlola (2004), prtnsip utama dart 

konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah dipadukannya berbagai kegiatan 

yang saling terkait dalam konsep ekologi dikenal sebagai rantal makanan (food chain). 

Dalam konsep rantal makanan terkandung pengertian konsep ekosistem yaitu suatu 

kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati dan non-llayatl, dan 

keduanya berhubungan timbal balik. Para pakar memasukkan konsep ekologi dalam 

proses industri dengan sebutan Indi.!St!faf Ecology a!au ekologi lndustri yang dlartikan 

sebagai menata lndustri dalam satu kawasan berdasarkan saling kebergantungan 

sesuai dengan konsep rantal makanan. Pada hakekatnya selama daya dukung 

·lingkungan alam tldak terlampaui, maka semua slstem ekologis yang seharusnya te!ap 

blsa berlangsung secarn alami tidak akan menimbulkan bencana. Daya dukung 

lingkungan alami lni adalah suatu kemampuan alam untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi makhluk hidup (termasuk manusia) pada suatu wilayah terterru, sedemikian 

rupa sehingga alam maslh bisa melakukan proses asimilasi (pencemaan kembali), 

mlsalnya mencema limbah hasll kegla!an semua makhluk hidup yang ada pada wilayah 

tertentu tersebut hingga bisa dimanfaatlkan kembali. 

Djajadiningrat dan Famiola (2004) juga menyalllkan bahwa ekologi industri merupakan 

salah saw konsep untuk menerapkan pembangunan berkelanjullln. Ekologi industri 

merupakan mutti dlsiplin ilmu yang membahas masalah sistem industri, aktivltas 

ekanomi dan hubungannya yang fundamental dengan sistem alam. Ide ekologi 

industri dianalogikan dengan sistem ekologi alam yang biasanya digerakkan olah 

energi matahali, ekosistem tenmasuk didalamnya hubungan mutualisme antar bertiagai 
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jasad renik dan lingkungan sekitarnya dimana te~adi pertukaran material melalui suatu 

siklus besar. 

Konsep dasar dalam pengembangan K1BL menurut Purwanto, 2005 meliputi ekologi 

industri, produksl bersih, perencanaan kota, ars~ektur, dan konstruksi berkelanjutan. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara ekologi industri 

dengan konsep K1BL Konsep K!Bl merupakan penjabaran dari konsep yang 

memandang kawasan industri sebagai bagian dari ekosistem sehingga te~di interaksl 

antara sistem lingkungan, ekonomi dan sosial, dan untuk pengembangannya hanus 

memperlimbangkan tercapainya keberianjutan ekologis, peningkatan kualitas hidup 

dan keberianjutan ekonomi agar keglatm industri beljalan seimbang. Dengan 

damikian tlga aspak inilah yang mendasari terjadinya keseimbangan keglatan industrl. 

Konsep K!Bl adalah suatu pendekatan untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan 

berkelanjutan. Istllah eco juga berarli bahwa pengembangan kawasan harus 

disesuaikan dengan karakteristlk ekosistem, sumberdaya dan kebutuhan ekonomi lokal 

dan regional, serta tidak menyebabkan hllangnya atau rusaknya ekosistem llngkUngan 

yang bemllai ekologls panting. Pengembangan kawasan industri yang menerapkan 

konsep K1Bl merupakan suatu pendekatan yang mengintegraslkan keglatan blsnis dan 

pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kinelja kawasan industrl dali aspek 

ekonoml dan lingkungan dalam rangka mendukong terwujudnya pembangunan 

berkelanjutan. 

Menurut Sugandhy (2007) Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya 

alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. 

Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia agar dapat terus menerus menunjang kegiatan atau proses 

pembangunan yang ber1<elanjutan. Pengerlian pembangunan berkelanjutan adalah 

perubahan sosial ekonoml yang tidak mengabaikan sistem ekologl dan sosial di mana 

masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasllan penerapannya memerlukan 

kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas 
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poliliknya tl!rgantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, 

kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya (SUmaiWotD, 2006). Lingkungan 

sebagai salah satu pilar dari tiga pilar pembangunan berl<elanjutan mempunyai 

peranan panting dalam keberlangsungan industrL Pembangunan industri berkelanjulan 

mencakup tiga aspek yaitu lingkungan (Environmen{J, ekonami (Econotnjl) dan sosial 

(Soda~ atau kesempatan yang sama bagi semua orang (Equil:jl). 

Ditinjau dati konreks pengembangan wilayah/kota, maka pengembangan konsep ini 

merupakan komponen penting untuk mewujudkan wilayah/kota yang ramah 

lingkungan (eco cil:jlj. Indonesia perlu segera menerapkan konsep rersebut untuk 

mengejar ketertinggalannya dati negara Asia lainnya seperti China, Jepang, India, dan 

Filipina. Untuk itu, diperlukan pemahaman tenlang konsep tersebut dan straregi untuk 

menerapkannya di Indonesia balk dalam pengembangan kawasan-kawasan industri 

baru maupun untuk meningkatkan klnelja kawasan-kawasan industri yang telah 

baroperasi (Lowe, 2001 ). 

Konsep KIBL dldefinisikan sebagai pemusatan komunitas industri dan )asa dalam suatu 

kawasan, yang saling bekeljasama dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya 

(informasi, energl, air, bahan baku, infrastruktur dan Hngkungan) untuk meningkatkan 

kineija lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari aspek lingkungan, dengan 

pengelompokan industri di suallJ lokasi akan lebih mudah dikelola. Apalagl blla lndustri

industri tersebut berada di satu kawasan (industrial es/3/E), maka pengelolaan limbah 

secara lerinregrasi (intEgrated waste management} dengan mudah blsa dilakukan 

(Widodo, 2007). Tujuan darl pembentukan KIBL adalah untuk memperbaikl kinerja 

ekonomi bag! industrHndustri didalamnya detlgan cara memlnimalkan dampak 

llngkungan. Pola pendekatan yang digunakan meliputi desain infrastruktur kawasan 

dan industri berwawasan lingkungan, produksi bersih, efisiensi energi dan kemltraan 

anlar perusahaan (Purwanto, 2005). 
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Widodo {2007) menyatakan beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep 

pengembangan KlBL adalah efisiensi, tlltll ruang dan lingkllngan hidup yaitU dengan 

penjabaran sebagai berlkut: 

Pertllma, aspek efisiensi merupekan satu dasar pokok yang menjadi landasan 

pengembangan kawasan industri. Melalui pembangunan kawasan industJi maka bagi 

investor pengguna kapling industri (usei) akan mendapetkan lokasi kegiatan industrl 

yang suda~ balk dimana terdapat bebe.apa keuntungan seperti bantuan proses 

perizinan, ketersedlaan infrasbuktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat 

usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Sedangkan dari sisi 

pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan industrl, berbagai 

jaringan lnfrasbuktur yang disedlakan ke kawasan industri akan menjadi leblh efislen 

karena dalam perencanaan infrasbuktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan 

keglatan industrl yang berada di kawasan lndustrl. Bilamana ada jaminan permintaan 

penyecllaan lnf'rasbuktur yang pasti, jelas akan meyal<lnkan bagi penyedla infrasbuktur 

membangun dan menyedlakannya; 

Kedua, dan aspek tata ruang, dengan adanya kawasan industrl maka masalah-masalah 

konfiik penggunaan lahan akan dapat dlhindari. Demikian pula, bilamana keglatan 

industrl telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan leblh mudah 

bagi penataan ruang daera~. khususnya pada daera~ sekitar lokasl kawasan industrl; 

Ketiga, dan aspek llngkungan hldup, konsep pengembangan kawasan industrl jelas 

mendukung peningkatan kualitas lingkungan, daerah secara menyeluru~. Dengan 

mengelompokkan kegialan lndustrl pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih 

mudah menyedlakan fasilitas pengolaMn llmbah dan juga pengendalian llmbahnya. 

Suda~ menjadi kenyataan bahwa pertumbuMn lndustrl seca.a individual memberikan 

pengaruh besar terhadap kelestarian lingkllngan karena tldak mudah untuk melakukan 

pengendalian pencemaran yang dllakukan oleh industri·lndustrl yang tumbuh secara 

individu. Penjabaran ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Kawasan lndustrl. 
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Kawasan industri di Indonesia pada umumnya berupa lrumpulan industri yang belum 

memiliki hubungan satu dengan yang Jain. Konsep KIBL sangat penting untuk 

diterapkan mengingat daya dukung alam semakin menurun dibendingkan 

pertumbuhan industri yang begitu cepat. Dengan memasukkan pertimbangan aspek 

lingkungan pada tahap perancangan, akan dapat dihasilkan suaru industri yang tidak 

hanya Jebih ekonomis tetapi juga berwawasan iinglrungan. Adanya bentuk ke~asama 

antar industri yang berbeda disebut sebegai proses simbiosis industri memberi 

pengaruh pada kine~ kawasan industri. Bentuk kerja sama ini dapat meningkatkan 

keuntungan masing·masing industri dan pada akhimya berdampak positif pada 

lingkungan. Dalam proses simbiosis ini limbah suatu industri dapat dioiah menjadi 

bahan baku bagl industri lain. Proses simbiosis ini akan sangat efektif jika kompooen· 

kompooen industri tersebut tertata dalam suatu kawasan lndustrl berwawasan 

lingkungan (B:o IndustriBI Park, selanjutnya disingkat E!P). 

Konsep B:o IndustriBI Park (E!P) rnerupakan penjabaran dari konsep Indusl7ial 

Ecology, ya~u suatu konsep yang memandang kawasan lndustrl sebagal bagian dari 

ekoslstem dimana terjadl interak:si antara sl:":item lingkungan, ekonomi dan sosial, 

sehingga dalam pengembangannya harus mempertimbangkan tercapainya 

keberlanjutan ekologis, penlngkatan kualitas hidup dan kebertanjutan ekooomi untuk 

kegiatlln industri secara seimbang (Lowe, 2001). Konsep tersebut pertama kali 

diperkenaikan oJeh Indigo Development, USA pada tahun 1992 yang selanjutnya 

diadopsi oleh US - EPA (Environmental Protection Agenc)i) pada tahun 1993 untul< 

diterapkan dalam pengembangan dan revitalisasi kawasan industri. 

Pengembangan kawasan industrl yang menerapkan konsep BP memberikan berbagai 

manfuat, terutama manf.lat bagi sektor industrl, bagi lingkungan, bagi masyarakat, 

dan bagi pengembangan wilayah atau kola, yaitu: 

1. Manl'aat begi industrl: 

a. Menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk antara lain 

melalui efisiensi penggunaan bahan baku dan energi, serta daur ulang limbah. 
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b. Menurunkan biaya operasional melalui pengelolaan kawasan se<:ara kolektif antara 

lain dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah, keamanan, pemeliharaan 

ke!Jersihan lingkungan, dan pengelolaan slstem lnformasi. 

c. Meningkatkan daya saing kawasan indusbi datam menarlk investasi di pasar 

global. 

2. Manfaat bag! lingkungan: 

a. Menurunnya tingkat pencemaran llngkungan yang disebabkan oleh limbah kegiatan 

indusbi. 

b. Berl<urangnya pemanfaatan sumberdaya yang ber1ebihan, khususnya sumberdaya 

yang kritis seperti air dan energ;, 

c. Meningkatnya kualitas lingkungan wilayah/kota dimana EIP berada, maupun 

kualitas lingkungan secara global 

d. KonseMsi ruang-ruang alami dengan fungsi ekologis yang panting seperti sawah, 

pantal bemutan mangrove yang seringkali dikonversl untuk kebutuhan 

pengembangan kawasan indusbi 

3. Manfaat bagi masyarakat: 

a. Memberikan llngkungan kelja yang sehat dan aman 

b. Memberikan lingkungan rempat tJnggal yang sehat dan aman dl sekitar kawasan 

lndusbi, karena kawasan lndUsbi tidak lag! sebagai sumber pencemaran lingkungan 

yang membahayakan bagi masyarakat 

c. Menyediakan kesempatan kelja baru yang lebih besar 

4. Manfaat bag! pengembangan wliayah atau kola: 

a. Meningkatnya daya tank wilayahjkota sebagai lokasi investasl dl sektor indusbi 

maupun sektor lain yang terka~ dengan indusbi. 

b. Eflsiensi pemanfaatan iahan wilayah/kota karena pemanfaatan lahan campuran 

(mixed-use) untuk kegiatan indusbi, komersil dan pemukiman di dalam kawasan 

dimungkinkan dengan penerapan konsep EIP. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPn pada tahun 2007, salah satu hasil yang dlperoleh untuk menclptakan kawasan 

industri dengan konsep KIBL adaiah dengan menylapkan 7 aspek sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Disain dan penataan ruang kawasan indusbi 

2. Penyediaan infiastruktur dan utili!as 

3. Pengelolaan limbah skala kawasan dan indusbi 

4. Pemanfaatan energi skala kawasan dan indusbi 

5. Pemanfaatan sumberdaya air skala kawasan dan industri 

6. Miitigasi bencana dan emergency re5p0nse 

7. Organisasf Manajemen Kawasan dan Ini:Egrasi masyarakat 

Bila seluruh aspek rersebut dapat dlsiapkan maka rungs! pengelola dalam kawasan 

(mat1i1gement of the pmpert)i) dapat menghasilkan kinerja usaha yang 

menguntungkan yaftu mampu menjamin setiap (anggota) industri untuk tetap dapat 

melakukan usaha dalam kawasan tersebut dengan ikllm usaha yang menunjang. 

Selain ftu dengan pemenuhan tujuh aspek tersebut pengelola Kl dapat tetap 

mempertahankan fi.lngsi-fungsi kawasan dengan kualftas lingkungan yang te~aga 

dengan balk dan bersinergi bag! keber!anjutan proses lndusbi (Lowe, 2001). Dalam 

penelitian ini akan dicermati mengenai pemenuhan ketujuh aspek tersebut yang 

dlslapkan oleh pengelola. 

2.1.3 Pengelolaan Kawasan lndustri 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang memacu pertumbuhan 

indusbi. Pembangunan kawasan lndustri merupakan sebagian dart pembangunan yang 

ada di Indonesia. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan membangun 

kawasan-kawasan indusbi terpadu. Pada awal perkembangan ~wasan lndustri di 

Indonesia maslh berupa kumpulan indusbi yang ditata dengan terpadu namun masih 

terplsah satu sama lain. Di Indonesia perkembangan indusbi telah dlantisipasi oleh 

pemerintah dan Dewan Perwakllan R.akyat (DPR), selaku pembuat kebijakan dengan 

membuat berbagai peraturan tentang penataan kawasan indusbi terpadu dan 
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perlindungan lingkungan. Salah satu yang menjadi hambatan adaklh implementasi di 

lapangan dan pangawasannya. Oukungan dari pemerintah sebenamya dapat menjadl 

peluang untuk menerapkan ekologi indusbi di Indonesia, 

Oengan melakukan pengelolaan kawasan industri dan sesuai dengan teori 

pembangunan berkalanjutm yang mengedepankan tiga pilar pembangunan yaitu 

social, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, maka pengembang selaku 

panyedia fasilitas dan jasa paiayanan dalam kawasan industri menginregrasikan tiga 

unsur panting ll'!rsebut dalam satu pengelolaan KI yang berkelanjutan. Gambar 1 di 

bawah ini menjelaskan bahwa dengan pengelolaan yang berkelanjutan maka tiga 

unsur panting yang saling bersinergi daiam proses pembangunan dapat rerus 

dipertahankan kondisinya. 

~konoml 

Berltelanjutan 

Pengelolaan yang berirefanjutan 

SDSi~! 

b41rl«!lanjlltl'ltl 

Gambar 1. Pengelolaan Kawasan Industrl yang Berkelanjutan (EIPPT, 2007) 

Ketiga unsur tersebut saiing bersinggungan untuk mendapatkan pengelolaan yang 

efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Tujuan dari masing-masing unsur 

tersebut dapat d!jelaskan sebagai berikut, yaitu: 

1. Ungkungan berkelanjutan, bertujuan untuk meningkall<an sumberdaya, 

meningkall<an kualitas lingkungan dan mengurangi ilmbah 

2. Ek.onomi berkelanjutan1 bertujuan untuk meningkal:kan profit, meningkatkan 

produktivitas dan menlngkall<an daya saing 
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3, Sosial berkelanjutln, bertujuan untuk menambah lapangan kerja, meningkatkan 

keselamatln kerjia dan keamanan rempat kerjia. 

Pengelolaan r.ngkungan indusbi merupakan kegiatan yang harus dilakukan agar 

lndusbi retap be~alan dan berkelanjutan. Aspek lingkungan tidak berdiri sendirt 

namun sangat terkalt dengan dua aspek lainnya. Dalam keglatan internal indusbi 

peluang untuk memadukan aspek lingkungan dan ekonomi sangat besar, tergantung 

bagalmana cara mengelola lingkungan dengan bijak dan menguntungkan. Faktor sosial 

yang sebaglan besar menyangkut masyarakat sekltar atau di luar industri juga sangat 

terkait dengan pengelolaan lingkungan (Purwanto, 2007} 

Berdasarkan fungsi pengelolaan KI, menurut Wktodo (2007} struktur organisasi pada 

perangkat pengelolaan kawasan harus: 

l. Memilikl dMsi pengelolaan llmbah, dlviSi pelayanan kawasan, termasuk dl 

dalamnya mengadakan pela~han yang terkait dengan kegiatan EIP, divisi 

pemberdayaan masyarakat dan divisi yang rnengatur sfstem infonnasi manajemen 

kawasan. 

2. Memiliki SDM yang ahli d>bidang pengelolaan limbah, pemberdayaan masyarakat 

dan sistem lnformasi. 

3. Memiliki program tahunan di bidang pengelolaan lingkungan, pelayanan kawasan, 

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sistem infonnasi. 

4. Memiliki persyaratan rekruitmen indusbi. 

5. Memilil<l media komunlkasl regular antar perusahaan di dalam Kl maupun antara 

Pengelola Kl dengan perusahaan di dalam kawasan. 

6. Melakukan pengelolaan l!ngkungan dengan institusi naslonal dan intemasional. 

7. Memilikl basis data lingkungan (ecadalii!!Jase) untuk mendukung pelaksanaan 

pertukaran llmbah (by product exchange). 

Menurut Subagya (2007) ada beberapa keuntungan dan hal posltif yang diberikan 

sebagai dampak pengembangan kawasan indusbi. Keuntungan yang dapat diperoleh 

dari pengembangan Kawasan Indusbi adalah: 
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1. Memacu pertumbuhan Ekonomi yang lebih tinggl. 

z. Kemudaban dalam hal penyediaan sarana infrastruktur yang diperlukan oleh 

pabrik-pabrik untuk melakukan produksinya. Penggabungan beberapa industri 

dalam satu kawasan, akan menyebabkan rerpenuhlnya fasilitas sarana dan 

prasarana yang menunjang sehingga proses industri dapat dilakukan dengan leblh 

mudah karena dikumpulkan dalam satu kawasan. Berbeda halnya apabila tidak 

terdapat dalam kawasan lndustri, dlmana lokasi industri yang saru dengan yang 

lain terletak be~auban, maka sar.llna yang diperlukan untuk proses produksi 

cenderung surrt: terpenuhi dan lebih mahal karena penggunaannya yang cenderung 

untuk keperluan sendiri. Namun dengan adanya kawasan industri yang merupakan 

aglomerasi/pengumpulan dali beberepa industri, maka pemenuhan kebutuhan 

sal1lna dan prasarana industri dapat lebih mudah, karena dikelompokkan pada satu 

kawasan dan lebih murah sifatnya, karena dapat digunakan seca!1l bersama--sama. 

3. Membuka lapangan peke~an baru. Dengan bertumbuhnya Kl, maka akan 

membuka lapangan peke~an baru yang dapat menyel1lp ribuan buruh/tenaga 

ke~a. Dengan tambahnya lapangan kelja tersebut, maka pendapatan masyarakat 

dapat menjadi meningkat yang disertai juga dengan penlngkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Masyar.llkat akan memperoleh pekerjaan dan memperoleh 

pelatihan dan peningkatan pengetahuan dengan be~a di pabrlk-pabrik 

perindustrian. Untuk bekerja di suatu pabrik, pekerja tentu saja harus memiliki 

keahlian dan kete!1lmpilan. Untuk memenuhi hal ini, maka salah satu usaha yang 

dllakukan pemerintah berupa progl1lm magang di Kl yang dikhususkan kepada 

para masyarakat di sekitar lingkungan KI. Dengan program tersebut, SDM dan 

ketrampilan masyarekat diharapkan dapat meningkat yang nantinya dapat 

menghaSilkan tenaga-tenaga kerja yang te!1lmpil dan Slap bekerja. 

4. Peningkatan pendapatan daerah melalul pajak daerah. Meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah maka juga akan meningkatkan pendapatan pajak 

daerahnya. Dengan bertambahnya pajak daerah, maka pemerinlllh dapat lebih 

mengembangkan pembangunan di sekitar kawasan. 
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Selain haf-hal diatas yang berl<aitan dengan ekonomi, keuntungan pengembangan Kl 

juga dapat diperoleh dan aspek lingkungan, yaitu pemudahan pengelolaan 

lingkungannya. Pengelolaan limbah secara terintegrosi dengan mudah bisa dllakukan. 

Dengan dikelompokkannya industJi dalam saw kawasan, maka AMDAL-nya berupa 

AMDAL kawasan, sehingga lebih mempermudah dalam pengecekan dan pengontrolan 

lingkungannya. Pengelolaan limbah secara terintegrasi (integrated waste managemenO 
dapat dengan mudah dilakukan sehingga pengontrolannya juga dapat lebih mudah 

dilakukan. 

Dari aspek kependudukan, pengembangan Kl juga memilikl nilai penting. Letak Kl 

yang biasanya beroda di pingiran kola atllu terletak di luar kola dapat mengurangi arus 

urbanisasi. Masyarakat dari desa tidak lagi hanya menargetkan kola sebagai tempat 

mencari peke~aan, tetapi cukup ke Kl yang menyadiakan lapangan ke~a OJkup 

banyak. Para warga kota yang beke~a di Kl juga cenderung akan memilih tinggal di 

daerah Kl apabila kawasan tersebut telah menyediakan fasilitas hunian yang memadai. 

Dengan dernlklan peluang arus transmigrasi dari kota ke dae"'h pinggiran kola 

menjadi semakin besar yang tentu saja dapat mengurangi kepadatan penduduk kola 

sebagai nilai positifnya. 

Dalam konsep disain tata ruang KIBL, BPPT, 2007 menyebutkan adanya tiga unsur 

penting yang mencakup didalamnya, yaitu RTH, ruang terbangun dan pola sirkulasi, 

yaitu: 

A. Penyediaan RTI-i dalam kawasan industri mernillki persya,.tan minimal sebagai 

berikut: 

1. Mencakup 30% darl luas kawasan, yang diperoleh dali 20% disediakan oleh 

kawasan dan 10% daTi kontribusi setiap kavl!ng indusbi. 

2. Dua puluh persen (20%) RTI-i terdistribusi daiam bentuk jalur yang berfungsi 

sebagai buffer zane di sekellling kawasan dan sempadan sungai atau situ, jalur 

di sepanjang jalan, dan saluran sena taman atau hutan mini. 

3. Pemanfaatan vegetasi lokal dan pohon-pohon yang berfungsi sebagai penjerap 

polusi dan mempertahankan fungsi air tanah. 
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B. Ruang Terbangun dalam kawasan industri memiliki persyaratan minimal sebagai 

berikut: 

1. Adanya integrasi kegiatan induslli utama, industri penunjang, komersil, dan 

peru mahan untuk sinergi kegiatan industri di dalam kawasan. 

2. Pengaruran lata letak induslli yang memungkinkan teljadinya keterkailan 

fungsional dan pertukaran produk sam ping secara efisien. 

3. Perumahan tenntegrasi dengan induslli namun zonasi induslli dibatasl oleh 

IJuffer zone untuk kenyamanan lingkungan hunian. 

C. Pala sirkulasi dalam kawasan industri memlliki persyaratan minlmal sebagai 

berikut: 

1. Akses utama remubung sistem jarlngan lnlnsportasi lokal dan l'ef)ional 

2. Jaringan jalan berpola grid menjamin sirl<ulasi dan pemanfaalan lahan yang 

efisien 

3. Adanya integrasi sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki 

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satll bentllk dan kawasan bervegetasi dalam 

ekosistem perkotaan, yang memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat 

perkotaan. Pertama, dapat berfungsi meredam suara yang berasal dan kendaraan 

dan kegialan proses industrialisasl. Kedua, berpernn sebagal penyajuk lkiim, rerutama 

lklim mikro (suhu, kelembaban, pengendalian pert>andlngan antara gas co, dan o, 
penangkal angin dan penyaring cahaya matahari). Ketiga, sebagai pemberSih udarn 

dari partlkel dan debu serta behan kimia yang dapat mengganggu kesehallm. 

Bentuk RTH yang biasa terdapat dalam suatu kawasan industri selain sebagal taman 

kawasan atau taman kola anlllra lain adalah jalur hijau jalan, pulau jalan dan median 

jalan, sabuk hijau (green be1t) dan ruang pejalan kaki alau pedestrian. Bentuk RTH 

sebagai jalur htiau jalan dengan penempatan tanaman antara 2G-30% dari ruang milik 

jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. IJntuk menentukan pemilihan jenis tanaman, 2 

(dua) hal yang harus dipematikan adalah fungsi tanaman dan pacsyaratan 

penempalllnnya. 
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Sebagai fungsi peneduh, persyaratan penempatan dan jenis tanaman adalah 

ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dan tepl median); percabangan 2 m 

di atas tanah; bentuk percabangan batang tidak merunduk; berrnassa daun padat; 

berasal dari perbanyalfan biji; ditanam secara berbaris; dan pemillhan jenis tanaman 

yang tidak mudah tumbang. Sebagai fungsi penyerap polusi udara, persyaratan 

penempatan dan jenis tanaman adalah dengan pemUihan jenis tanaman yang terdirt 

atas pohon, perdu atau semak; memiliki kegunaan untuk menyerap udara; pengab.Jran 

jarak tanam yang cukup rapat; dan jenis tanaman yang memiliki massa daun padat 

Fungsi RTH sebagai peredam kebisingan, persyaratan penempatan dan jenis tanaman 

adalah tertlili alas pohon, perdu alau semak; membentuk massa; benmassa daun 

rapat; dan terdiri dari berbagai bentuk tajuk. 

Keberadaan RTH dalam bentuk sabuk hijau dalam kawasan industri dirasakan tepat 

karena memiliki fungsi ekologis sebagai peredam kebislngan; mengurangi efek 

pemanasan yang diakibatkan oleh radlasi energl matahan; penapis cahaya Silau; 

mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan dminase yang kurang baik sering 

tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas dalam kawasan; dan sebagai 

penahan angin serta penjerap dan penapis bau. Pengelola memanfaatkan keberadaan 

sabuk hijau dengan memperhitungkan beberapa faktllr yaitu meliputi panjang jalur, 

Iebar jalur, dan jenis pohon yang tepat Selain bentuk RTH tersebut diatas, terdapat 

juga bebempa taman pulau jalan yaitu salah satu benruk RTH yang terbangun oleh 

geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Pada taman 

pulau jalan penggunaan tanaman nnggi berbentuk tanaman pohon sebagai tanaman 

pengarah, yaitu tanaman jenis palem raja (Onwdaxa regia} dan pinang jambe (Amca 

catechu). Pedestrian yang terdapat dalam kawasan, merupakan baglan dan RTH dan 

ruang bagi pejalan kaki yang fidak lepas dan perhatian yaitu dengan memenuhi hal

hal sebagai berkut: 

1. Kenyamanan, adalah cam mengukur kualilas fungsional yang ditawarkan oleh 

sistem pedesbian yaitu: 

a. Onentasi, berupa tanda visual (landmark, marika jalan) pada lansekap untuk 

membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar; 
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b. Kemudahan berpindah dan satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhl oleh 

kepadatm pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan 

dan kondisl iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibal untuk semua orang 

rermasuk penyandang cacat 

2. Kerakserfisik, meliputi: 

a. Kriteria dimensional, disesualkan dengan kondlsi sosia! dan budaya setempat, 

kebiasaan dan gaya hidup, kepedatan penduduk, warisan dan nilai yang dlanut 

rerhadap lingkungan; 

b. Krlteria pergerakan, jarak rala-ratl orang badalan di setiap l!!mpat umumnya 

berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondiSi cuaca, kebiasaan dan 

budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m. 

~--. ,. ------·· .INA.RIIt.WJ 
;AUA'<P£JAI..ANKAKI ~- - 1 it 

Sf~~\N) cmm "l . j ~u1 
:~U.-"tl'<l:N~ 

,., . .. + 

Gambar 2. Pola Tanam RTH bagi peja~n kokl (Kepmen PU No.468/KPTS/199B) 

Penciplaan kawasan industli dengan konsep KIBL juga ilermasuk pangaturan pola 

sirl<ulasi dalam kawasan. Pengertian tentang pola sirkulasi dalam kawasan adalah 

pengelolaan akses transportasi. Transportasi betfungsi sebagai jembalan yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara 

keduanya. Jarak tersebut dapat dlnyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak 
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geografis. Jarak wakt:u timbul karena barang yang dihasilkan han ini mungkin belum 

dipergunakan sampai haM berikutnya. 

Pembangunan suatu jalur transportasi akan mendorong tumbuhnya fasilitas-fasilitas 

lain yang tentunya bemilai ekonamis. Permasalahan lalu lintas di kota metropolitan 

semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya populasi dan kebutuhan untuk 

melakukan perjalanan dengan angkutan jalan raya. Beberapa kendala yang dihadapi 

dalam mengatasl permasalahan lalu lintas saling berkaitan satu sama lain, sehingga 

upaya penyelesaiannya pun akan sulit bila tidak dilakukan secara serentakoleh selutuh 

lapisan masyarakat, khususnya pengguna jalan maupun pemeMntah. Kendala yang 

dihadapi dalam permasalahan lalu lintas dapat berasal dan komponen-komponen 

dalam sistem transportasl jalan raya, antara lain kendaraan, energi penggerak, 

lintasan/jalur jalan, sistem pengawasan operasiOnal dan !Ermina!. Kemacetan arus lalu 

lintas yang re~adl di jalan dapat disebabkan oleh banyak faki:Or, anlllra lain: 

1. Kondisi fisik jalan, seperti kerusakan struktur atau kondisf geometri yang kurang 

memadai1 dfantaranya Iebar dan jumlah jalur yang tidal< memadai, persimpangan 

jalan yang kurang terkontrol dengan baik; 

2. Disiplin pengguna jalan yang relalif rendah; 

3. Pelayanan ruas jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peranannya; 

4. Ungkungan sepanjang jalan yang kurang mendukung; 

5. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement:); 

6. Kandisi lalu lintas, diantaranya penlngkatan jumlah kendaraan yang persentasenya 

dan tahun ke tahun cenderung meningkat tajam. 

Penmasalahan aspek transportasl yang dihadapi oleh kawasan perkot<>an adalah (1) 

kemacetan lalu lintas yang teljadi di pusat-pusat aklivltas; (2) berkemoangnya 

kegiatan on street parfdng. Sedangkan permasalahan transportasl yang l:e!jadi di 

kawasan Stlb uroanadalah: (1) terjadinya kemacetan di daerah kawasan industM; (2) 

kemacetan lalu lintas pada daerah peMbatasan kawasan uroandan S/Jb YFban; serta (3) 

berkembengnya angkut<>n umum plat hitam. 
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2.1.4 Peraturan dalam Pengelolaan Kawasan lndustrl 

Pengelolaan l<awasan lnduslri tidak terlepas dari Peraturan yang diacu dalam 

Pengelolaan l<awasan, yaitu Peraturan Pemertntah dan Peraturan atau Tata Tertib 

l<awasan Industri. Kolaborasi dan Perundangan yang dikeluarkan Pemelintah dan 

Pe.,turan yang dikeluarkan oleh Pengelola K1 diharapkan mampu bersinergi dalam 

pengelolaan Kl sehingga tidak saling berbenturan. Peratu"'n yang dlbuat dlharapkan 

mampu memberikan penguatan sebagai upaya pengarusutamaan prtnslp·prtnslp 

pembangunan berkelanjutan. Dalarn Undang·undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Penlndungan dan Pengelolaan Ungkungan Hidup, pasal 68 menyebutkan bahwa setiap 

orang yang melakukan usaha dan{atau kegiatan berl<ewajiban: 

a. Memberikan infOrmasi yang terkait dengan periindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup secara benar, akurat, uerbuka, dan uepatwaktu; 

b. Menjaga keberianjutan fungsi lingkungan hldup; dan 

c. Menaati ketentuan tentang baku mutu llngkungan hidup dan{alllu kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup. 

Hal tersebut di atas menguall<an bahwa pengelola menyiapkan instrumen berupa Tata 

Tertib K1 untuk menjaga keberianjutan 1\Jngsi lingkungan hidup dan industri sebagai 

pengguna dalam KI wajib menaati ketentuan baku mull.J yang sesuai dengan Tala 

Tertib Kawasan Industri (EstiJte Regulation) yang uelah dibuat pengelola. Demikian 

pula halnya dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Industri, tujuan pembangunan l<awasan Industri adalah: 

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang 

2. Meningkall<an upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan 

3. Mempercepat pertumbuhan industri di dae"'h 

4. Meningkall<an daya saing industri 

5. Meningkatkan daya saing investasi dan 

6. Memberlkan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan 

infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terka~. 
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Perai:!Jran Pemerintah lain yang berl<aillln dengan Kawasan Industri adalah Pedoman 

Teknls Pengembangan Kawasan Industri yang dikeluarl<an oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri Depanemen Perindustrian, tahun 2001 dan telah direvisi 

tahun 2009. Sedangkan Tata Tertib Kawasan Industri adalah Peraturan yang 

dltetapkan oleh Perusahaan Pengelola Kawasan yang mengai:!Jr Hak dan Kewajiban 

Perusahaan Pengelola Kawasan lndustri dan industri dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan Kawasan rndustri sesuai dengan pasal 1 ayat 11 Kep Men Perindustrian 

dan Perdagangan No.SO/MPP/Kep/2/1997. Pedoman Perundangan yang diacu dialam 

K1 selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan lndustri di Daerah, yang 

dikeluarl<an oleh Depanemen Perindustrian dan Pendagangan, Badan Litbang lndust:Ii 

dan Perdagangan, Puslftbang Sumbendaya Wilayah dan Lingkungan, 2001 didalamnya 

terdapat SK Menteri Perindust:Iian dan Perdagangan No.S0/1997 yang mengai:!Jr 

tentang standar teknis kawasan industri ya~u adanya dua komponen penggunaaan 

lahan yang diai:!Jr adalah: 

1. Luas areal kavling industri mal<slmum 70% dari l!ltalluas areal. 

2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimum 10% dari luas areal. 

Sedangkan dari segi teknis perencanaan terdapat dua komponen lain yaitu: 

1. Jalur dan saluran antara 8-12% dart totalluas areal. 

2. Fasililils penunjang antara &-12% dan totalluas areal. 

Pola penggunaan lahan untuk jalan dan saluran sebesar 8-12% untuk tercapainya 

aksessibllilils berupa jalan primer dan jalan sekunder dan fasilillls penunjang adalah 

sebesar &-12% dari lahan yang ada. Untuk memenuhi peraturan perundiangan 

tersebut maka Kawasan lndustri dalam hal ini perusahaan kawasan industri diwajibkan 

membangun atau menyadiakan sarana dan prasarana tekniS untuk menunjang 

kegialiln industri yaitu sebagai berikut: 

a. Jaringan jalan lingkungan dalam kawasan industri. 

b. Saluran buangan air hujan (dtainase) yang bennuara kepada saluran pembuangan 

sesuai dengan ketentuan tllknis pemerintah daerah setempat 
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c. Saluran pembuangan air kotor (sewerage), merupakan saluran tertutup yang 

dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri menyalurkan limbahnya yang 

telah memenuhi st:andar influen ke IPAL terpadu. 

d. Inst:alasi penyedia air bersih 

e. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan 

Perusahaan Usbik Negara (PLN). Sumber tenaga listrik dapat disediakan oleh PLN 

maupun pengelola KI (perusahaan listrik swasta) 

f. Penerangan jalan. 

g. Jaringan telekomunikasi 

h. Unit perkantoran perusahaan KI 

i. Unit pemadam kebakaran 

Prasarana penunjang yang dapat disediakan adalah kantin, poliklinik, sarana ibadah, 

rumah penginapan (mess), pusat kesegaran jasmani, hafte angkut:an umum, areal 

penampungan limbah padat, pagar kawasan industri, pencadangan tanah unbJk 

perkantoran, bank, pes dan pelayanan telekomunikasi dan k.eamanan, dit:ambah lagi 

dengan fasilitas pemasaran atau uade centre (pusat bisnis) bagi indusbi yang ada 

dalam kawasan. Persyarat:an pendirian KI telah dipabJhi pengelola dengan 

menyediakan fasilit:as yang wajib tersedia didalam kawasan sesuai dengan perabJran 

yang ada. 

UnbJk pengelolaan sampah dalam Kl, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2009 

tentang Kawasan Indusbi hal yang menyangkut tentang pengelolaan sampah tidak 

ditemukan dalam pasal-pasalnya, sehingga ketegasan KI dalam pengelolaan sampah 

tidak dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam pasal 13 PP No 24 Tahun 

2009 tentang Kawasan Industri, dalam ayat 3 yang dimaksud dengan sarana 

penunjang antara lain hanya disebutkan instalasi penyediaan air bersih, saluran 

buangan air hujan, air kotor, inst:alasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik, 

penerangan jalan, jaringan telekomunikasi, dan unit pemadam kebakaran. T1dak 

disebutkannya secara tegas pengelolaan sampah dalam KI menyebabkan pengelolaan 

sampah dapat dilakukan secara tidak proporsional, efektif, dan efisien oleh pengelola. 
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Dalam Undang·undang Nomor 18 tahun 2008 menyebutkan bahwa da~m pengelolaan 

sampah diperlukan kepastlan hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan 

Pemerlntah, pemerintahan daeroh, serta peron masyarokat dan dun~ usaha sehingga 

pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efekllf, dan efislen. 

Demikian pula halnya dengan peraturan perundangan mengenai energi, energi 

memainkan peron yang sangat panting dalam kehidupan masyarakat karena 

merupakan paramerer penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hampir 

semua sektor kehldupan {industri, rumah tangga, transportasi, jasa, dan lain-lain) tidak 

dapat dlpisahkan dari sektor energL Peraturon Pemerintah no 24 Tahun 2009 tidak 

menyebutkan mengenai pengelolaan energi secara tegas, dan jelas. Demikian pula 

halnya dengan pengelolaan sampah yang tidak ditegaskan dalam PP no 24 Tahun 

2009, untuk energi hanya disebutkan mengenai instalasi penyedia dan jaringan 

distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan Perusahaan Ustnl< Negaro (PLN), yang 

sumbemya dapat disedlakan oleh PIJII maupun perusahaan listrik swasta. Penyediaan 

energi yang teroapat dalam PP 24 Tahun 2009 tidak menyebulkan mengenai 

penpelolaan energi yang harus diupayakan penpelola Kl. Dalam pengelolaan energi 

peratu!<ln perundangan yang harus diacu adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2007 tentang energi, anla!<l lain menyebulkan bahwa pengelolaan energl merupakan 

peoyelengga!<lan keglatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta 

penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Konservasi sumber 

daya energl adalah upaya SiSU:matis, terencana, dan terpadu guna melestarikan 

sumber daya energi dalam negeli serta meningkatkan efislensl pemanfaatannya. 

Demikian pula halnya dengan kebijakan energl nasional yalbJ kebijakan yang 

menyangkut mengenai pengelolaan energi yang berdasarkan pnnslp berkeadilan, 

berkelanjutanr dan berwawasan llngkungan guna terciptanya kemandirian dan 

ket:ahanan energi nasional. Bila dalam PP 24 Tahun 2009 ditegaskao mengenal 

peogelolaan energi, maka pengelola tentu secara otomatis akan melakukan 

peogelolaan energi dengan lebih balk, karena dalam uu No 30 Tahun 2007 dalam 

pasal25 disebutlkan bahwa: 
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1. Konservasi energi nasiona1 menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah 

daerah, pengusaha, dan masyarakllt. 

2. Konservasl eoergi oasional sebagalmaoa dlmaksud pada ayat (1) mencakup 

seluruh !Dhap peogelolaan energl. 

3. Pengguna energi dan produsen perala!Dn hemat eoergi yang melaksaoakan 

konservasi energi dlberi kemudahan danfatau insentif oleh Pemerintah 

dan/alau pemeriotah daerah. 

4. Pengguoa sumber eoergi dan pengguna energi yang tldak melaksanakan 

konservasi energi diberi dlsinsentif oleh Pemetin!Dh dan/atau pemerin!Dh 

daerah. 

Kebijakan dan peraturan perundangan yang saling lerka~ namun tldak saling 

menguatkan menyebabkan peogelolaan di segala sektor menjadi tidak sinergi dan 

tidak saling mendukung. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan terdahulu untuk mengetahui suatu 

kawasan industri yang mengarah berwawasan lingkungan maka telah diperoleh 

komponen KIBL yang harus dipenuhl oleh pengelola yaitu dengan penyedlaan 

empatlbelas (14) komponen KJBL sebagai belikut: 

1. Ketensediaan sarana dan prasarana kawasan yeng berkual~s Galan, area parkir, 

drainase, listrik, air¥ te!ekomunikasi, pemadam kebakaran) 

2. Pengembangan kawasan tidak merusak/menghilangkan fungsi ekologis panting 

(seperti rawa, situ/danau, hutan/daerah resapan air, hutan mangrove) 

3. Pengembangan kawasan memberdayakan masyarakat se~r 

4. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah kawasan (1PAL bersama, 

Tempat Pengelolaan 5ampah, gerobak dan truk sampah) 

5. MlnlmaliSasi llmbah yang keluar dar! dalam kawasan 

6. Ef!Siensl/penghematan pemanfaatan sumberdaya (khususnya air dan energi) 

7. Pengembangan kawasan tidak mengganggu pemuklman masyarakat sek~r 

8. Pemanfaatan ruang terbangun dan terbuka/hijau yang seimbang 

9. Penerapan Produksi Bersih pada industri dl dalam kawasan 
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10. Pengolahan limbah {!PAL) individual pada industli yang membUI:lJhkan 

ll. Keteroediaan forum l<omunlkasl/jatingan antar industri di dalam kawasan 

12. Pertukaran limbah antar lndustli dl dalam kawasan. 

13. Ketersediaan fasHitas umum seperti hotel( ruang pertemuan, k:antin, wartel, 

wamet, tollet umum. 

14. Keteroediaan perumahan untuk tenaga kerja. 

Penyediaan keempatbelas (14) l<omponen tersebut menunjukl<an upaya pangelola 

kawasan industli mengarah pada KIBL, upaya penyediaan l<omponen tersebut tidak 

harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetapi dapat dllakukan dalam beber.>pa 

tahapan pelaksanaan sejalan dengan perkembangan kawasan industrl. 

2.2 Ke-angka Berpiklt 

Salah satu keuntungan dati pembentukan kawasan industli adalah kemudahan dalam 

penyedlaan sarana infrastrul<tur yang dlperlukan oleh industri dalam melakukan 

produksinya. Dengan menggabungkan beberapa industli dalam satu kawasan maka 

fasllitas sarana dan prasarana yang menunjang dan diperlukan untuk keglatan lndustli 

dapat terpenuhl dengan leblh mudah. Hal lnl bergantung pada peran pengelola KI 

selaku aktor utama dalam pengembangan KI. Dibutuhkan pengembang yang sekaligus 

mampu mengelola KI. Bila pengelola dapat menyiapkan aspek yang sesual dengan 

l<onsep KIBL dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan maka 

keberhasilan mewujudkan kawasan lndustli yang berwawasan lingkungan dapat 

terealisasikan. Hal tersebut menunM adanya tanggungjawab dari pengembang KI 

yang berperan sebagai pengelola KI untuk menerapkan pengelolaan lingkungan yang 

balk di dalam Kl berikaitan dalam upayanya mewujudkan KIBL. 

Penyedlaan keempatbelas (14) l<omponen KIBL yang merupakan hasH penggabungan 

dari berbagai teon yang mendukung KIBL dan pelaksanaan Peraturan Perundangan 

dan tala tertib yang digunakan Pengelola KI sebagai referensi untuk menjalankan 

fungsi pengelolaan KI diharapkan mampu mewujudkan KIBL Adanya Pernturan 

Pemerintan No 24 Tahun 2009 tentang KI menjadi dorongan eksternal bagi pengelola 
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KI menjalankan fungsinya, sedangkan sistem pengelolaan lingkungan menjadi bagian 

dan visl kompetisl dan pengembangan pengelolaan KI termasuk dl dalamnya 

penggunaan teknologi rnmah lingkungan sebagai dorongan Internal dan parn penyewa 

(tenant alllu u5el) yang sudah peduli dengan lingkungan dan tldak menimbulkan 

gesekan bagi masyarakat sekltar. Dengan demlklan pengelolaan kawasan yang 

dilakukan oleh pengelola Kl mampu menunjukkan empat (4) hal utama yaitU 

Environmentally yang berkelanjutan (sustainabil!), Economicaflyyang menguntungkan 

(profi/iJbfe), Sa:iaffy yang dapat diterima (accept;Jbfe), dan Tectmofogicaffy yang 

mudah dikelola (manageable). 

2.3 Kerangka Konsep 

Berdasarkan temi-teori yang telah dikaji sebelumnya, kerangka konsep dalam 

penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 3. 
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Gambar 3. Kerangla Koosep Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah dan teorH:eooi yang telah dikaji serta dlsampaikan 

sebelumnya, maka kerangka konsep berdasarkan analisis gambar 3 adalah: 

1. Kawasan Industri Berwawasan Llngkungan dlpengaruhi adanya kegiatan industli 

yang pengelolaannya dlatur oleh Pengelola KI 

2. Pengelola Kawasan lndustli yang berperan sebagai pengembang dan pengelola 

dalam KI mempunyai tanggungjawab dalam keglatan Pengelolaan Ungkungan Kl, 

yang didalamnya termasuk adanya persepsi pengelola, struktur organisasl dan tata 

tertib atau peraturan dalam kawasan (estatE regutaliorf), dan penyediaan 

keempatbelas (14) komponen KIBL Pengelola Kawasan lndustli diatur pelakaanaan 

keglatannya oleh keberadaan instrumen dari kebijakan pemerlntah, bagalmana 

pelakaanaannya dan apa hambatannya. Keberadaan Pengelola KI mempengaruhi 

Kondisl Kl. 

3. KondiSi Kawasan industli yang sesuai dengan konsep KIBL terlihat darl ruang 

terbuka hijau1 ruang terbangun, pola sirkulasi dan komponen sarana prasarana 

yang dimiliki KI rersebut. Kondisi KI dapat menunjukkan sudah atau belumnya KI 

tersebut berwawasan lingkungan dengan menggunakan panduan konsep KIBL yang 

ada. 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi kualitatif dengan metode r;enelitian 

deskriptif analitik yaitv penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang diteliti 

dipaparkan sesuai dengan fakta yang ada dan kemudian temuan-l!mluan yang 

dlperoleh diaoalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memverifikasi hasil-fiasil 

temuan yang berkaitan dengan kllndisi lingkungan dengan peratJ.Jran-peraturan yang 

dlbuat baik oleh instansi terl<alt maupuo oleh pengelola kawasan lndustn itv sendiri. 

Metode penellt:Jan deskriptif dirancang untuk mengumpulkan infurmasi dengan tujuan 

memberi gambaran yang lebih jelas tentang suatu obyek penelitian dan keadaan yang 

sedang berlangsung saat penelltiao dilakukan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliban dilakukan di Kawasan InduS1Ji Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Penelitian 

dimulai dengan melakukan persiapan dan survei pendahuluan yang mencakup kegiatan 

pengumpulan literatur, penetapan lokasi penelltian dan penetapan sampel yang akan 

ditellti. Pengumpulan data sekunder kawasan lnduS1Ji dan pengumpulan data plimer 

merupakan kegiatan selanjutnya. Pengolahan data dilakukan sebap selesalnya 

pengumpulan data, balk data sekunder maupun data primer. Penelitian dilakukan 

selama 3 bulan dlmulai darl bulan lull-September 2009. 

3.3 Populasl dan Sarnpel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Pengelola Kawasan lnduS1Ji yang telah 

menjalankan perannya sebagai pengelola kawasan induslri yang berwawasan 

lingkungan. Berdasarl<an definlsi di alas maka yang termasuk sebagai populasi 

peneliban adalah tujuh (7) daerah pemusatan atau kawasan Induslri di Cikarang, 

Jawa Barat, yaitv Kawasan Induslri Jababeka, Lippa Cikarang, Hyundai, East Jakarta 

IndustJial Part (EJIP), MM 2100, Bekasl Fajar, dan Deltlmas. Sampel ditetapkan 

berdasarl<an pu1p05ive sampling, yailtJ metode pengambilan sampel berdasarl<an 
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tujuan dan kritena tertentu. Bahan perljmbangan pengambllan sampel disesuaikan 

dengan tujuan penelitlan, jumlahfukuran sampel tidak dlpersoalkan, unit sampeJ yang 

dihubungi disesuaikan dengan krtteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan 

penelltlan. Kriteria inklusi untuk menentukan sampel penelltlan adalah: 

1. Pengelola KI yang memiliki lebih dan 1,000 industri skala besar, sedang maupun 

kecil di Jawa Barat. 

2. Kawasan lndustri yang sedang mengarah menjadi Zona lntemaSional untuk 

pengembangan KI, 

3. Kawasan lndustri yang sedang mengupayakan mendapatkan status Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK), 

4. Kawasan lndustri yang telah mengarahkan konsep pengelolaan kawasannya 

berwawasan lingkungan. 

5. Kawasan lndustrl yang memillki penyewa lengkap terdlli dari PMA (Penanaman 

Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeli). 

Berdasarkan kriteria inkluSi tersebut, maka dapat ditetapkan sampel peoelltian yaitu 

sebuah Perusahaan pengelola KI di Clkarang Jawa Barat, yaitu PT. Jababeka 

lnfrastruktrur yang selanjutnya diSingkat PT. JI. Gambar 4 menjolaskan proses 

pelingkupan penelitian pada bahwa Kawasao tndustri Jababeka sebagai sampel dalam 

penelitian dan unit yang akan dianalisis, Unit of alli!Jiysis dalam penelitlan in! adalah 

pengelola Kawasan IndustrL Responden dari penelitian ini adalah unsur-unsur yang 

mewakili pengelola kawasan industri, yaitu yang berkaitan langsung dengan sisll;m 

manajemen lingkungan kawasan dan merupakan bagian dari sistem organisasi 

pengelola kawasan industri. Responden merupakan sumber dam yaitu mang·orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelili dengan kriteria yang 

spesifik (latar belakang pendidikan, Jatar belakang peke~aan yang sesuai, dan jenjang 

dalam organisasi perusahaan)1 mempunyal pengalaman dibtdangnya1 dan memahami 

penmasalahan yang ada. 
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Populasi Tujuh Kawasan !ndusbi di 
C!karang, Jawa Barat 

Kawasan !ndustti 
Jababeka 

Sampel 

Unit of analysis Pengelola 
Kawasan lndustri 
Jababeka 

l 
Responden Unsur-unsur yang mewakili Penge!o!a 

Kal/llasan lndusbi yang berkaftan dengan 
pengelolaan fingkungan kawasan industri 

Gambar 4. Peltngk:upan Penelttian 

3A Variabel Pellelltlan 

Variabel dalam penelitian In! terbegi menjadi dua yailll variabel yang berupa k:omponen 

lingkungan yang diperkirakan !Erl<ena dampek positif mau pun negatif akibat kegiatan 

pengelolaan yailll wilayah Kawasan lndustri yang telah dikelola dan varlabel yang 

dapat dlidentifikasl dan dianalisiS sebagai fakto<-faktor yang diasumsikan dapat 

menlmbulkan dampak positif maupun negatif pada Hngkungan, yailll Kondisi Kawasan 

Industri dan kinerja Pengelola Kawasan Industri. 
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Tabel 1. Detinls! operasional penelitlan 

No Variabel Definisi Operasional 
1. Wilayah Kawasan Wilayah KI yang dikelola dan diupayakan oleh 

Industti yang dikelola Pengelola KI agar menjadi kawasan yang 
• pacta tahap I lingkunoannya terlaaa dari kerusaken lingkun9jln. 

2. Kondlsi Kawasan Kondisi berkni dalam KI dlfokuskan pada kondisi ruang 
lndustti terbuke hijau, ruang berbangun dan pola sirkulasi dalam 

KI sesuai dengan konseo KIBL. 
3. Pengelola Kl Perusahaan pengelola Kawasan lndustti dan hai.Jlal 

yang berkailan dengan Pengelola Kl, yaitu: 
a. Struk!ur arganisasl manajemen Pengelola KI 
b. Perencanaan Pengelolaan KI 
c. Tala bertib KI (£stalE Regulation) 
d. Persepsi Pengelala mengenai tungsi dan perannya 

terhadap pengelolaan KI 
e. Penyedlaan sarana dan prasarana dalam KI yang 

sudah mengarahkan keglatan pengelolaannya 
sesuai konsep KlBL 

f. Hambatan dalam pengelolaan KI 
g. Slakeholderyang terka~ dalam pengelolaan KI 
h., PeraturanPemelintah Y§lOQ rert<a~ ·-

Tabel 1 menjelaskan variabel dalam penelltian dan definisi operastonal dari tiap-uap 

variabel yang digunakan dalam penelltlan. 

3.5 Data Penelitian 
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Jenis data yang digunaken dalam penelitian ini adalah data primer dan dala 

sekunder. Perincian dari masing-masing data ter.:;ebut adalah: 

1. Data primer 

a. Luasan kewasan industri khususnya tahap I (dalam satuan m>). 

b. Kondlsi sekellling kawasan industli (betas kewasan industrO 

c. Kondisl 1Erklnl dalam kawasan industti, dalam penelltian lnl yang 

menjadi perhatian adalah kondisl RTH, ruang terbangun dan pola 

sirkulasi atlu akses jalur transportasi. 

Ruang Terbuka Hijau adalah keberadaan jalur hijau, taman dan atau 

hutan mini yang berfungsl sebagai penjerap polusi dan 
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mempertahankan fungsi air tanah dalam kawasan indusbi, dalam satuan 

meter dan dengan tlesaran persentase. 

Ruang terbangun adalah segala bentuk penggunaan lahan dalam 

kaveling industri yang terdlri dari bangunan sesuai dengan Koefisien 

Dasar 8angunan selanjutnya disingkat KDB, sesuai dengan peraturan, 

dalam satuan mz. 

Pola sirl<ulasi atau akses jalur transportasi adalah besaran panjang jalan 

utama (primer) yang dlgunakan sebagai pintu keluar masuk tranSPOrtasi 

dan jalan sekunder yang ada dalam kawasan industrl, dalam satuan 

meter. 

Penilaian untuk ketiga aspek tersebut dlbatasi oleh batasan lokasi 

penef~ian yattu hanya kawasan industri tahap I. 

d. Infrastrukturyang terdapatdalam Kawasan Industri yang sesual dengan 

Peratuum Pemelintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan lndustri 

Pasal 13 dan dijabalikan dalam Pedoman Teknls KI disebutkan bahwa 

kawasan industri wajib melaksanakan perencanaan dan pembangunan 

prasarana dan sarana penunjang (Lampiran 2). Sarana dan prasarana 

penunjang yang harus disediakan, antara lain: 

l. prasarana penunjang: ketersediaannya jalingan lingkungan, saluran 

buangan air hujan (dra/nase), saiuran buangan air kolllr (sewerage), 

instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi penyedia air bersih, 

instalasi penyedlaan dan jalingan distribusi tenaga listrik, penerangan 

jalan umum, jartngan telekomunikasi. 

2. sarana: ketersedtaan unit perkantornn pengelola1 unit pos keamanan, 

sarana soslal dan umum seperli sekolah, tempat ibadah, sarana 

olahraga dan poliklinik1 sarana huntan, unit pemadam kebakaran dan 

sama produksi (terdiri atas Sli!!ndam Factory Building, Kavling siap 

bangun dan pergudangan). 

e. Sistam Pengeloiaan Kawasan Industri berupa matliks pengelolaan KI 

(Lamplran 3) 

f. Panduan wawancara (Lampiran 4) 
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2. Data selrunder 

a. Masterplan Kawasan Jndustri 

b. Tipe dan jumlah industri yang ada dalam Kawasan lndustri 

c. Dolrumen yang dikeluarl<an Pengelola Kawasan Jndustn, yaitu Estate 

Regulation alau Tala Tertib Kawasan. 

d. Peratman Perundangan yang terl<a~ dalam Pengelolaan Kawasan 

Industri untuk memverifikasi temuan yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung, Pedoman Teknls Kawasan Industri, Depe!temen 

Perindustrian, hasil Panduan Pengelolaan KIBL oleh BPPT. 

3.5.1 Telmik Pengumputan Data 
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Untuk mendapetkan data dan informasl yang memadai, prosedur pengumpulan 

data yang dilalrukan adalah dengan pengamatan (observastion!f), wawancara 

(interviewS), dokumen (documents), dan gambar (visual ima{)e!f). Keempat 

prosedur tersebut dipertukan unwk mendapatkan gambaran utuh (komprehensiQ 

mengenai obyek penelitian lni. 

Tahap awal mellputi tahap studi pustaka dan pengumpulan data berupa peta 

wilayah. Penellti menenwkan dan membatasl wilayah studi, karena wilayah yang 

dikelola oleh Perusahaan Pengelola KJ terdiri dari tahap I-IV, yang didalamnya 

termasuk area Pemukiman, lapangan Goff, Club House, kolam renang, Lapangan 

tenis, areal bisnis, fasil~s pendidikan yang disebut Education Park. Ballls wilayah 

studi penelitlan inl adalah pada KJ tahap I. 

Pada tahap berilrutnya, penellti melakukan observasi di lapangan untuk melihat 

kondisi lapangan !Erkini dengan tujuan untuk mempenmudah menjelaskan 

gambaran wllayah studi. Hasil yang diperoleh adalah gambar foto (visual imageS) 

wilayah studi. Untuk mengelilhui ke!Ersediaan komponen infrastruktur yang ada 

dalam kawasan, peneliti melakukan inventarisasi dan identlfikasi sarana dan 

prasarana. Tujuan mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana dl wilayah studi 

adalah untuk menilai kine~a pengelola dalam penyedlaan komponen infrastruktur. 
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Penilaian ini dilakukan dengan cara mendatl komponen infrastrukrur yang ada, 

kemudian melihat kondTslnya dan memverifikasi dengan peraturan perundangan. 

Setelah dilakukan verifikasi, peneliti membuat kr~eria penllalan, yaitu dengan 

membuat penilafan: 

1. Nilai 0, bila komponen lnfrastrukrurtidakdisedlakan sesuai peraruran 

2. Nilai 5, bila komponen infrastrukrur yang disediakan belum sesual dengan 

pemruran 

3. Nilai 10, bila kamponen infrastruktur yang disediakan sesuai dengan peraturan. 

Bersamaan dengan t3hap penelltian di atas, penelltian juga melakukan 

wawancara (depth intervievl). Wawancara adalah suatu proses memperoleh 

infonmasi unruk tujuan penelitian dengan cara melakukan tlnya jawab secara 

langsung antam penellti dengan responden maupun pihak tell<ait. Teknik inl 

d llakukan untuk rnencari data yang belum teljawab a tau jawaban yang masih 

meragukan. Kegiatan lni juga sekallgus dapat meminimasi kekurangan perolehan 

dat; yang berasal dari nara sumber. Penellti menyiapkan lnstrurnen penelitian 

benupa pedoman wawancam (Interview guide) yang kemudian dalam wawancam 

tersebut temyatl ada hal-hal yang disampaikan responden sebagai informan 

menghasilkan pertanyaan·pertanyaan yang lebih mendalam dan berkembang 

sehingga dapat digali oleh peneli~ sebagai informasi baru. Wawancara teramh 

dan mendalam berhasil dilakukan dengan nam sumber yang mewakili pangelola 

kawasan industri, yaitu nara sumber yang bell<artan Jangsung dengan sistem 

manajemen lingkungan kawasan dan menupakan bagian dari sistem organisasi 

pengelola kawasan industri (5enfor Blate Management;. Senior Waler Treatment 

dan Senior Customer Service Administration, yang ketiganya sating berintegrasi 

membidangi bidang pengelolaan lingkungan ). Untuk mendapatkan data yang 

akurat dan handal dalam peneli~an ini adalah dengan melakukan met<lde 

eksplorasi dari setiap prosedur yang tefah dilakukan pengelola dan melibatkan 

stakeholder terkait Matriks pengelolaa n Kawasan Industri berisi komponen yang 

berkaitan dengan pengelolaan termasuk hambatan yang dihadapi pengelola dan 

prosedur dalam pengelolaan kawasan. Peneliti mengeksplorasi hal-hal yang 
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dilakukan Pengelola KI dengan daftar peril<sa ( c/Jeck list) yang berisi pert:anyaan 

prosedur pengelolaan KI. Hasil eksplorasi tersebut dimasul<kan dalam matriks 

pengelolaan KI. Pada tahap pendokumerdasian, penelltl melakukan pengumpulan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan regulasi balk yang ada di pemerintah 

yaitu berupa Undang-undang maupun Peraturan Pemenntah. 

Hasil eksplorasi yang telah dimasul<kan dalam sebuah matrikS pengelolaan KI dan 

hasil verifikasi seluruh komponen inftastruktur di lapangan yang telah dianalisis 

kemudian diberi penilalan dengan nilai yang llelah d~etapkan. Pertimbangan 

pembaglan range nilal yang ada berdasarl<an pembagian range nilal 0- 100 dalam 

tiga klasifikasi penilaianl yaitu kurang baik, baik, dan sangat baik. Berdasarkan 

pengklasifikasian tersebut akan menghasilkan sebuah penilalan klne~a pengelola 

dalam penyedlaan komponen infrastruktur dengan Skala nilai sebagai berikut: 

1. Total nilai 0-35, menunjul<kan kine~a pengelola kurang baik 

2. Total nilai 36-70, menunjukkan kineda pengelola balk 

3. Total nilai 71·100, menunjul<kan kine~a pengelola sangat balk. 

Dalam penelitian In!, peneliti juga menganalisis persentase luasan RTH, ruang 

rerbangun dan sirlrulasi akses dalam KI tahap !. Luasan Ruang Terbuka Hijau 

yang dihitung adalah sepanjang sis! kiri kanan jalan yang ada dalam kawasan 

industri tahap 1. lnstrumen penelitian yang digunakan adalah pemanfaatan foro 

udara/satel~ Kawasan lndustri yang dlperoleh melalui situs Goog/e Earth dan 

masterplan KI yang berasal dati pengelola kemudlan dllakukan digltasi dengan 

menggunakan so/l.wate Milpinfo, dalam hal in! peneliti hanya sebagai pengguna 

(usetj. Dilakukan kegiatm interpretasi meliputi area RTH, ruang terbangun dan 

sirkulasi akses dalam KI ke dalam peta tematik, memplot data rematik sebagai 

hasil dlgltasl, pengedltan dan pelabelan peta tersebut Selanjutnya data tersebut 

dianallsls untuk mengetahui: 

1. Kondisi dan penyebaran berbagai jenis penggunaan lahan didalam kawasan, 

2. Persentase luasan lahan yang digunakan sebagai RTH dan ruang rerbangun 

dalam kawasan indust:Ii, 
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3. Gambaran akses jalan primer dan sekunder yang ada dalam kawasan, yang 

dldalamnya termasuk akses keluar masuk kawasan indUS!Ji. 

No. 

1 

2 

Tabel2. Teknlk Pengumpulan data 

f=~> =[~~;,=~~-:-. -n-(-~-"""--fion-. --+~~~"-:~e-~--"''--1 
wawancara (depth !a.Pedo~~~ wawancara (interview guide) 
intervieW) 1 b.mal:!iks komponen pengelolaan 

Primer 
Primer 

-+-·····~----+sebagai daftar cocok (checklist) 
3 Dokumentasi a.Regulasi (Estate Regulation) 

(Documentation) b.Pet:a 
c.Gambar/foto (visual imegeS) 

3.5.2 Telmlk Pengolahan dan Anallsls Data 

Primer 
Sekunder 
Primer dan I 
sekunder J 

Data yang diperoleh melalui observasl di lapangan dan wawancara mendalam 

dan terarah dlanalisis dengan metocle kuantitatif dan kualilatif menggunakan 

statistik deskliptlf. Sl<ltistik ini digunakan untuk menganalisis data yang telah 

terl<umpul dengan cara mendeskripsikan tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang beliaku untuk umum atau generalisasl. Tabel analisls yang 

digunakan untuk menjawab tujuan penelitian dapat dilihat peda Tabel3. 
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Tabel 3. Metode anafiSJs tujuan penelit'ian -
No. Tuiuan Penelitian MetDde 

1. Mengevaluasi kondisl rerkini Kl dengan Kuantitatif, dengan acuan 
Konsep Disaln Tall! Ruang Kawasan Industri Konsep Disain Tall! Ruang 
Berwawasan Ungkungan1 yait:u mencakup KIBL 
ruang terbuka hijau, ruang mrbangun, dan 
pola slrkulasi serta kerersediaan sarana 
prasarana 

2. Mengevaluasi peran, fungsi dan kinelja Kualitiltif, dari hasil 
pengelola Kl dalam mewujudkan KIBL wawa~~"' mendala";,~" 

terarah deplfl intervie 

3. Mengidentifikasi upaya pengelola KI dalam Kualitatlf, dart hasll 
menjalankan fungsi pengelolaan kawasan wawancara mendalam dan 
untuk mewujudkan KIBL. terarah ( deplfl intervievl) 

·-.. -·----~~----··-----~··--·--·-~-L ... ~~---~---~----------~----

Tabel 3 menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh 

ketlga tujuan penelitian. 
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Tidak 

Permasalahan 

Diskusi Perumusan 
Masalah dengan 
nara sumber 

Rumusan 
Masalah 
sudah 
ditetapkan 

KESIMPULAN 
DAN SARAN 

Ya 

Ya 

PEMBATASAN DAN 
PEMFOKUSAN 
MASAlAH STUD! 

PENGUMPUlAN 
DATA 

DESKRIPSI
INTERPRETASI 

DATA 

Pembahasa n, 
analisis dan 

vertfikasi 

Pembahasan 
sudah cuk.up 
dilakukan 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 

Tidak 
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Diagram aHr penelitian dalam gambar 5 menjelaskan proses alir penelitian1 yaitu 

dlawali dengan menemukenali permasalahan dalam kawasan industrl yang mengarah 

pada KIBL dan menetapkan rumusan masalah dengan nara sumber yang memiliki 

kompetensi dengan penmasalahan tersebut. Pembatasan dan pemfokusan masalah 

menjadi penting agar penelitian menjadi lebih terarah dalam pengumpulan data, 

analisis dan pembahasan untuk dapat menarik suatu keslmpulan sehlngga dapat 

member! saran dan rekomendasi bagl kemajuan pengembangan kawasan industri yang 

berwawasan lingkungan sebagai acuan bagi kawasan industrt lain. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dengan unit analisis perusahaan pengelola KI ini tldaklah 

mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan cukup banyak waktu untuk melakukan 

pendekatan pada perusahaan yang akan diteliti. Perusahaan sudah melakukan upaya 

defensif ketika peneliti mengajukan pertanyaan penelitian. Beragam cara penolakan 

diberikan ketika peneliti berusaha mendapatkan data dan gambaran yang utuh dan 

menyeluruh nentang parusahaan pengelola. Penolakan pemberian data lebih 

disebabkan karena data tersebut bersifat rahasia perusahaan dan tidak untuk 

dipublikasi secara meluas. Adanya penolakan tersebut menyebabkan peneliti 

mengalaml kesulitan untuk mengkajl hal-hal mendasar pada perusahaan pengelola 

secara leblh mendalam. 

Permasalahan lain yang kemudlan murn:ul adalah keterbatasan data yang dapat 

dlgunakan sebagai bagian yang akan dlanalisls. Data lersebut tidak dengan mudah 

dapat langsung dlkemukakan sebagai bahan kajlan dan analisls dalam penelitian. 

Penellti !erleblh dahulu melakukan eksplorasl bertahap untuk mendapatkan gambaran 

secara utuh dali slstem pengelolaan llngkungan yang dllakukan pengelola. Dengen 

melakukan proses pengumpulan data yang bertahap dan membutuhkan waktu, 

peneliti melakukan eksplorasl data dengan bentuk daftar peliksa (cflecklisf) yang 

berupa urutan prosedur pengelolaan yang telah dllakukan pengelola dengan 

memantaatkan narasumber yang kompeten dalam hal pengelolaan. Dala yang sui~ 

diperoleh, antara lain adalah: 

a. Dokumen AMOAL KI, termasuk didalamnya rona awal kawasan 

b. Dokumen Rencana Pengelolaan Ungkungan 

c. Dokumen Rencana Pemantauan Ungkungan 

d. Dokumen penilaian dari lnstansi tJerkait mengenal klnerja pengelola KI sebagai 

proses verifikasi penelitian ini 
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e. Informasi dan industri sebagai tenant dalam KI yang berl<aitan dengan 

pengelolaan KI yang tl!!lah dlupeyaklln Pengelola. 

Dengan segala keterbatasan yang dihadapi maka earn pengumpulan data yang 

dilakukan untuk memperdalam obyek yang diteliti yait:U dengan mefihat dokumen yang 

ada, wawancara mendalam, observast dan eksplomsi. Dengan demi!Oan diharapkan 

data yang rerkumpul menjadi cukup balk dan mampu untuk mengungkapkan kondlsi 

yang sebenamya dari aspek yang ditellti. 

1.2. Kondlsi Geogralis 

PT Jababeka Infrastruktur selanjutnya dlslngkat PT JI, dldlrikan peda tahun 1989 dan 

menjadl pengembang kawasan industri pertama di Indonesia. Keberndaan perusahaan 

ini didasari oleh perkembangan pembangunan industri yang semakin meningkat dan 

diikuti oleh dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan industri rersebut 

Munculnya kebutuhan suatu kawasan industri yang rerpusat dan lengkap dengan 

sarnna dan prnsarnna yang memadai menginspirasi PT.JI menjadi pengembang dan 

sekaligus menjadi perusahaan yang mengelola kawasan industri tersebut. Pendirian 

kawasan lndustri ini semakin dlpertegas deng.an peraturan perundangan yang 

tercantum dalam PP 24/2009 Tenlang Kawasan Industri, pasal 7 ayat 1, yang 

menyebutkan bahwa Perusahaan Industri yang akan menjalankan indusbi~ wajib 

berlokasi di Kawasan Industri. 

Pada awal berdin pengelola KI memperoleh ijin untuk pembangunan Kawasan Industri 

seluas 540 ha. PT. JI rerus membangun Kota Jababeka sebagai kola mandiri seluas 

5.600 hektar, yang dahulu bernwal dan tanah kosong yang tidak produktif, kemudian 

digali dan dimanfaatkan untuk produksi alap rumah dan batu bata yang cenderung 

membahayakan lingkungan sekitar. Setelah mengalami berbagai perluasan di tahun· 

tahun berikutnya, kinl kawasan ini telah berkembang pesat menjadl sentra industri 

manufaktur rerlengkap dan terbesar di Indonesia dengan populasi sekitar 1 juta 

penduduk. Straregi yang digunakan Pengelola adalah menetapkan bisnis yang 

kemudian dapat menumbuhkan bisnis baru lainnya. Perkembangan kawasan ini 
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ditentukan banyak faktor, tetapi yang membuat perkembangan kawasan ini cukup 

pesat adalah potensi ekonomi yang ada di dalamnya, ditambah lagi kawasan industri 

lni merupakan motor ekonomi yang menghidupi kawasan tersebut. 

Kawasan lababeka ter1etak pada 12 Desa yang berada dalam 5 kecamatan di 

kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yaitll: 

Tabel4. Nama Desa di sekitar Kawasan Jababeka 

No. De.sa : Kecamatan 
• ..,.-·-

1. Serta Jaya, Jatireja Clkarang Timur 

2. Sukadanau Cikarang Barat 

3. Pasir Sari~ Cibatu Cikarang Selatan 

4. Jaya Mukti, Hegar Mukti Cikarang Pusat 

5. Harja Mekar, Pasir Gombong, Mekar Mukti, Cikarang Utara 

Wangun Harja, Slmpangan 

(sumber. PT JI, 2009) 

Jababeka terletak di lokasi strategis yang dapat ditempuh dan jalan tol Jakarta

Cikampek, hanya 35 kilometer dari pusat bisnis Jakarta, 55 kilometer dali Pelabuhan 

Tanjung Priok, dan 65 kilometer dari Bandar Udara Intemasional Soekamo+tatta. 

Untllk menunjang kelarn::aran pengiriman barang keluar kola atau ekspor melalui 

Bandara Soekamo Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priuk, kawasan industli di Cikarang ini 

juga dilengkapi akses tollangsung dl km 34 ruas to1 Jakarta.Cikampek. 

Sungal besar yang berbatasan dengan kawasan industli ini adalah Sungal Cilemah 

Abang yang bermuara pada Sungal Tarum, Jawa Barat. Seperti tampak di bawah ini 

gambar peta lokasi kawasan lndustli Jababeka (Gambar 6). 
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Gambar 6. Peta lokasi Kawasan lndustri Jababel<a Clkarang, Jawa Barat (Mandlrancan, 2009) 

Kawasan lndustri Jababeka lerdiri alas 2 kawasan, yaitu Jababeka 1 dan Jababeka II. 

Lokasi k<lwasan Jabebeka yang terdiri alas berbagai kegiatan meliputi kawasan 

industri (tahap I dan pengembengan l<lhap II), kawasan perumahan, kawasan 

komersial, kawasan pendidikan dan kawasan olahraga serta lapangan golf. Wilayah 

penelitian hanya terkonsentrasi pada kawasan industri tahap I, karena pada tahap II 

dalam perl<embangannya melipufi tidak hanya kawasan industri saja, tetapi juga 

sebagai fungsi kawasan lain. Lokasi keduanya dipisahkan oleh Jalan lndustri yang 

melintas mulai dart Termlnai{Pasar Cikarang hfngga Kawasan EJIP. Dari arah Jakarta, 

Jababeka I ter1etak pada slsl kiri, sedangk.an Jababeka n terietak pada slsl kanan. 

Jababeka li berdekatan dengan perumahan kol<l Clkarang Baru. Meski terletak di 

Bek<lsi, pa"' peke!ja diberbagai industri di Jabebeka be...sal dari berbagai daerah. 

Jabebeka dlkembangkan secara terpadu dengan kawasan pemukiman untuk memenuhi 

kebutuhan hunian di Oka"'ng dan sekitamya. Jababeka bisa menjadi mlniatur kal<l 

industri dl Indonesia yang melibatkan pihak asing dan penduduk Indonesia dari 

berbagai latar belakang. 
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4.3 Kondisi Infrasl:ruktur 

Pada awal perkembangan kawasan industri tahap I, jenis industri yang tumbuh sulit 

diprediksi, sehingga pengelola hanya menyediakan Ia han dan mengatur peletakannya 

sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan fndustri dalam kawasan ini dlmulai dengan 

adanya suatu keterkaitan input-output, dimana terdapat satu atau dua industri utama 

kemudian didukung industri lainnya. Keterkeitan ini yang menyababkan sulitnya 

pengelola mengatur zonas! industri pada perkembangan tahap l sesuai dengan 

peraturan yang ada. Peraturan yang ada menetapkan bahwa kawasan industri 

memeriukan penerapan sistem zoning berdasarkan kebutuhan utilitas1 tingkat jenls 

polutanT skala produksi, dan untuk tercapainya efisfensi dan efektifitas dalam 

penyediaan infrastruktur dan ut.llit:as, serta terc:apainya efisiensi dalam biaya 

pemeliharaaan. Sistem zoning inl juga dipel1ukan agar tidak saling mengganggu antar 

industri yang sifat polutannya saling kontradiktif. Sub bab 4.3 mengulas mengenai 

pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemanfaatan Ruang Terbangun, dan 

ketersediaan serta kondisl sarana dan prasarana sebagal bagian darl infTastruktur KI 

dalam l<awasan industri tahap I. sarana dan prasarana yang dimiliki kawasan industri 

lni berupa lahan industri dan bangunan pabrik slap pakal. lahan tersebut sudah 

dilengkapi dengan jaringan jalan, air bersih, listl1k dan penerangan jalan, 

telekomunikasi, pengolahan air llmbah industri, kawasan berikat, kavellng industri, dan 

bangunan pabnk slap pakai. Sejauh mana pengelola memenuhi sarana dan prasarana 

serta pemanfaatan lahan dalam kawasan lndustri yang mengarah pada KIBL menjadi 

bahasan dalam sub bab ini. Secara umum pemanfaatan RTH dan Ruang terbangun 

dapet ditunjukkan berdasarkan peta penggunaan lahan kawasan industri. Dalam peta 

penggunaan lahan pada Gambar 7, menunjukkan dengan jelas kondisl lahan peda 

kawasan tahap I. Peta tersebut menunjukkan masih adanya beberape kavellng 

industri yang belum terbangun (blok wama putih) yang pada saat lni dlmanfaatkan 

sebagai ruang ternuka hijau dan kaveling industri yang sudah terbangun (blok wama 

kuning). Dalam konsep disain tata n;ang KIBL, BPPT, 2007 menjelaskan adanya tiga 

unsur penting yang mencakup didaiamnya, yaltu ruang terbuka hijau, ruang terbangun 

dan pola sirkulasi. 
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KAWAM!tll1bll)llll JA1!AI~~ 
XOTA IAU.OO'A. CIKAilAI/G

IfKMI 

---· ---· --c::::l __ _ 

c::::._ ............ ._ --___ ,. ... rq 

c::::~-- .. 

Gambar 7. Peta penggunaan Jahan !Ghvasan Industri (sumber Go~le €iJrl!J, 2008 dan PT,JI, 2009) 

4.3.1 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

PT. JI melakuksn upaya penghljauan balk dldalam kswasan lndustli maupun kswasan 

dalam masing-masing industri dalam upaya pemanfaatan ruang terbangun dan terbuks 

hijau yang seimbang. Upeya penghijauan b:rsebut berfungsi sebagai penyanng 

polusi, ruang terbuks yang hijau dan daerah resapen air. Pemeliharaan penghijauan 

ini dilakuksn Pengelola yang ada pada struktur organisasl baglan Lanseksp yang 

meliputi peke~aan pemeliharaan tanaman dan taman seperti pembersihan, 

pengendalian gulma, penggemburan tanah dan penyiraman tanaman. Disamping hal 

tersebut juga dilakuksn penggantian tanaman dengan keglallln penyulaman, 

pemindahan tanaman dan pengadaan bib~ tanaman. Penggunaan laban untulc 

pemanfaatan ruang terbulca hijau dan basil pengamallln diperoleh basil sebagai 

berikut: 
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l. Bentuk·bentuk RTH yang terdapat dl dalam kawasan bervaliasi, yaltu berupa jalur 

hijau sebagai sabuk hijau (green bell;), jalur hijau di sepanjang jalan sebagai 

pedestrian dan sebagai taman atau areal hijau yang luas. Dalam fungsinya 

sebagai RTH, salah satu bentuk RTH yang tampak dominan terdapat dalam 

kawasan ini adalah berupa sabuk hijau (green belt;. Sabuk hijau merupakan RTH 

yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi peil<embangan 

suatu penggunaan lahan sebagai pemisah kawasan dan untuk membatasl 

aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak sallng mengganggu, serta 

pengamanan dan faktor lingkungan sekitamya. Dalam kawasan ini, sabuk hijau 

berbentuk RTH yang memanjang menglkuti bata!rbatas area allnm sungai dan 

dipenuhi pepohanan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah. 

Dalam lingkungan kawasan industri, Pengelola melakukan penghijauan dengan 

menanam pohon sepanjang areal jalan utama dan jalan setapak sehingga tampak 

tindang dan sejuk. Jenis pepohonan yang ditanam bervanasi, yaitu jenis-jenis 

pohon peneduh seperti akasla (Acacia auticu#formisi), tanjung (M/miJS()p5 eleng~ 

dan jenis lain. Bentuk RTH lain dalam kawasan ini adalah bentuk jalur hijau jalan, 

fungsi utama yang dianggap penting oleh pengelola adalah fungsl sebagal 

peneduh, penyerap polusi udara dan peredam kebisingan. 

Gambar 8. Beragam bentuk RTH dalam Kawasan 
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2. Dalam l<awasan indusbi temyata masih banyak industli yang belum membangun 

dan masih sedang dalam perslapan pembangunan, sehingga area ini dapat 

dikategorikan sebagal ruang terbuka. Adanya lahan·lahan kosong tersebut 

dimanfaatkan sebagai ruang terbul<a hijau yang tetap tertata dengan rapi dan 

tidak ditumbuhi alang-alang. 

Gambar9. Pemanfaatan Lahan teTbuka 

Pengelola juga mengatur kaveling atau tanah-tanah terbuka yang tidak dapat 

dltempati bangunan didalam kawasan dengan mengolah menjadi lahan 

penghijauan yang rapl dan indah yang dapat menclptakan suasana sejuk dan 

nyaman serta masih tersedianya tanah l<aveling untuk penyerapan air hujan. 

3. Bentuk pemanfaatan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau juga dlupayakan pengelola 

pada bagian depan kaveling industri. Pemilihan jenis pohon yang sesuai sebagai 

peneduh tampak terpellhara dan tertata rapi. 

Gambar 10, Ruang ierWka Hijau di depan Kavellng 
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4. Keterlibatan lndustri dalam mendukung keberadaan RTH sangat besar dengan 

menyediakan dan merawat RTH yang ada pada kavellngnya. Hal ini relah ada pada 

tata tertib kawasan yang menyebutkan bahwa Tata tertib Kawasan menyebutkan 

bahwa luas pertamanan minimum 25% dali ruang terbuka yang ditentukan atau 

minimum 7,5% dari luas kaveling (Tata Tertib Kawasan lndustli, bagian Ill, pasal 

11, 2005). 

Gambar ll adalah salah satu contoh peran industri sebagai pengguna atau 

pemilik kaveling berukutan besar (>50.000 m2 ) untuk melakukan upaya 

penghijauan dengan menyediakan minimal 15% Juasan kavelingnya. Industri 

tersebut sudah memasukkan elemen penghijauan sebagai baglan penting bagi 

lingkungan industrinya, yaitu tidak saja hanya taman tetapl juga penghijauan dl 

area parl<ir dan Jokasi dalam kawasan. 
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5. Bagi pemilik l<aveling yang berukuran kecil sampai sedang pangelola mensyaratl<an 
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. agar pihak industri menyedial<an R1H pada bagian depan l<aveling saja, seperti 

tllmpak pada gambar dibawah lnl. Ketersediaan lahan yang ada untuk RTH 

digunal<an semaksimal mungkin dengan memanfaatkan lahan di depan kaveling 

indusbi dengan menanam tanaman peneduh. 

6. Kegialan yang berkaitan dengan penghijauan dilakukan rutin oleh pengelola 

dengan adanya pelllgas-petugas taman yang terbagi dalam beberapa bagian 

dalam kawasan, II!rmasuk didalamnya kegiatlln penylraman dan pemeliharaan 

yang lain. Penyiraman dllakukan menggunakan tangki-tangki air, yang secara 

rutin berke111ing mengitari kawasan. Penyiraman tanaman menggunakan air 

hasil pengolahan air llmbah dan pengelolaan air hujan sehingga konsep ramah 

lingkungan telah dllakul<an. 

Gambar 14. Kegiatan pemeliharaan RTH 
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Kegiatan penghijauan tersebut termasuk mengembangkan dan memeliham 

elemen""'lemen alamiah yang bemda di dalam kawasan antlm lain pengembangan 

RTH di sepanjang sempadan sungai maupun kebemdaan situ (buatan/alamiah) 

serta memelihara agar kualitas aimya tetap baik. 

7. Adanya Botanical Garden, yaitu sebuah are<> seluas 100 ha yang terletak dalam 

kawasan Jababeka tahap 2, diharapkan dapat menjadi peru·peru Kola Jababeka. 

Hingga saat ini ada lebih dati 4 juta pohon di are<> Jababeka Bot;;nical Garden 

(JBG) memiliki ± 76 jenis !anaman. Jababeka BoiEnical Garden berhasil 

menggerakkan pam pecinta !anaman untuk membenruk klub, yaitu Jabebeka 

Botanist Club yang sebagian besar anggotanya merupakan karyawan Jababeka, 

dan President BoliJnist Club yang bemnggotakan kalangan masyarakat umum. 

Bersama kedua klub tersebut, JBG aktif melakukan beberapa program penanaman 

pohon, salah sarunya programnya adalah penanaman 1 (satu) ju!a pohon yang 

dilakukan untuk menjaga cadangan udara bersih di kawasan industri. Dampak 

adanya Botanical Garden pada kawasan !ahap 2 diharapkan dapat membelikan 

pengaruh baik pada udara bersih kawasan industli keseluruhan. 

Ketujuh hal yang menjadi perhatian penelitian di atas tersebut membelikan penilaian 

dan pandangan bahwa dalam menjalankan pengembangan RTH pengelola telah 

berusaha menempatkan din sebagai aktor penentu. Pengembangan RTH yang 

dilakukan pengelola tenmasuk didalamnya adalah unsur perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, dan pemeliharaan. Hal ini tertihat dan kondisi yang ada di lapangan, 

yaitu menunjukkan bahwa pengelola telah memperhatikan kualltas pengelolaan RTH 
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meliputi estetika dan fungsi ekologis dari RTH. Kualitas pengelolaan RTH ini antara 

lain adalah pemanfaatan vegel<lsi lokal dan pohon-pohon yang berfungsi sebagai 

penjerap polusi dan dapat mempertahankan fungsi air l<lnah. 

Dan segi I<Uantitas pengembangan RTH, pengelola relah melakukan pengelolaan 

secara optimal yang dapat dilakukan. HasH pengamatan menunjukkan luasan RTH 

yang ada pada baglan depan dan di sepanjang kin kanan jalan prtmer dan sekunder 

dalam kawasan industri tahap I ini adalah sebesar 132,72 Ha atau sama dengan 16,8 

% dari luasan kawasan industri Tahap I sebesar 790 Ha. Dengan demlklan 

keberadaan RTH yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan relah dlpenuhi. 

Peraturan perundangan yaitu dalam Keppnes No.41/1996 dan PP No 24 Tahun 2009 

mensyarall<an yaltu minimal Hl"A, propers! RTH tell>Enuhi. Berdasarl<an panduan 

konsep Disain Tata Ruang Kawasan Indus!Ji Berwawasan Ungkungan yang dlhasilkan 

BPPT tahun 2007 mensyaratkan RTH mencakup 30% daM luas kawasan, yang 

dlperoleh dart 20% disediakan oleh kawasan dan 10% dan kontribusi setiap kavling 

industri. Besar persentase minimal yang berbeda tersebut menyamkan behwa adanya 

konsep menghijaukan kawasan menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan KI lebih 

berwawasan lingkungan. Blla dillhat dari keseluruhan KI l<lhap I sampai dengan 

pengembangan mhap akhir KI, penyediaan RTH tidak boleh berkurang dan jumlah 

minimal yang harus dipenuhi pengelola. Lahan yang dapat dimanfaall<an adalah 

kaveling-kaveling industri yang masih kosong dan belum rerbangun, pengembangan 

RTH pada sepanjang jalan sekunder dan sempadan aliran sungai yang melinl<ls pada 

bams kawasan industri. Pola penyediaan Ruang terbuka Hijau dapat dilihat pada 

Gamber 16. 
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Gambar 16. Ruang Tet"'Oka Hljau da!am KI Jababeka (sumber Google Earth, 2008 dan P!.JI, 2009) 

Hasil penelitian menyebutl<an bahwa permasalahan kurang tersedianya RTH dalam 

kawasan disebabkan antara lain adalah: 

a. lnkonsistensi strategi penataan kawasan akibat kurangnya pengertian dan 

perhatian akan urgensi eksistensi RTH dalam kesatuan kawasan. Perencanaan 

strategis pembangunan RTH dianggap secara ekonomis tldak menguntungkan 

sehingga keberadaannya dianggap tidak menguntungkan; 

b. Ruang Terbuka Hijau yang masih senng kall diOnggap sebagal tempat sampah 

sementara dan sarang veldur pembawa penyakit. sehingga cenderung leblh menjadi 

'masalah' dibanding 'manfaat'. 
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Tabel5. Jenis Tanaman sebagai Peneduh Jalan dan Jalur Pejalan Kaki yang terdapat 
dalam kawasali 

,-;;:·· 
No Nama Lokal Nama Latin 

l Pohon 
1 eunoa Kuou-kuou Bauhlne PUf1Jllff!ii 
2 Bunoa kuou~kuQU ungu Bauhinil bBkeana 
3 Trengouli C1ssefistu/a 

··-
4 Kavu manis C/nlliJmcmmum lne!$ 
5 Tanjun M. i f- 6 Salam EUQ/nta tha 
7 M~linjo Gnel:um qnemon ·-
8 Bungur 'ITJia lloribul1fia 
9 Cemoaka M/cheliach 

~? Mahon I ?._wienten~ maiJ§UOf!l ·-
.. 11 f!amboyal'!. De/011/x n;g/a 

r-!2 Aka~ (tcacla auriculifonn/5 ·-
13 Angsana Ple!Of:apus ftl¢/aJs 
14 C. mara Cupresus PiiPIIllna 
15 Berino In Fiats beniamina 
ll Perd':J}semal</groundrover 1-7·· 1 Carma 0mna VB!Yff/a 
2 SOI<a ieoana Ix0111SVP 
3 Puring c;gdiaeum ~tiJm_-· 

··~ .. 
4 Pedano-oedanoao Sa-stii:> 
5 Ull nita · 'bufiJn 

Tabel 5 menyebull<an jenis-jenis tanaman yang digunakan sebagai peneduh jalan dan 

terdapat dalam kawasan industri Jababeka dalam jumlah dan lokasi yang bervariasi 

menyebar. Tak kalah penting, kawasan ini juga memiliki beragam jenis tanaman yang 

berfungsi selaln sebagal peneduh juga sebagal peredam kebislngan, pelestari air 

tanah, pengolah sampah, penyerap dan penyaling segala jenis zat pencemar udara, 

dan partJkel padat, timbal, debu semen, karbon dioksida sampai karbon monoksida. 

Jenis tanaman ini dari jenis rumput:,. perdu, semak sampa! bennacam tegakan pohon. 

4.3.2 Pemanraatan Ruang Terbangun 

Sebagai pengelola kawasan industri Jababeka, perusahaan inl telah memiliki izin unb.Jk 

mengembangkan area yang sebagian dan lahan rersebut relah dikembangkan menjadi 

kawasan industri dan sejumlah proyek perumahan. Konsep awal pengembangan 

kawasan ini sepertJ relah disampaikan pada bagian terdahulu, adalah unb.Jk 
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pengembangan kawasan industri, namun sebuah kawasan lndustri tentu saja 

membutuhkan perumahan untuk para pekerja, pusat perbelanjaan, pusat bisnls dan 

pusat hiburan bagi para eksekutif. Dengan perl<emllangan tersebut maka Jababeka 

dikembangkan menjadi sebuah kot1l baru yang diharapkan memberikan multiplier 

effect 

Penggunaan lahan untuk kavling industri me!iputi sekitar 60°/o-70% dart luas kawasan, 

dengan luas kavling yang bervaliasi, anlara 300 m' hingga 10.000 m' tlap kavling dan 

setlap kavling harus mengikuti kerentuan !<DB (Koefisien Dasar Bangunan) sesuai 

dengan Perda serempat Tingkat pengisian kaveling pada kawasan inl rala-rata 

seluruh kaveling sudah tetjual, tempi belum rerbangun 100%. Permlntaan luasan 

kaveling disesuaikan dengan kebutuhan industri sellagai pengguna dan ketersediaan 

laban dalam kawasan. Penggunaan kaveling selain sebagai kegiatan operasional 

industri, perl<antoran juga kadangkala hanya sellagai gudang saja, bahkan ada 

beberapa k.aveling yang digunakan sebagai investasi saja dan belum dillangun. Para 

pemllik kaveling dl dalam k.awasan yang mellputi k.aveling kosong dan k.aveling 

terllangun harus memelihara kebersihan dan kerapian kavelingnya, yartu dengan 

memotong rumput atau semal<-semak yang tumbuh, minimal satu kali dalam tlga 

bulan (Tata Tertib Kawasan lndustri, bag ian III, pasal '14, 2005). 
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Gambar17. Beragam Tipe Kavenng dalam Kawasan lndustrt 

Bentuk berbagai tlpe kaveling yang disediakan pengelola dapat dilihat pada Gambar 

17. Jenis industri yang mengiSi pun beragam, misa!nya elektronik, garmen, suku 

cadang kendaraan, industri perakttan. kimia, teksti!, bahan bangunan1 metal, mesin, 

dan lain-lain. Pada kawasan industri ini penggunaan lahan bers~at campuran (mixed 

use) yaitu mengintegrasikan kegiatan industri utama, industri penunjang, komersil dan 

pemukiman untuk sinergi kegiatan indusbi di dalam kawasan, seperti dlsyaratkan 

da~m PP 24 Tahun 2009. Demikian pula halnya dengan usaha kecil dan menengah, 

pemerintlh mewajibkan pengelola kawasan menyisihkan lahan bagi kegiatan usaha 

lndusbi Kecil dan Menengah (IKM). Luas lahan untuk pengusaha kecil minimal 5 ha. 

Kewajiban penyedlaan lahan bagi !KM ini tertuang dalam PP Nomor 24/2009. 

Keberadaan !KM dalam kawasan indusbi menjadi penunjang indusbi besar. Kawasan 

indusbi Jababeka saat ini telah menampung lebih dan seribu usaha keel! dan 

menengah dengan sistem pemilikan lahannya dipero/eh dengan dua cara yaitu 

membeli atau menyewa lahan, dengan menyewa minimal tiga bulan. Unwk 

kepemilikan dengan cara pembelian lahan, harga dllentukan berdasarkan lokasi dalam 

kawasan. Kepuwsan mengikutsertakan !KM dalam kawasan indusbi dilakukan oleh 

pengelola tidak hanya karena memalllhi peraturan yang ada, namun keputusan 
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tersebut diambil dengan penbmbangan IKM akan dapat memberikan peluang lebih 

besar untuk dapat berm~ra dengan industri besar, seperti contohnya IKM yang 

bergerak di bidang makanan (foad and beveroge) dapat memasok makanan untuk 

Industri besar, selain itu terdapat l<omposisi ideal kemitraan ant.ara industri besar dan 

IKM yaitu satu industri besar bemnitra dengan tiga atau lebih industri menengah dan 

benmm dengan sepuluh atau lebih industri kecil. Dengan demikian jlka semakin 

banyak industri besar yang tumbuh, maka semakin banyak pula IKM yang 

berl<embang. Saat ini .atusan industri berbasis IKM telah turut terlJbat, balk menjadi 

penyalur maupun vendor bagi industri besar yang sudah ada tenellih dahulu dalam 

kawasan lndustri ini. 

--
----· -··-- .. --c::::::·-----

Gambar 18. Ruang Terbangun dalam KI Jababeka (sumber Google Earth, 2008 dan PT.JI, 2009) 

Luas daerah terbangun pada kawasan industri tahap I adalah 556 Ha, yaitu 70,632% 

dan luas keseluruhan kawasan industri tahap I. Mengacu pada UU Penataan Ruang 

No.26 Th 2007, PP rentang Kawasan Industri No. 24 Tahun 2009 serta kebijakan dan 

straregi pengelolaan RTH yang dikeluarl<an KLH 2001, maka tata guna laban kawasan 
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indust:ri secara makro direncanakan dengan proporsi 70% merupakan areal 

terbangun/pengembangan dan 30% merupakan areal konservasi al>lu tidak terbangun 

dengan peruntukan ul>lma sebagai Ruang Terbuka Hijau. Dengan peraturan tersebut 

diatas make, luas daerah terbangun yang ada dalam kawasan ini tidak boleh meleblhi 

70% luas kawasan indust:ri, yaitu 553 Ha. Adanya sensih luasan kaveling maksimal 

sesual ketentuan perundangan sebesar 5 Ha atau 0,63% harus menjadl perhatlan 

khusus pada pengelola kawasan. Langkah yang diambil pengelola untuk 

pengembangan kawasan pada tahap II, III dan IV sudah tepat sehingga 

pengembangan kawasan l>lhap I untuk membangun industri baru dapat dlperkecll 

bahkan dlhlndarkan. Untuk pengaturan l>lta letak indust:ri yang memungklnkan 

te~adinya keterkakan fungsional dan pertukaran produk samping secara efiSien, 

pengelola sudah melakukan pada perkembangan kawasan industri tahap selanjutnya. 

4.3.3 Pola sirkulasi dan akses dalam kawasan 

Sejalan dengan perkembangan kawasan indust:ri Jababeka, perkembangan kawasan inl 

juga diikuti dengan perkembangan f.:lsilkas sosial lalnnya, yaitu termasuk fasilkas 

transportasi. Transportasi jalan merupakan moda transportasl utama yang berperan 

panting dalam pendukung pembangunan naslonal serta mempunyai kontribusi ter!Jesar 

dalam melayani mobilitas manusfa maupun distribusi komoditas perdagangan dan 

indust:ri. Pembangunan transportasi jalan merupakan bagian yang amat pentlng dalam 

pembangunan nasiona!, sehlngga prasarana jalan sebagai prasarana publik memi!ikl 

nilai ekonomi, n~ai sosial dan oiled strategiS. 

Aspek transportasi menuju kawasan industri didukung oleh adanya akSes jalan to! 

Jakarta-clkampek sehingga memudahkan mabilisasi pengguna kawasan. Seiring 

dengan berkembangnya kawasan industri dan dengan adanya kemudahan akses 

transpartasl inl memicu fenomena berkembangnya kal>l baru untuk pemukiman 

berskala besar dl Kabupaten Bekasl. Kol>l-kol>l baru yang bermunculan tersebut 

dibangun unllJk memenuhl kebutuhan akan perumahan beserta berbagal sarana 

pendukungnya, serta aktivitas kawasan industri sebagai basis ekonomi kota baru. 

Perkembangan Kol>l Baru di sekkar kawasan indust:ri Clkarang ini membangkitkan arus 
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petjalanan yang tidak rertampung oleh pmsarana jalan yang ada, tingkat pelayanan 

prasarana jalan juga cenderung semakin menurun, timbul berbagal permasalahan 

misalnya kemacetan dan selanjutnya mengakibatkan menurunnya efektivitas dan 

efisiensi kegiatan rerutama di wilayah Cikarang. Hal tensebut di bawah wewenang 

Pemerinmh Daerah setempat dan parlu mendapat perhatlan khusus untuk pengaturan 

lalu lintas. Pengaturan penyelenggaman transportasi jalan bertujuan untuk 

mewl1]udkan lalu llntas dan angkutan jalan dengan selamat, a man, cepat, Ia ncar, tertlb 

dan teratur1 nyaman dan efiSien, mampu memadukan modaf transportasi lainnya, 

menjangkau seluruh pelosok wilayah dalatan, untuk menunjang pememtaan, 

pertumbuhan dan stabilitas sebagal pendonong, penggerak dan penunjang 

pembangunan naslonal dengan biaya yang te~angkau oleh daya bell masyarakat 

Pengaturan transportasi yang diupayakan pengeloia berkaitan dengan lingkungan 

adalah untuk menghindan kemacetan yang berakibat menlmbulkan polusi udara. Hal 

yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu llntas menyebabkan: 

1. Pemborosan energi, karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar leblh 

tinggl 

2. Meningkatkan polusi udara karena pada kecepalan rendah konsumsi energi 

lebih tlnggi dan mesin tidak beroperasi pada kandisl yang optimal 

Salah satu langkah yang penung dalam memecahkan kemacelan adalah dengan 

menlngkatkan kapasitas jalan/parasarana sepertl: 

1. Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hal ltu 

memungkinkan, 

2. Merubah sirkulasi lalu linlas menjadl jalan satu arah, 

3. Mengurangi kanftik dipersimpangan melalul pembatasan arus tertentu, blasanya 

yang paling dominan membalasi arus belok kanan. 

4. Meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu 1aru lintas, persimpangan 

tidak sebidang/fiyover, 

5. Mengembangkan sistem transport yang sesuai dengan kawasan. 
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Unwk melihat peta jalingan jalan yang terdapat dalam kawasan industri tahap I dapat 

dilihat pada Gamber 19. 

U.WMAit!llm!Tll! IAUIIIA 
IOU.~C)(.I>!Wi(l; -

""'''"" 
____ .. 
---· --

Gambar 19. Pola sirku!as! dalam kawasan industri (sumber Goog!e Earth, 2008 dan PT,JI, 2009) 

Sisrem silikulasi keluar masuk kawasan telah diatur dengan bebe10pa akses masuk dan 

keluar kawasan, yaitu melalui to/ Jakarta Cikampek, melalui kota Cika10ng dan Lemah 

Abang. Dalam Kawasan Jababeka aspek transportasi menjadl perhatlan yang cukup 

dari pengelola, hal ini berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian. Kawasan 

industti memillkl kondlsl jalan dan jalur pedestrian yang balk, dlsertai pula dengan 

ruang terbuka hljau yang balk di sepanjang kiri kanan jalan (untuk kondisi jalan 

tampak pada Gamber 20). Dikaitkan dengan kebe10daan jalur hijau, pedestrian dan 

jalur kendaman dalam kawasan, peneliti menyimpulkan bahwa pola tanam RTH bagi 

pejalan kaki sudlah sesuai dengan Kapmen PU nomor 468/Kl'TS/1998. 

66 

Kajian Pengelolaan..., Adinda Arimbi Saraswati, Pascasarjana UI, 2009



Gambar 20. Kondisi jalan dalam kawasan 

Pengelola melengkapi fasilitas jalan dengan lampu jalan yang tertata rapl di sepanjang 

jalan plimer maupun sel<under serta papan penunjuk arah yang menyebutkan nama 

jalan dan kaveling dengan jelas. 

Gambar 21. Lampu jalan pada jalan primer dan sekunder 

Dalam memberikan kemudahan bag; pendatang yang berkepenUngan langsung di 

dalam kawasan, pengelola menyadlakan rambu-rambu maupun petunjuk a!Du 

inl'ormasi yang dibutuhkan serta menempatkannya pada titik-tiUk yang jelas teliihat 

untuk memudahkan mengakses lokasi fasilitas umum dan perusahaan industri yaltu 

dengan penyadiaan: 
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a. Denah kawasan yang diletakkan di dekat pintu gerbang kawasan dengan ukuran 

· dan ketinggian yang lerjangkau jarak pandang manusia pengguna jalan 

b. Papan petunjuk blok-blok kawasan 

c. Papan petunjuk lokaSi fasllilas kawasan 

d. Papan nama jalan 

Gambar 22. Fasi!ltas papan petunjuk dan blok dalam kawasan 

Untuk sislem jaringan jalan lingkungan dalam kawasan lndusbi, pengelola telah 

melakukiln sistem manajemen transportaSi yaltu berupa pola sirkulasi transportasi 

sehingga mengurangi kemacetan pada jam-jam sibuk. Arah pengaturan lalu lintlls 

dlatur sedemikian rupa sehlngga tidak ada masalah kemacelan yang berarti untuk 

68 

Kajian Pengelolaan..., Adinda Arimbi Saraswati, Pascasarjana UI, 2009



masuk dan keluar kawasan industri. Pengelola menyadari bahwa fasilitas transportasi 

yang tertot:a dengan balk dalam kawasan sebagai salah satu daya tank bagi industri 

unruk berinvest:asi dalam kawasan industri tersebut Pengelola memiliki asumsi bahwa 

bila suaru daerah mampu menarik investasi di sel<tor industri dimungkinkan bilamana 

daerah tersebut telah mempunyai jaringan kegiatan elronomi yang balk dengan daerah 

yang lebih luas. Dalam pertimbangan ini indikatnr yang dapat dipakai untuk menilai 

kelayakan pengembangan kawasan lndustri adalah bilamana daerah bersangkut:an 

mempunyai keuntungan lokasi ( tocational advanliJge) temadap sistem penekonamian 

makra/regional yang ada terutama melalui jalur-jalur pelayaron maupun jalur 

transportasi darat. Pertlmbangan inl menjadi salah satu keunggulan dari kawasan 

industri Jababeka. 

V.WIUAN JHilUSiJn JAIIIBEKA 
~OlA JAJ!.A!rt'A CIAARANG 

'"""' 

~-.-................. -----~ Ulm ..... J....,........,f Ulm 
_..,.,.,_...,.,a,a., 
-J-Ihn<olt """" 

-~~ 

Gambar 23. Peta panjang ruas jalan utama dalam kawasan industri 
(sumber Gaogle l!art/11 2008 dan PT.JI, 2009) 
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Masalah sirkulasi dalam kawasan berkaitan dengan sistem bongkar muat dalam areal 

kawasan. Dewasa ini beberapa industri Ieiah menggunakan sistem pengelolaan 

transportllsi dengan sistem yang dlSebut Just In Time (JIT). Sistem Jrr merupakan 

filosofi pemanufak:turan yang memlliki implikasi panting dalam manajemen blaya. Ide 

dasar Jrr sangat sederhana, yaitu berproduksi hanya apabila ada permintaan (full 

system) alau dengan kala lain hanya memproduksi sesuatu yang diminla, pada saat 

diminta, dan hanya sebesar l<uantllas yang diminta. Konsep Jrr sangat menekankan 

ketepatan wak:tu kedalangan matelial dari pemasok sampai ke Iangan konsumen 

sesuai dengan yang ditetapkan. Artinya, kedisiplinan dan komitmen seluruh mata 

rantai harus benar·benar dilal<sanakan, karena sistem Jrr tidak menekankan pada 

persediaan atau zero inventory, sehingga tidak membutuhkan areal pergudangan yang 

luas namun membutuhkan ketepatan wak:tu. Daiam sistem Jrr apabila terjadi 

penyimpangan pada saiah satu mala rantai saja, maka sudah tentu akan mengganggu 

pasokan matertal secara keseluruhan dan menghambat kelancaran tugas dari mata 

rantai yang lain, karena tidak adanya pem:!diaan. lust In Time adalah suab.J 

keseluruhan filosofi operasi manajemen segenap sumber daya, rermasuk bahan baku 

dan suku cadang, personalia, dan fasilitas yang digunakan sebatas yang dibutuhkan. 

Tujuannya adalah untuk mengangkat produk:tifitas dan mengurangi pemborosan. Just 

In Time didasa!kan pada konsep arus produksi yang berkeianjutan dan mensyaratkan 

seliap baglan proses produksi beke(ja sama dengan komponen·komponen lainnya. 

Untuk kondisi di Indonesia sistem JIT akan berhasil bila mata rantai terkait berada 

dalam satu kawasan, sehingga sudah tepat bila dalam kawasan industrt Jababeka ini 

seluruh industri yang ada di dalamnya dapat menganut sistem Jrr. Saat ini sisrem Jrr 

belum sepenuhnya dapat dianut industrt yang ada daiam kawasan, mengingat maslh 

banyaknya keterbatasan pelal<sanaan Jrr oleh industrt. 

Untuk akses jalan utama, pengelola relah membangun sistem jaringan transportilsi 

lokal dan regiOnal. Jalan dalam kondlsi yang rerawat dengan balk. Panjang ruas jalan 

utama yang rerdapat dalam kawasan industrt Tahap I tetbagi atas ruas jalan utama I 

sepanjang 2,9 km, ruas jalan utama II sepanjang 1,6 km, ruas jaian utama III 

sepanjang 2,8 km dan ruas jalan utama N sepanjang 2,2 km. Sehlngga panjang ruas 
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jalan utama keseluruhannya adalah 9,5 km yang mengisi ruas·ruas jalan utama 

menghubungkan antara jalan indusbi dan jalan dalam kewasan. Sesuai dengan 

Panduan Disain Tata Ruang Kawasan lndusbi Berwawasan Ungkungan yang dihaSilkan 

BPPT tahun 2007 jartngan jalan berpola gnd, yaitu pola )alan yang lurus dan ~dak 

berl<elol<·kalok, agar kaveling-kaveling mudah diakses dari tiap sisinya, tujuannya 

memudahkan perawatan jalan dan memudahkan pada saat teljadi mitigasi kebakaran 

dan bencana. Pola ini juga dapat menjamin sirl<ulasi dan pemanfilatan lahan yang 

efisien dan adanya integraSi sirl<ulasi kandaraan dan pejalan kaki. 

Permasalahan yang muncul justru berasal dan luar kawasan industri yairu lemahnya 

jaringan infrastrukllJr di luar kawasan, sehingga munculnya beberapa simpul 

kemacetan dan menyebabkan terimbasnya lalu lintas yang akan dan keluar masuk 

kawasan indusbi. Pemerintah daerah berupaya mencairl<an kemacetan tersebut 

dengan sistem satu jalur atau memanjangkan sirl<ulaSi arus lalu fintas sebelum masuk 

dalam kawasan tahap I. 

Dari hasH penelitian ketiga aspek di atas, yaitu penge!olaan RTH, Ruang Terbangun 

dan pola sirl<ulasi dalam kawasan industri tahap I dapat ditegaskan bahwa kondisi 

keoganya sudah sesuai pada KDnrep Disain Tata Ruang Kawasan Industri Berwawasan 

ungkungan, BPPT (2007). Penilaian ketiga aspek menggunakan kontep disain yang 

sesuai dengan Konsep Disain Tata Ruang Kawasan Industti Berwawasan Lingkungan, 

BPPT (2007) disebabkan karena masih belum adanya acuan baku mengenai ketiga 

aspek tersebut yang dapat menilai suaru kawasan industli yang berwawasan 

lingkungan yang berasal dari instansi ter1<ait Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi, Pusat Teknologi Lingkungan selaku lembaga pemerintah yang mendukung 

kebijakan Departemen Perindustrian untuk menerapkan konsep ElP di Indonesia 

menyiapkan dukungan teknis berupa perangkat-perangkat yang dibutuhkan kawasan

kawasan industri baik yang telah beroperasi maupun yang akan dikembangkan, 

diantaranya adalah acuan bagi ketga aspek l:!!rsebut di atas. 
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4.3~4 Ketersediaan sarana dan prasarana 

Infrastruktur yang terdapat dalam Kawasan Industri sesuai dengan Peraluran 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang kawasan lndustri Pasal 13 dan dijabariGm 

dalam Pedoman Teknis Kl terbagi atas dua l>agian yaib.J prasarana penunjang dan 

sarana, masing-rnasing adalah: 

1. prasarana penunjang: ketersedlaannya jaringan lingkungan, saluran buangan air 

hujan (drainaSf!), saluran buangan air kotor (sewerage), instalasi pengolahan air 

limbah terpadu, instalasi penyedia air bersih, instalasi penyedlaan dan jaringan 

distribusl tenaga listril<_ penerangan jalan umum, jaringan telekomunikasl. 

2. sarana: ketersediaan unit perkantoran pengelola, unit pos keamanan, sarana sosial 

dan umum seperti sekolah, tempat ibadah, sarana olahraga dan poliklinik, sarana 

hunlan, unit pemadam kebakaran dan sa rna produksi (terdirt dan Sl;;ndard Factory 

Building, Kavling slap bangun dan pergudangan). 

Pemeliharaan dan perbaikan semua fasilitas kawasan, seperti jalan, salurcm1 trotoar, 

penerangan jalan, pertamanan, dan pengamanan umum di dalam kawasan industri 

dilakukan oleh Pengelola Kawasan. Untuk hal tersebut maka seUap industri sebagai 

pengguna sewp bulannya akan dikenakan biaya pelayanan (setviCe charge) yang 

besamya ditentukan berdasari<an luas kaveling dan wajib dibayar tepat waktu (Tata 

Tertib Kawasan lndustrt, bagian Ill, pasal 32, 2005). 

1. Sarana dan prasa.ana pengelolaan air hujan dan air limbah 
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Unb.Jk pengolahan air limbah, pengelola kawasan telah memilikl lns!alasi 

Pengolahan Air Umbah (!PAL) teJpadu skala kawasan. Untuk mengontrol 

kualitas air limbah dari se~ap perusahaan industrt, dibuat bak·bak kontrol di 

muka sewp kavling yang dimonitor secara reguler. Jnstalasi Pengolah Air 

limbah lndustrt ( Wcste Waa;>r Treatment Plant) yang berfungsi sebagai tempat 

pengolahan limbah cair yang dihasilkan dan sejumlah industrt yang terletak di 

Jababeka menampung limbah skala kawasan. Pengelola menetapkan baku 

mub.J air limbah dengan melakukan pengolahan pendahuluan pada masing· 

masing perusahaan yang memlliki potensi air limbah tinggl sehingga sesuai 

dengan ambang batas yang ditetapkan pengelola. Parameter kunci yang 
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digunakan untuk pemantauan disesuaikan oleh masing-masrng jenis lndusbi 

dan pengelola telah memiliki pula proses dalam tiap produksi industri. 

Pard meter kunci yang biasa digunakan adalah BOD, COD, pH, TSS, dan wama. 

Jenis dan komposisi masukan pada WWTP merupakan limbch yang berasal dari 

1350 pabrik yang berlokasi di Jababeka. Umbah yang dialirkan ke WWTP 

merupakan limbah cair yang memiliki komposisi beragam. Hingga saat ini, 

sumber limbch didominasi dari pabrik tekstil. Sebagian besar limbah industri 

tekstil dihasilkan dari proses pencucian dan pewamaan yang dilakukan oleh 

industri tersebut Selain itu, sumber limbah selama pabrik beroperasi dapat 

dibcgi alas beberapa golongan, yaitu: 

a. Umbah proses produksi, misalnya limbah yang keluar dari reaktor, 

sistem pemisah, dan daur ulang. 

b. Umbch dari jaringan alat penukar panas. 

c. Umbah utildas. 

d. Umbch darl pencucian alat dan pembersihan. 

e. umbch dan kegiatan rumahtangga. 

building 
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Gambar 24. Jenis-jenis Industri Jababeka (sumber: PT. Jt, 2009) 
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Pada WWTP, nmbah cair yang berasal dan industri dan rumah tangga langsung 

dikumpulkan ke dalam primary settling liink setelah mengalami penyaringan 

pada grit chamber. Proses segregasi limbah atau pemisahan limbah telah 

dilakukan oleh pabrik yang bersangkutm sebelum lim bah dialirl<an ke WWTP. 

Proses segregasl leblh dltekankan untuk memisahkan limbah B3 dan lagam 

berat yang terl<andung dalam limbah cair. Umbah 83 dlolah ke tempat 

pengolahan limbah dl luar Jababeka dengan pemantauan dari PT.JI. Pengelola 

kawasan hanya memiliki ijin penyimpanan sement>lra limbah B3 sehingga 

limbah B3 tersebut harus segera dibawa ke rempat pengolahan limbah B3 di 

luar kawasan. 

Limbah cair yang relah bebas dart llmbah 83 dan k>gam berat, serta telah 

memenuhl persyaratan yang telah ditentukan akan dlallrl<an menuju WWTP. 

Salah satu contoh proses segregasl yang dilakukan adalah dengan penetralan 

pH. Derajat keasaman yang tlnggi diturunkan sampai pH netral, dan pH yang 

rendah dinaikkan sampal pH netral sehingga aman untuk proses pengolahan 

selanjutnya. Sisrem penyaluran air buangan dilakukan secara gravitasi dan 

bertekanan. Pada s!stem penyaluran air buangan fni digunakan sistem terpisah, 

sehingga penyaluran air kotor dan air hujan tldak bercampur1 masing-masing 

menggunakan satu sisrem penyaluran yang berbeda. Untuk saluran a~ limbah 

menggunakan saluran tertutup sedangkan saluran air hujan menggunakan 

saluran rert>uka. 

Untuk pemantauan keluaran limbah dart maSing-maslng lndustri dllakukan 

PT .Jl untuk memastikan bahwa limbah yang dialirkan ke WWTP telah 

memenuhi persyaratm yang telah dltet>lpkan oleh pengelola. Apabfia pihal< 

industri melanggar persyaratan rersebu~ maka pengelola akan mengecilkan laju 

allr/deM air bersih ke industri yang melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan 

apabila pihak industri tidak mempedulikan peringatan yang telah dlberikan oleh 

pengelola sebanyak 3 kali. Pemberian surat peringalan dan pengecilan laju 
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alir/deblt air berslh tersebut akan terus dllakukan berulang kali hlngga lndustli 

tersebut melakukan pengolahan pada llmbah yang dihasllkan agar sesuai 

persyaratan yang telah dilakukan pengelola. 

Persyaratan baku mutu yang dlgunakan oleh maslng-masing perusahaan 

adalah baku mutu kawasan yang dltetapkan oleh PT.JI, dimana hal ini telah ada 

dalam tata tertib kawasan yang dikeluarltan oleh PT Jl. Misalnya: apebila 

limbah yang dihasilkan pabrik mempunyai angka COD>3000 mg/llter, make 

limbah harus diOiah teriebih dahulu agar COD yang masuk ke WWTP antara 

2000 - 3000 mg/llter. 

; .·--~¥·· 

Gambar 25. Sarana Pengofahan air limbah (sumber PT JI, 2009) 

Berdasarltan hasil penelltian lni diperoleh keterangan bahwa setiap industli 

yang mengeluarltan air llmbah sebelumnya telah melakukan plf!treatmentuntuk 

memenuhi baku mutu yang telah dltetapkan pengelola, teru!Dma pada 
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parameter k1.mci tiap industri sebelum mengalirkan air limbahnya kedalam 

saluran yang menuju WWTP, sehingga otamatis air llmbah yang dlolah dalam 

WWTP telah memenuhi baku mutu, dan selanjutnya dialirkan ke Cikarang 

Bekasl Laut. Pemantauan keluaran WWTP dllakukan pada keluaran (outlet) 

WWTP dan pada badan air penerlma hasil olahan WWTP (air 

permukaan/sungal). Baku mutu yang dlletapkan, yaltu berdasarkan Kep-

03/MENLH/I/1998 tentang Baku MullJ limbah C.lr Bagi Kawasan lndustli, 

sedangkan untul< badan air penelima harus sesuai dengan peruntukannya, 

yaltu sebagai air baku air berslh dan unruk perikanan yang berdasarkan pada 

PeriMenKas No. 416/MENKES/1991. 

2. Sarana dan prasarana sampah atau limbah pad at 
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Dalam Pedoman Teknis yang dlkeluari<an Balitbang lndustri, Departemen 

Perindustrian (2009), mengacu pada Pe10tu10n Pemelintah No 24 Tahun 2009, 

mencantumkan adanya ketentuan Standar Pelayanan Minimum yang 

didalamnya termasuk p10sarana dan sarana sampah (padat). Pengelola 

Kawasan tidak memillkl tempat penampungan sampah sementara (TPS) di 

dalam kawasan karena langsung mengangkutnya ke TPS Bantar Gebang dan 

dldalam kawasan telah dilakukannya kegiatan pertuka10n limbah (waste 

exchange) antar lndustli yang slfatnya lntemal lndustri. Adapun llmbah padat 

industri umumnya dlkelola oleh masing-masing perusahaan dengan 

memanraatkan penampung-penampung limbah padat yang diusahakan oleh 

masya10kat sekitar untuk diguna ulang atau didaur ulang. lndustri Ieiah 

memlllkl jaringan pengumpul limbah industrinya masing-masing dan tiap 

industri memiliki tempat penampungan sampah sementara dalam kavelingnya. 

Pengaturan tersebut tampak tidak tepat karena pengelolaan sampah yang tidak 

terpusat oleh pengelola menyebabkan kebersihan pada beberapa kaveling 

industri tidak terjaga dengan balk, bahkan dllemui lahan kosong digunakan 

sebagai tempat pembuangan sampah. Pengelola hanya memantau llmbah 

padat yang ada dalam kawasan bukan limbah padat yang berada dalam 

industri. limbah padat yang ada dalam industri telah dikelola langsung olen 
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pihak induslli dan pengelola l<awasan tidak dapat terlibat langsung. Untuk 

limbah domestik yang masih ada di sekl<ar l<awasan pengelola bekeljasama 

dengan Dinas Kebersihan setempat mengangkut sampah-sampah tersebut. 

Garnbar 26. Kondisi Umbah PQ:dat dafam kawasan 

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

pesal 13 menyatakan bahwa Pengelola kawasan penmukiman, kawasan 

komerslal, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum1 fasilitas sosial, dan 

fasllit3s lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Dengan 

demikian menunjukl<an bahwa pengelola belum melakukan kewajibannya yaitu 

menyedlakan pemilahan sampeh, pemilahan sampah sudah dilakukan langsung 

oleh industri. Namun dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2009 tentang 

kawasan lndustri ~dak secara tegas mensyaratkan kewajiban pengelola 

mengenal pengelolaan sampah. Oalam Pedoman Teknis Pengembangan 

Kawasan Industri Sesuai SK Mentert Perindustrian dan Perdagangan No.50/1997 

menyebutkan bahwa minimal kawasan industri harus menyedlakan fasilitas 

pengelolaan sampah tel)ladu supeya tidak membebanl sistem pengelolaan 

sampah daerah. Hal yang telah duakukan pengelola KI adalah dengan 

menyerehkan langsung pengelolaan sampeh organik dan anorganik pada pihak 

industri, ini disebabkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki KI untuk 

menyediakan fasilitas bangunan pengelolaan sampah terpadu. Untuk limbah 

padat yang berasal dart areal hijau (taman dan pedestrian) pengelola 

memantaatkannya sebagai pupuk h!jau untuk memupuk taman-taman yang ada. 
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Bentuk fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan limbah padat yang dilakukan 

oleh pengelola, yaitu berupa: 

(a) Informasl kegiatan pertukaran limbah berupa partukaran pH (limbah 

a sam basa) bila ada industri yang membutuhkan; 

(b) Setiap 3 bulan Jababeka memberikan informasi produk bagi semua 

tenantdalam Jababeka Bussiness Conference; 

(c) Pengelola menyediakan situs bagi kegiatan pertukaran limbah dengan 

akses tertentu ya~u melalui jababekabussiness.com, yang berlsl daftar 

perusahaan yang dapat saling berhubungan mengenai limbah yang 

dihasilkannya. 

Hal tersebut dilakukan pengelola untuk mendukung sistem pengeloRian sampah 

padat maupun cair dalam kawasan lndustrl, pengelola bertlndak sebagai 

fasilitator. Dukungan pengelola dalam kegiatan ini menunjukkan eksistensl 

pengeloRI dalam pengelolaan limbah dan hal ini sesuai dengan peraturan 

perundangan. 

3. Sarana pengolahan air baku 
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Acuan pengaturan pengelolaan yang digunakan pengelola untuk menyediakan 

air baku adalah dengan mematuhi Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008 

tentang pengelolaan Sumber Daya Air dengan menyarankan untuk tidak 

mengambil air tanah dalam secara individual, sehingga pengelola membuat 

lnstalasi pengolahan air bersih secara terpusat. Ketersediaan instalasi air bersih 

menjadi salan satu syarat panting untuk kegiatan industrl telah disiapkan 

pengelola. Pengelola kawasan lndustrl memiliki unit pengolahan air bersih 

(Waste TfliJBtment Plant'} dan menyediakan air baku yang dlsalurkan dan pusat 

pengolahan air yang ada di dalam kawasan industrl. Un~ pengolahan air berslh 

ini berfungsi sebagai lempat untuk mengolah air baku (air sungai) yang 

nantinya air olahan tersebut digunakan sebagai air bersih untuk perumahan 

dan industrl yang terletak di Jababeka. Sumber air baku umumnya adalah air 

sungai terdekat dan tldak menggunakan sumber air t;mah. Jenis dan komposisi 
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masukan pada Water Treatment Plant (WTP) merupakan air sungai yang 

berasal dan sungai Tarum Barat. Air sungai diallrl<an melalui pipa menuju WTP 

sebelum dikonsumsi oleh masyarakat dan industri yang berlokasi di Jabebeka. 

Air sungai Tarum Barat dipilih karena memiliki debit yang cukup besar serta 

kandungan air yang cukup baik, sehingga pengolahan yang perlu dilakukan 

tidak tenalu kompleks yaitu hanya menggunakan proses fisik dan kimia, yaitu 

dengan penambahan bahan kimia (disinfektan) dan proses pengendapan. 

Dengan proses yang dilakukan Pengelola, menunjukkan pangelola sudah 

melakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada yaitu Pe10turan 

Pemerinlllh No.42 Tahun 2008 lllnlllng Pengelolaan Sumber Daya Air, dan 

Peratu10n yang llerdapat dalam Pedoman Teknis KI, Perindust:Jian, 2009. 

Berdasarl<an infonnasi yang diperoleh di lapangan, pemasangan insllllasi pipa 

air bers1h pada masing-masing industri dilakukan berdasark:an atas surat 

permohonan yang salah satunya mencantumkan besamya debit atau volume 

yang dibutuhkan lndustri tersebut. Berdasarkan allls volume yang dibutuhkan 

tersebut selanjutnya ditentukan besamya diameter pipa yang akan dlpasang. 

Dari pusat sislllm dlstribusi, rekanan air dlatur hingga 3-4,5 kg/em' dan sesuai 

pemitungan sampai pada lokasi penyambungan lndustri ada~h "'1,0 kg/em'. 

Bila ada ketidaksesualan balk debit maupun tekanan air yang dlpasok maka 

periu dilakukan pencocokan ulang dengan kebutuhan saat ini dan pennohonan 

awal pemasangan inst:alasi. Ketidaksesuaian antara kebutuhao air bersih 

dengan dlsaln pipe menyebabkan terbatasnya volume dan tekanan air yang 

dlpasok menjadi menurun. Pengaruh ini menjadl leblh besar pada saat 

pemakaian di kawasan mencapai peak time. Untuk pennasalahan sepertl ini, 

pengelola memiliki solusi pada industri yaitu untuk mengajukan penambahan 

kapasitas volume yang dibutuhkan dan melakukan disain lnstalasi ulang 

sehingga hal inl dapat segera dialllsi. SoluSi yang dlberikan pengelola pada 

industri menunjukkan bahwa pengelola relah melakukan fungsinya sebagai 

penyedia fasilltas yang balk. 
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Gambar 27. Sarana Pengolahan air baku (sumber PT. JI, 2009) 

Ketersediaan akses menuju air baku pennukaan juga dlatur dalam Pedornan 

Teknls Pengembangan Kawasan Indusbi Sesuai SK Menteri Pefindustrian dan 

Perdagangan No.S0/1997 menyatakan bahwa pengembangan KI sebalknya 

mempertlmbangkan jarak terhadap sungai, karena sungal memilikl peranan 

panting untuk kegiaton industrl yaitu sebagai sumber air baku dan tempat 

pembuangan air limbah industrl, sehingga perlu pembangunan saluran-saluran 

air. Jarak temadap sungal atau somber air bersih maksimum 5 (lima) km dan 

hal ini b!lah dilakukan oleh pengelola kawasan. 

4. Sarana dan prasarana listrll</energi 
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Kawasan lndustrl Jababeka memiliki pusat pembangklt listrlk dl dalam kawasan 

bekerjasama dengan PLN dan pengelola juga mengusahakan pembangkit listrik 

swasta yaitu Bekasl Power dan Okarang listrlklndo. Pada kawasan lndustrl inl, 

pengelola masih menggunakan sumber energi yang tldak terbarukan sehingga 
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bisa dianggap masih l<urang berwawasan lingl<ungan. Jaringan disbibusi listrik 

umumnya lEiah dilakuk<ln melalul jaringan bawah t>mah sehlngga k<lwasan ini 

tampak rapi dari k<lbel·k<lbel listrik. Pengelola menjamin ketersediaan dan 

kestabilan pasokan listrik sebagai syarat mutlak dan penung untuk kegiatan 

industri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan 

Energi Nasional untuk penggunaan energi listrik, pengelola dapat 

memanfaatk<ln energi terbarukan, yaitu sumber ene19i yang dihasilkan dari 

sumben:laya energi yang secam alamiah tidak akan habis dan dapat 

berikelanjutan jika dikelola dengan baik dan dapat melakukan konservasi energi, 

yaitu penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi 

penggunaan energi yang memang benar-benar dipertuk<ln. Dalam penggunaan 

energi terbaruk<ln khususnya untuk penerangan kawasan industri, pengelola 

dapat menggunakan soli!r cell atau energi renaga surya untuk lampu-lampu 

taman dalam kawasan industri. Dengan demikian maka pemakaian ene19i yang 

cul<up besar untulc menemngi kawasan industri pada waktu malam dapat leblh 

efislen. Untuk konservasi enenrgi, pengelola masih belum melakukannya. 

Dalam PP no 24 Tahun 2009, penggunaan energi altematlf tidak dislnggung, 

namun jik<l pengelola melakukan hal tersebut maka kawasan industri lnl 

menjadl contoh yang balk dalam upaya efislensi energi. Upaya lain yang dapat 

dllakukan adalah dengan sistem pengatumn penggunaan listrik dalam kawasan 

yang leblh hemat dengan mengganti bohlam lampu yang hemat energl, 

pengatumn waktu mulalnya lampu dlgunakan dengan sensor lampu dan upaya

upaya lain yang bersllilt penghematan listrik. 
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Gambar 28. Instalasf listrik 

Upaya efisiensi ene'!)i belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kllrena 

teknologi efisiensi energi ini masih dirasakan cukup mahal, sehingga masih 

diperlukan waktu untuk mensosialisasikannya dalam perencanaan dan 

pengembangan kawasan tahap berikutnya. Pengusahaan pengelolaan energi 

didukUng sepenuhnya oleh pemenntah, sehingga sudah selayaknya pengelola 

melakuklln hal tersebut 

5. Saluran air atau dralnase 
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Kawasan Jababekll memlllki saluran air hujan yang terplsah dengan saluran air 

llmbah dengan penyedlaan saluran buangan air hujan yang tertlltup bagl 

lndustri dan untuk mengantisipasi limpasan air lfmbah. 

Gambar 29. Sarana Drainase dalam kawasan 
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Gamber 29 menunjukkan aliran anak sungai Cilemah Abang yang berperan 

sebagai saluran utama air sungai sebelum mencapai sungai yang lebih besar 

yaitu sungai Tarum. Pada saluran air dalam kawasan tampak sepanjang 

sa luran air tertata rapi dengan pangembangan RTH. 

Gambar 30. Saluran air dalam kawa~n 

Gamber 30 adalah saluran drainase terbuka dan saluran limbah. Konstruksi 

saluran drainase yang terbuka dan cukup dalam, tampak terawat. Aliran air 

yang masuk tidak tercampur dengan llmbah cair, sehingga bisa dipasbkan air 

tidak akan me!uap dan mencemari lingkungan. Dasar peraturan mengenai 

jaringan saluran pembuangan air (drainase) adalah SNI 02-2406-1991 Tala 

Gara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan. Dengan dasar peraturan tersebut 

maka pengelola telah berupaya menjalankan peraturan tersebut, sehingga 

permasalahan dalam kawasan yang berkaitan dengan salul1ln air Udak te~adi. 

Pel1ln pengelola untuk mengantisipasl permasalahan dralnase kawasan industri 

yang berkaitan dengan sampah, pengendapan, elevaSi drainase outlet yang 

terbatas, alil1ln air kembali dan permasalahan Iebar salul1ln yang sempit, 

membuahkan hasil yang balk sehingga permasalahan tidak tetjadl dalam Kl ini. 

6. Sal1lna dan prasarana kejadian darurat (emergencY! 

Samoa dan pmsamna emergency yang panting tersedia di dalam kawasan 

industri adalah untuk penanggulangan kebakal1ln. Pengelola kawasan telah 
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memillkl sarana dan prasarana untuk penanggulongan kebakaran, yaitu unit 

mobil pemadam kebakaran dan hidran-hidran air beserta kelengkapannya 

dengan jarak 200 meter anffir kaveling. Kepedulian tiap industri untuk 

menangani masalah kebakaran diwujudkan dalam bentuk jaringan komunikasi 

anu.r industli. Dalom kaveling lndustli tersedia hidran tersendiri, ditambah lagi 

masing-masing lndustli menambahkan fasilitas kebakaran tergantung proses 

produksl dan hasu produksi masing-masing industli (berupa foam, serbuk, dan 

lain-lain). Pelatihan kejadian darurat minimal dllakukan enam bulan sekali agar 

pekerja dalam kawasan peduli dengan kejadlan daru<at. 

Gambar 31. Sarana Pemadam Kebakaran dan hidran 

Gamber 31 menunjukkan sarana pemadam kebakaran dan hidran yang tersedia 

dalom kawasan. Sa<ana emergency lainnya adalah klinik untuk menangani 

kasus-kasus kecelakaan kerja yang dapat teljadi, dan kendaraan patrol! 

keamanan yang juga telah dlmllikl kawasan. Untuk menghadapi kondlsi 

emef!Jency aklbat adanya bencana alam seperti gempa, pengelola belum 

memlliki SOP (Standilrtf Operating Procedure) maupun tlndak penanganannya. 

Saat ini sebarusnya pengelola sudah menyiapkan SOP dan tempat evakuasl 

untuk kejadlan gempa, banjir dan kebakaran. Temuan ini dapat dlgunakan 

sebagai maSIJkan bag; pengelola, sehingga kawasan ini makin siap menghadapi 

bencana, termasuk banjir dan gempa. 
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Gambar 32. Po-s Keamanan dan mobil patroli 

7. Jaringan telekomunikasi 

Jaringan telekomunikasi yang ada dalam kawasan menggunakan sistem kabel 

bawah tanah dan Jababeka sebagai katalisator dari TELKOM. Penyadiaan 

jaringan telekomunikasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang 

mewajibkan pengelola kawasan menyediakan fasilitas ini. 

Gambar 33. Fas!lltas sa luran te!ekomunikasi 

8. un~ perkanroran pengelola kawasan induslri yang berfungsl sebagal pusat 

layanan bagi induslri yang bemaung didalam pengelolaan KI Jababeka. Di 

dalam kantor pengelola inl juga mengurus perijinan satu (1) atap yang 

diper1ukan indusbi serta hal-hal yang berkakan dengan pemenuhan kebutuhan 

lnfonmasl dan pelayanan yang dlsebut dengan istllah Jababeka One S!Dp 

Service, kegiatan ini dikoordinir langsung o!eh lim Customer Service. 
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9. Fasilitos penunjang atou fasilitas umum yang harus dlsedlakan kawasan lndustri 

menurut PP 24 Tahun 2009 adalah fasllil:as lbadah (mesjid/mushola), kantin 

umum, halte, !apangan olah raga1 klinik, telepon umum. Fasflitas yang 

disedlakan oleh pengelola KI adalah: 
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a. Hotel Grand Cikarang 

b. Ruang pertemuan 

c. Kandn, setiap industri atau teniJnt diwajibkan memiliki kantln untuk 

mengurangi ke!Jeradaan warung·warung makan atau Pedagang Kaki lima 

(PI<L) 

d. Wartel, wamet, toilet umum1 disediakan dl Bussiness Districl; lokasinya 

pada kawasan tahap II. 

e. Kondominlum dan apartemen bagi berbagai kalangan 

r. Bank dan Anjungan Tunal Mandlli (ATM) 

g. Perumahan untuk tenaga kerja, Pengelola Kl Jababeka mendirikan 

perumahan dengan menerapkan sistem 7·3·1 dan penyediaan Rusun tlpe 

21 beljumlah 3.000 unit. 

Gambar 34. Fasilltas Penunjang dalam Kawasan 

Permasalahan yang ada dalam kawasan berl<ail:an dengan keberadaan fasilitas 

penunjang adalah masih banyaknya ditemul Pedagang Kaki Llngkungan (PKL) 

yang terletak di beberapa sudut kawasan sehingga kawasan tampak tidak rapi 

dan kumuh. Keberadaaan PKL yang tidak dikelola dengan balk akan 
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mengganggu lingkungan dalam kawasan, seperti masalah sampah dan limbah 

domestik yang dihasilkan PKL l:ersebut 

Dari hasil pengamatan ke!Jeradaan PKL timbul karena beberapa hal: 

l) lndustri tidak membangun kanl:in bagi pekerjanya, karena sudah 

menyediakan fasllitas catering. 

2) Pengelola tldak membangun filsilit3s kantin umum dalam kawasan bagi 

pekerja lndustri, karena sudah menyerahkan pengelolaannya secara internal 

kepada industri. 

3) Lokasi yang disiapkan pengelola, yaitu Warsimal, !idak sesuai yang 

diharapkan PKL, !<arena l:erlalu jauh dengan aktivillls industr dalam 

kawasan. 

Gambar 35. Pedagang Kaki Uma nar yang ada dalam kawasan 

Dali informasi yang diperoleh, upaya yang yang dilakukan oleh pengelola untuk 

mengatasi keberadaan PKL melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1) Melakukan pendataan jumlah, lokasi dan jenis dari PKL eksis!ing dan 

dilanjutkan dengan pendaftaran PKL; 

2) Tahapan berikutnya adalah penertiban, diharapkan pada tahapan ini tidak 

ada lagi PKL masuk sebagai pendatang baru, sehingga jumlah PKL yang 

terdata jumlahnya akan tetap terkontrol; 

3) Tahapan relokasi, dengan menyadiakan betrerapa shelter PKL baik di tahap l 

maupun tahap 11. 
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Sheaer PKL pada kawasan tahap I yang tersedia saat ini berada di Blok C 

dan Blok A, sedangkan untuk kawasan tahap II akan dibangun di Blok MM. 

Saat ini pengelola sedang melakukan evaluasi antara jumlah kebutuhan dan 

lokasi yang diperlukan untuk menampung PKL eksisibng. Untuk keperiuan 

tersebut telah dibentuk tim EstJte Enforcement Monilwing and Maintenance 

yang diharapkan mampu mempercepat terciptanya ketertJban PKL. 

Untuk mendapatl<an hasil yang optimal pengelola membutuhkan partisipasi 

dan peran sella dari para industt1 untuk menghimbau agar karyawan dapat 

memanfaatl<an shelter-shelter yang ada dalam kawasan. 

Gambar 36.Lokasi warsimal yang disediakan dan himbauan pengelola untuk PKL 

Setelah dilakukan pergamatan dan ei<Splorasi di lapangan, untuk penyediaan 

komponen infrastruktur yang dlsiapkan pengelola, maka dilakukan penilaian terhadap 

kondisi komponen tersebut. Ni!ai 5 diberikan untuk penyediaan komponen sarana

prasarana limbah padat dan fasilitas penunjang KI disebabkan karena upaya dari 

pengelola masih belum optimal dan masih adanya permasalahan yang harus 

diselesaikan oleh pengelola. Hasll penilaian keseluruhan untuk kondisi infrastruktur 

yang disediakan pengelola, Tabel 6 menunjukkan penilaian hasil verffikasi komponen 

infrastruktur yang tersedia dalam kawasan yaitu 80, dengan demikian penllaian kinerja 

pengelola dalam peryediaan komponen infrastruktur dinilai sangat baik. 
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Tabel6. Penifaian hasll vertfikasl komponen lnfiastruktur 

No Komp90en Infrastruktur Nilal 
1 • Sarana dan prasarana oenQelotaan air huian dan air llmbah 10 . 
2. Sarana dan orasararta samoah atau !imbah ood'at 5 
3. 5arana pengoBhan air baku 10 
4. Sarana d~n Qrasarana I!Strik dan Qasokan e.neml 10 
5. Saluran air atau dralnase 10 
6. Sarana dan orasarana kefadlan danuat ( eme 10 
7. Sarana iarinaan telekomunikasi 10 
8. Un~ -nl!lran -lola 10 
9. Fasilitas oenunlano vano diSe<llakiln KI 5 

Total nil! I 80 

Target pengelola untuk pembangunan KI adalah mengembangkan lndustri yang 

beiWawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi 

dengan pendel<atan efislensi, tala ruang dan pengalolaan lingkungan hldup. Kegiatan 

yang dllakukan pengelola sudah mengarnh dan sesuai dengan pernllJrnn perundangan 

yang ada, PP Nemer 24 Tahun 2009 Tentang KI dan pedoman reknis didalamnya. 

Adanya jaminan yang diberikan pengelola yaitu kawasan Industri Jababeka menjadi 

daernh yang bebas polusi udara, memuiki infrastruktur modem dan lingkungan yang 

tertala dengan balk semakin memperkuat penilaian kine~a pengelola dalam upaya 

pengelolaan kawasan industri yang beMawasan lingkungan. Dengan penilaian kinerja 

pengelola yang sangat balk llarsebut diharapkan Kawasan lndustri Jababeka dapat 

menjadi tnmdretterbagi pengelolaan kawasan-kawasan industri di daernh lain. 

4.4 Sistem Organisasi Pengelola Kawasan Industri 

Dalam Tata TertJb yang dikeluarkan olen kawasan lndustri, yang dimaksud dengan 

Pengelola Kawasan adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berl<edudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh dan atau menerima pengalihan 

Perusahaan Kawasan Industri khusus untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan 

Industri, dalam hal lni adalah PT Jababeka lnfrnstruktur. Perusahaan ini telah 

melakukan kegiatan pengelolaan kawasan industri meliputi kegiatan pengoperasian 

dan pemellharoan prasarana dan sarana penunjang kawasan industri, termasuk 

kegiatan pelayanan jasa bagi perusahaan dl dalam kawasan industri dan penyedlaan 

serta pengelolaan limbah calr. Pengelolaan kawasan ini dilakukan sesuai dengan misi 

89 

Kajian Pengelolaan..., Adinda Arimbi Saraswati, Pascasarjana UI, 2009



Pengelola KI Jababeka yaltu menuju arah berwawasan lingkungan, yaitu membuat 

kawasan lndustri yang rerpercaya dan kawasan yang berwawasan llngkungan, living 

with the harmony. 

Kawasan industri berwawasan lingkungan adalah kawasan dimana perusahaan 

memiliki komitmen dalam hal permasalahan air, udara, transportasi, CSR dan 

community development Organisasi pengelola kawasan industri Jababeka 

merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan pengembang, balk perusahaan 

di dalam maupun di luar kelompok usaha pengembang. Pengelola KI memiliki struktur 

organisasi yang dldalamnya terdapat divisi Pengelolaan Kawasan yang perannya 

berkaitan dengan jasa teknis dan perawatan, sedangkan untuk monitoring lingkungan 

terdapat dibawah divisi Warer Treatment Plant (Pengelolaan a~ bersih). Kedua divisl 

tersebut saling bersinergl dalam perannya temadap pengelolaan lingkungan dan 

kawasan industri, yaltu: 

1. Menjamin bahwa pengelola kawasan lndustri menjalankan peraturan yang 

berkalian dengan pengelolaan lingkungan hldup dan pemantauan lingkungan. 

2. Mengkoordinaslkan program pengelolaan lingkungan dan pemantauan llngkungan. 

3. Melaksanakan pengelolaan llngkungan dan pemantauan lingkungan secara 

periodik serta melaporkannya pada inslansi terkait 

4. Menjalln keljasama dengan instansi pemerintah terutama yang beri<aitan dengan 

iingkungan hidup. 

5. Menyusun dan mengumpulkan data hasil pemantauan dan masing-maslng lndustri. 

6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan 

pemantauan llngkungan lndustri dan kawasan 
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Struktur organisasi Pengelola KI Jababeka selengkapnya dapat dilihat pada gambar 

berikut; 

I_ Direksl/GM 

J Senior WTP I Senior Estate Manajemen { 

~ ~ 
1. WTP 1. Technical service 
2. WWTP 2. Maintenance service 
3~ Envfroment. Monitoring 
4. Etectrkal & mechanical 

Gambar 37. Struktur Organrsasi Manajemen K1 Jababeka 
(Sumber: Jababeka1 2009) 

SeniorCS 
AD!" 

+ 
1. Customer 

service (CS) 
2. Billing & 

collection 

Dalam struktur organisasl slstem pengelolaan KI dipegang iangsung oleh !Senior Water 

Treatment Plant(WTP) ya~u baglan monitoring llngkungan (Environment Monitoring). 

5edangkan senior Es/alli Management adalah bagian yang berhubungan dengan 

Kawasan dan merupekan bagian yang menghasilkan ptllduk Tata Tertib atau Peraturan 

Kawasan (Estate Regula/Jon) dan diberikan pada lndustri-lndustrl yang menjadi 

penyewa (tEnant a tau user). Untuk pembenahan pembangunan slstem periu 

melakukan pembenahan dalam organisasi pengelola. Hal yang perlu dilakukan adalah 

dengan membeli ruang dalam struktur organisasi yang lebih tinggi untuk pengelolaan 

lingkungan. Struktur organisasi pengelola yang belWawasan lingkungan ha rus 

memilikl divisi pengelolaan lingkungan yang bertllnggung jawab langsung kepeda 

Pemlmpln Pengelola Kawasan. Divis! tersebut mempunyal tugas pakok dan fungsi 

pada: penanganan limbah, pelayanan kawasan, pelatihan yang terka~ dengan KIBL, 

pemberdayaan masyarakat dan slstem lnfonmasi manajemen kawasan. Dengan adanya 

divisl lingkungan maka dapet dibuat kebljakan llngkungan, ldentifikasl aspek dan 

dampak llngkungan, serta pengelolaan dampak llngkungannya. 

Peneli~an terdahulu tentang Kajlan Pengembangan Ei::oJndus/Jial Patk (kasus Kawasan 

lndustri Jababeka-llekasl) oleh Sunarjo (2007) pada salah satu kesimpulannya 
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menyatakan bahwa penerapan prinsip pengelola kawasan yang efektif termasuk dalam 

kril:l!ria yang tidak baik. Hal t:ersebut te~adi karena penerapan pengelola kawasan 

yang efekl:if belum dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan elemen·elemen 

dalam prlnsip KIBL walau pun beberapa upaya telah dilakukan. Kegiatan·kegiatan 

yang dilakukan baru sebatas pada info!1Tlasi dan belum ada tindakan yang dapat 

terukur dalam pencapaian KIBL 

Peneliti mendukung hal tersebut karena untuk mewujudkan sistem pengelolaan 

kawasan industri yang efekl:if dipel1ukan beberapa komponen penong, yaitu inreraksi 

antara Kawasan Industri, Pengelola, Industri dan pengelolaan perubahan Ungkungan 

Kawasan lndustri. Saat ini pengelola sedang berupaya mengefekl:ifkan peran dan 

fungslnya dengan lebih balk dan rerpadu. Pengelola kawasan industri sebagai ujung 

tombak pengelolaan kawasan yang dapat menggerakkan komponen yang lain. Dalam 

penerapan pengelola kawasan yang efekl:if antare lain adalah mengetahui kebutuhan 

dali setiap industri melalui pembuatan ecroatabase untuk kegiatan pertukaran limbah, 

mendukung pengembangan kondisi lingkungan masing.-masing indutri, 

menginfonmasikan sistem infonmasi di antara industri, melakukan rehabllhasl 

lnfrastruktur dan menglnregrasikan kawasan industri dengan masyarakat sekhar. 

Peran dan slkap pengelola menjadi bagian panting dalam slstem pengelolaan 

lingkungan kawasan inl !<arena dldalam sistem pengelolaan llngkungan straregi dan 

keberhasilan pengelolaan lingkungan diupayakan oleh pengelola kawasan. 

Penerapan pengelola yang efekl:if juga terrnasuk kesiapan Pengelola kawasan industri 

melaksanakan kewajlban sesual dengan PP 24/2009 tentang Kawasan Industri, yaitu 

memlliki tanggungjawab teknis sebagai berikut: 

a. Menyediakan lahan Industri Slap Pakai dan a tau Bangunan Pabrik Slap Pakai; 

b. Membuat Rencana Tapak Kawasan Industri sesuai dengan Ketentuan Pemerintah 

Daerah; 

c. Menyusun AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL); 

d. Membangun dan memelihara prasar.ma dan utilitas seperti jalan, saluran drainase, 

plpa pengumpullimbah industri 

92 

Kajian Pengelolaan..., Adinda Arimbi Saraswati, Pascasarjana UI, 2009



e. Membangun, rnengoperasikan dan rnemelihara unit pusat pengolah limbah 

f. Membuat tata tertib Kawasan lndusbi antara lain berisikan ketentuan-ketentuan 

hakfkewajiban perusahaan kawasan dan perusahaan indusbi di dalam kawasan, 

terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, pengoperasian 

fasilitas sosiaVfasilitas umum. 

Dalam hal ini pengelola Jababeka telah melaksanakan keseluruhan tanggungjawab 

teknis yang harus dipenuhinya dalam mewujudkan I<IBL. 

Berdasarkan fungsi pengelolaan 1<1, sbuktur organisasi pada perangkat pengelolaan 

kawasan PT JI yang dimiliki adalah: 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 

Tabel7. K<lmponen FungsJ Pengelola KIBL yang dlmlllkl Pengelola 
dalam struktur organiSasl PT. JI 

Fungs! Pengelola KIBL Pengelola PT .Jt 
Divisi penaetolaan Limbah " DMsi pelayanan kawasan v 
Dlvilli pelatihan yang -~ dengan KIBL v -- ---
D!vlsi Pemberdayaan masyarakat • --Dlvisi Sistcm lnformasi Manaiemen Kawasan v 
SUmber Daya Manusla yang ahli dib!dang pengelolaan limbab " Somber Daya Manusia yang ahli dbidang pemberdayaan 
masvarakat v 
Sumber Daya Manusla xang ahli dibidang sistem inforrnasi • 
Program Tahunan di bidang pengelolaan Ungkungan, pelayanan 
kawasan, pemberdayaan masyarakatdan pengembangan slstem 
inform.asi . • 
Persvara!ao rekrurtmen indusbi • 
Media komunikasl reguler an tar perusahaan didafam Kl maupun 
antara penge!ola Kl dencaan oerusahaan didafam kawasan • 
me!atrukan pengelo!aan lingk.ungan densan lnsfitusl nasional dan 
lotemasional • -Ecodatabase un1uk mendukung pelaksana-an by product exchange 

. 
(Data pnmer, 2009) 

Tabel 7 menunjukkan bahwa pengelola KI Ieiah memiliki 12 (duabelas) komponen 

Fungsi Pengelola I<IBL dalam sbuktur organisasi PT .Jl. Perangkat pengelolaan yang 

telah dimiliki tersebut menyatakan bahwa PT. Jl selaku pengelola telah mengarah pada 

sbuktur organisasi yang berwawasan lingkungan. Pembuatan B::odatabase atau basis 
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data yang berl<aitan dengan lingkungan yang dimiliki tiap industri untuk mendukung 

pelaksanaan pertukaran produk (by product exc/1ange) belum dapat dilaksanakan 

secara bert<esinambungan karena masih belum adanya keterbukaan di antara industli. 

Berbagai tlpe industli dalam Kl berkaitan dengan sistem sirl<ulasi bahan baku dan 

pengelolaan bahan buangan yang terjadi didalam Kl belum diinformaslkan secara 

terbuka oleh maslng-masing industri. Pengelola telah memiliki dokumen proses dan 

tiap industri, namun dokumen teo;ebut bersifat sangat tertutup sehingga tidak dapat 

dimanfaatkan secara luas oleh lndustri lain yang membutuhkan. Bila membutuhkan 

informasi data tersebut, industri hanya dapat berhubungan langsung dengan pihak 

lndustli dan atau berhubungan dengan pengelola. Data tersebut saat ini hanya 

digunakan pengelola untuk mengonll'OI proses dan kemungkinan limbah yang akan 

dikeluarl<an industri. Dalam ecoda/Ebase rersebut lndustli mencantumkan pula upaya 

efislensi yang relah dllakukan masing-masing industli. Pengelola kawasan saat ini 

hanya melakukan monltonng dan evaluasi rerhadap proses produksi dan pembuangan 

limbah. Pengelola masih belum mempunyai program-program yang berl<aitan dengan 

hal tersebut, yaitu Program pertukaran produk (product exr:hange) dan Program 

pertukaran llmbah (waste exchange), termasuk didalamnya database dan masing

masing industri. 

FASIUTAS 2 

~ --+ DAIAM . . i . 
KAWASAN . 

0 .... ! ... 
~ 

~ z 
ft - INDUSTRI ::> __ .. 

i SEBAGAI -· . USER/TENANT 

I LINGKUNGAN I 

.,__... Mempengaruhl 

---tto- Mengatur keberadaan 

---+ Terikatolehadanya 

Gambar 38. Komponeo SiStem Pengelolaan Kawasan Induslri 
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Pengelola menjadi baglan yang panting dari sebuah slsrem pengelolaan !<arena dengan 

SDM yang mempunyal pandangan, pemahaman dan pema~an mengenal lingkungan 

yang balk maka kondisl lingkungan menjadi balk pula. Sebuah pandangan, 

pemahaman dan perhaban temadap llngkungan yang dapat disebut sebagai sebuah 

persepsl seseorang terhadap lingkungan memban pengaruh terhadap proses 

pengambilan keputusan untuk menga1asi masalah lingkungan. Hal lnllah yang menjadl 

dasar dari sebuah kebemasilan pengelolaan lingkungan bila ditangan SDM yang tepat 

Daiam suatu kegiatan pengeloiaan, pengeloia melakukan koordinasl semua sumber 

daya melalui proses perencanaan, pengorganlsasian, penetapan tenaga ke<ja, 

pengarahan dan pengawasan untuk mencapal tujuan tertentu. Pektor kepennlmplnan 

memegang peran sangat penting, sehlngga kepemlmplnan lnl dianggap sebagal inti 

dari sebuah pengelolaan. Prinsip pengelolaan dalam industri adalah merupakan proses 

pelaksanaan kegiatan yang dldalamnya mencakup perencanaan pengorganlsasian, 

penyusunan, pengarahan dan pengawasan atau yang biasa dlsebut Planning, 

Organizing, Actuating, dan Contml/ing (POAC). 

a. Perencanaan (Planning) adalah perhltungan dan penentuan tentang apa yang 

akan dijelaskan di dalam rangka mencapal suatu tujuan (objeCtive) lertentu 

darl suatu organisasi at:lu perusahaan, dimana, bi!amana, oleh siapa dan 

bagalmana tall! ca"' yang haru dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

b. Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu tindakan yang dllakukan untuk 

memikirkan, memperhitungkan dan menyedialom segaia sesuatunya untuk 

membuka suatu kemungkinan, agar rencana yang telah dltentukan sebelumnya 

dapat dllaksanakan dan diselenggarakan dengan balk. 

c. Pelaksanaan (Actuatifi!IJ adalah fungsl manajemen yang merupakan 

penggabungan darl beberapa fungsi manajemen lain yang berhubungan erat 

satu sama lain, sehingga pelaksanaan biasanya dijalankan setelah adanya 

perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan diwujudkan dalam bentuK 

lima Keglatan yaitu: (1). Communicating (komunikasi); (2). leading 

(kepennimplnan); (3). 0/tecling (penga~Ghan/penjelasan); (4). Motivating 

(memotlvasl); (S).fiilc/Utaling(penyediaan sarana dan kemudahan) 
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d. Pengawasan (Controlling) adalah keseluruhan kegiatan yang membandlngkan 

atau mengukur ape yang sedang alilu sudah d~aksanakan dengan kritelia, 

nonma-nonna, standar atau rencana-rencana yang !lllah ditetapkan 

sebelumnya. 

Pengelola KI sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungan membeci suatu 

t3nggungjawab yang berlaku dalam kawasan bagi industrHndustri yang ada 

didalamnya. Selain itu Pengelola KI juga mengatur keberodaan fasllitas dalam KI 

tennasuk penyediaan dan beke~a atau tidaknya fasilitas tersebut. 

Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, kawasan industri 

hatus memiliki Peraturan Tata Tertib Kawasan Industri (estate ll'!{fufation) yang hanya 

berlaku di dalam kawasan yang mengatur hak dan kewajiban Pengelola Kawasan 

Industri dan Perusahaan Industri. Dikeluarkannya sebuah Peraturan atau tata tertlb 

dalam Kawasan (Estate Regufation) digunakan sebagai landasan dalam mengelola 

kawasan industri yang hanus dipatuhi oleh pengguna dalam kawasan dan memiliki 

sanksi hukum bila dilanggar. Tata tertib kawasan industri ditetapkan olefl penge/o/a 

mengatur hak dan kewajiban penusahaan kawasan industri sebagai pengguna (tJSer 

a/iJu tenant), penusahaan penge/ola kawasan industri dan perusahaan industri lain 

yang mempunyal kaitan dengan kawasan industri. Dalam tata tertib kawasan lndustri 

antara lain mencakup kerenwan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup sesual has!/ stud! Analisis Dampak Ungkungan (ANDAL), Rencana 

Pengelo/aan Ungkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Adapun 

ha~hal yang diatur dalam t3ta rertib kawasan industri tersebut mellpuo: 
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2. Peroturon yang berkaitan dengan tarif 

Yaltu menetapkan lilrif penggunaan jasa pelayanan sarana dan prosarana yang 

disediakan oleh pengelo/a kawasan industri, seperti !PAL, Pengo/ahan Air Baku, 
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listrik, dan jalan. Dilihat dart besamya tarif, pengelola telah membertakukan 

tariff yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan dapat 

memberikan keuntungan bisnis yang memadai begi keberlanjulan bisnis 

pengelola. 

3. Peraturan yang berkai1an dengan sarana dan prasarana 

Menjelaskan benlang jenis sarana dan prasarana yang tersedia, kapasi1as, serta 

hak dan kewajlban pengelola kawasan dan perusahaan industri dalam 

pelayanan, pemanfaatan, dan pemellharaannya. 

4. Peraturan bangunan 

6erisl peraturan tentang kellentuan bangunan lndustri seperti Garis sempadan 

Bangunan, Koelisien Dasar Bangunan (KDB), l<llefisien Lantai Bangunan {KI.B), 

Koefisien Dasar Hijau (KDH), bangunan pagar dan bak sampah. 

5. Peraturan hak dan l<ewajlban industri dalam pengelolaan lingkungan kawasan. 

Mengatur hak dan kewajiban lndustri dalam pengelolaan keberslhan/ 

persampahan, pembuangan air limbah, dan emisi gas buang. 

PT. Jababeka lnfrastruktur telah mengeluarkan peraturan yang lengkap dan 

menyeluruh, namun blla masih ada penllaian yang menyatakan bahwa lndustri yang 

berada dalam satu kawasan belum memenuhi kaidah pengelolaan lingkungan, hal 

tersebut dapat bersumber dari berl>agai plhak, yaitu: 

1. Pihak industri yang tidak memilikl kepedullan terhadap lingkungan. Jenis 

lndustri tersebut terdirl dari dua (2) kategori yaitu lndustri memlllki kajian 

llngkungan seperti AMDAL atau UK!JUPL (Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan) tetapl hanya dilaksanakan setelah mempemleh izln 

operas! selanjutnya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dicantumkan 

dalam dol<umen tldak dllaksanakan. Kategori berikutnya adalah industri yang 

sama sekali tidak memlliki dokumen kajian lingkungan, yang dlsebabkan karena 

ketldakkoosistenan pemerintah dalam pembertan izin. 

2. Lemahnya pengawasan darl Pemerintah. Setiap indusbrt yang !Eiah memilikl 

dokumen rencana pengelolaan dan pemanlauan lingkungan, pelaksanaannya 

haiUS temp dipantau pemertntah. Sedangkan industri yang tidak memilild 
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dokumen harus difasllltilsl dan dibina untuk melakukan audit lingkungan yang 

mengarah pada pengelolaan lingkungan atas kegiatln yang dllakukan. 

3. Pengelola tidak dapat memberi sanksi pada lndustri yang melanggar dan hanya 

mefakukan pemantauan dan membantu proses penzinan yang dibutuhkan 

industri. 

Dengan pemyataan rersebut di atls maka sudah seharusnya pengelola retap 

be!kolaborasi dengan pemerintah dalam menegakkan peraturan dan pelaksanaan 

pengelofaan lingkungan t:ersebut. Seperti halnya dalam kegiat:an pengelolaan air 

limbah, pengelola selaku ai<IDr ut:ama dalam pengelolaan llngkungan kawasan sudah 

menyedlakan infrastruktur pengolahan air limbah dan persyarat:annya, namun blla 

industri tidak melakukan, pengelola tldak dapat memberi sanksl dan at:au menutup 

industri tersebut. Seat inl sesuai hasll pengamatan, kewajlban pengelola hanya sebat:as 

mengingatkan saja unbJk pengelolaan limbah, pemberian sanksl tidak leblh dari hanya 

sebatas pemberian beban biaya tambahan jika terjadl pelanggaran, menubJp 

pemberian suplai air dan tidak menenma air limbah industri tersebut Dalam hal inl 

seperti contnhnya pada terbillm Jababeka Infrastruktur Newsfettl!r, edisi Aprii·Juni 

2009, pengelola memuat mengenai artikel Dokumen Pengelolaan dan Pemant:auan 

Ungkungan Hidup (DPPL), yang terbJiis bahwa pelaksanaan mekanisme DPPL akan 

berakhir pada t:anggal 25 September 2009, pengelola mengingatkan agar sebaiknya 

bagi pelaku kegiat:an atau usaha yang belum mempunyai dokumen lingkungan segera 

mengajukan untuk mendapatkan rekomendasl dan l<ementelian Negara Ungkungan 

Hid up sebagal kegiat:an yang wajib DPPL Bagi kegiatan alau usaha yang berada dalam 

kawasan industri cukup dengan membelikan data-<lata yang dlperiukan kepada 

peogelola kawasan industri, selanjutnya melalui Badan Pengelola Ungkungan Hldup 

Daerah (BPLHD) Kabupaten Bekasi akan dlteruskan ke BPLHD Propinsi Jawa Barat 

untuk dlajukan kepada l<ementelian Negara Ungkungan Hidup. Dalam informasi dan 

himbauan tersebut, pengelola juga menyebutkan bahwa setelah berakhimya masa 

betlaku peraturan tent:ang DPPL, kemungklnan besar pemenntah akan menerbltkan 

perabJran baru terkalt sanksl tegas bagi usaha at:au kegiat:an yang wajlb menyusun 

dokumen lingkungan yang telah beroperasi tetapi belum mempunyai dokumen 

98 

Kajian Pengelolaan..., Adinda Arimbi Saraswati, Pascasarjana UI, 2009



llngkungan, sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan 

rekomendasi sebagai kegiatan yang wajib DPPL 

Pemerintah dalam ·hal lni BPLHD adalah lnstansl yang wajib memberi sanksi pada 

industri yang melanggar betas baku mutu pengelolaan llmbah. Lemahnya pengawasan 

dari pemenntah sehlngga kejadlan yang dianggap sebagai pelanggaran lingkungan 

tidak diabaikan. Kelemahan pola pengalllran dan pengawasan dalam manajemen 

lingkungan di Indonesia secara umum meliputi tiga hal, yaitu lemah dalam mendellek.si 

pelanggaran, tidak responSif rerhadap IE!jadinya pelanggaran dan pemberian sank.si 

yang tidak memadai. 

Dalam sistem pengelolaan yang berkaitan deogan inrerak.si an!llr perusahaan industri, 

pengelola melakukan interaksl dan komunikasi antar pengelola dengan industri dan 

lndustri dengan industri lain yang berada dalam kawasan dalam bentuk perremuan

perremuan. Keglallln tersebut dUakukan secara berkala mauPun yang sifatnya 

lnsldentll hanya pada saat-saat terdapat masalah yang harus dibahas bersama. Selain 

melalui forum perremuan yang disebut Ecoforum, komunlkasi juga dilakukan melalui 

penyebaran news letter. Namun demiklan, forum-forum komunikasi yang lEiah 

dilakukan belum membahas kemungkinan melakukan perb.Jkaran produk samping dan 

perb.Jkaran inronnasi tentang aspek-aspek produksi bersih an!Dr industri. 

Dalam slstem pengelolaan yang berkaitan dengan Integrasi Masyarakat, secara umum 

dapat dlkatakan bahwa pengelola kawasan lndustri sudah benntegmsi dengan 

masyarakat di sekitarnya secam optimal. Beberapa bentuk integmsi dengan 

masyamkat yang dapat dlidentiflkasl adalah: 

1. Tersedianya akses bagi masyarakat di sekitar kawasan untuk menggunakan 

prasamna rerrentu yang berada di dalam kawasan, terutama jalan. 

2. Tersedianya kesempatnn ke~a bagi masyamkat setempat sebagal renaga kerja 

kawasan dan dl perusahaan-perusahaan yang bemda dl de lam kawasan 
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3. Difasilitasinya kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat yang berl<aitan 

dengan kegia!an kawasan, seperti usaha transportasi ojek, usaha daur ulang 

dan guna ulang1 dan usaha warung makanan-minuman. 

4. Penyadiaan fasilitas umum bag I masyarakat di luar kawasan, seperti sekolah, 

tempat ibadah, jaian, ser1a melakukan bak:ti sosial pada saat-saat tertEntu. 

5. lntagrasi dengan masyarakat yang telah dilakukan tersebut masih bersifat ad 

hoc, umumnya belum terencana dan belum mempertimbangkan kebutuhan 

jangka panjang masyarakat setempat. 

Berdasarl<an penelusuran peda sistem organisasi pengelola kawasan indusbi Jababeka 

dikaitl<an dengan teori-teori yang mendasari terciptanya KIBL, maka hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Pengelola telah melaksanal<an kaseluruhan tanggungjawab teknis yang harus 

dipenuhi dalam mewujudkan KIBL 

2. Perangkat pangelolaan yang telah dimiliki menya!akan bahwa pengelola telah 

mengarah pada struktur organisasi yang berwawasan lingkungan 

3. Si.Stem organisasi yang telah dlbuat dijalankan sebagai bentuk mnggungjawab 

pengelola mengatasl masalah lingkungan yang ada dalam kawasannya. 

4.5 Upaya Pugelolaan Lingkungan 

Pengelolaan lingkungan adalah seluruh aspek kagiatan yang terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasl, pengawasan, pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan. 

Upeya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pengelola KI adalah menjaga agar 

kualitas llngkungan dalam kawasan industri tetap terjaga dan tldak terjadl degradasl 

kualitas lingkungan, yaltu penurunan secara kualltas maupun kuantlt.s kondlsl 

lingkungan, baik yang be:rupa kondisi tmah, air, udara, flora, fauna dan somber daya 

alam lainnya beserta mahl<luk hidup didalamnya. Dalam kailannya dengan 

pengelolaan lingkungan, pada awal akan beroperasinya kawasan lndustri ini PT. Jl 

melakukan kewajll!annya selaku pengelolaan kawasan lndustrl yaltu dengan rnembuat 

AMDAL Kawasan Industri. Sepertl halnya dengan Amdal KI yang lain, dalam Amdal KI 

PT .Jl menghasilkan dokumen-dokumen sebagai belikut: 
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1. Kerangka Acuan (KA) ANDAL, yang memuat lingkllp stud! ANDAL yang 

dihasilkan dan proses palingkupan. 

2. Anallsis Dampak Ungkllngan (ANDAL), yang merupakan inti studi AMDAL. 

ANDAL memuat pembahasan yang nnci dan mendalam tl!ntang studi 

terhadap dampak panting kegiatan yang dlusulkan. 

3. Rencana Pengelolaan Ungkllngan (RKL), yang memuat usaha·usaha yang 

harus dilakukan untuk mitigasl setiap dampak lingkungan dari keglatan yang 

diusulkan. 

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang memuat rencana pamantauan 

dampak lingkllngan yang akan timbul. 

RKL dan RPL merupakan persyaratan manda!Dty menurut PP 51/1993, sebagai bagian 

kelengkapan dokumen AMDAL bag! kegiatan wajib AMDAL. Surat Keputusan AMDAL 

yang telah disetujui adalah: 

1. AMDAL Kawasan lndustli Cikarang Tahap l No. 434(Sl/VI/1991 (ANDAL) dan 

70/Sl/U(1992 (RKL & RPL) 

2. RKL & RPL Perluasan kawasan lndusbi Cikarang Tahap I No.99/M/l/1994 

3. AMDAL Kawasan Indusbi Cikarang Tahap II No.1506/MPP(10/1997 

4. AMDAL Perumahan dan Lapangan Golf No.660/4265/BKLH 

ljin yang dimiliki pangelola terka~ dengan AMDAL adalah ijin pambuangan limbah cair, 

ijin pangolahan limbah cair dan ijin penyimpanan sementarn limbah B3. 

Unwk masalah kepedulian terihadap lingkungan dalam hal pengolahan air limbah 

Pengelola menganut program 3R yaitU Redi.I!:X'} Recyr:te, RetJSe (mengurangi, mendaur 

ulang, memakai kembali) dalam mengatasi air limbah yang merupakan salah satu 

fokus dalam mengurangi dampak negatiil dan pembuangan yang dihasilkan oleh 

indusbi. 5ejak lahun 1989, 2 (dua) unit InslalaSi Pengolahan Air Umbah (!PAL) 

Pengelola telah melakllkan pengolahan air llmbah dengan debit rata-rata 4,54,8 juta 

m3 setiap tahun. Unit !PAL tersebut telah sesuai dengan standar baku mutu 

lingkungan berdasarkan SK Gubemur Jabar No.6/1999 dan Kep.Men.Ungkungan Hid up 
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No.3/1998. Pembuangan yang dihasilkan menjadi bahan baku yang dikirim ke lndustri

lndustri semen yang dapat digunakan sebagal bahan alrematif, sedangkan hasil 

pengolahan yang berupa air didistribusikan ke sawah-sawah masya!ilkat sekitar 

sebagai irigas1. 

Pengelola telah menetapkan strukbJr Ofljanisasl di bawah bidang WTI' yaitu 

monitoring atau pemantauan llngkungan hidup yang bert.ugas untuk melaksanakan 

pemantauan air limbah industri, pemantauan bahan berbahaya dan be!ilcun (limbah 

B3), kualitas udara ambien, pengelolaan sampah, implementasi AMDAL di tingkat 

lndustri maupun ditingkat pengelolaan kawasan industri serta perumahan. Selain hal 

tersebut dl atas pengelola juga mendlrikan laboratorium lingkungan pada tahun 1993 

untuk mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan sepenuhnya. Laboratorium 

llngkungan rersebut Ieiah mendapatkan akreditas1 dan Kom~e Akreditasi Nasional 

(KAN) pada tahun 2005, sehingga hasU analisisnya diakul dalam wilayah Asla..Pasifik. 

Banyak industri yang melakukan pengelolaan llngkungan dengan balk karena dorongan 

bisnis, dan hal ini merupakan sesuatu yang positif bagi llngkungan. Program PenUaian 

Pelingkat Kine~a Perusahaan dalam Pengelolaan Ungkungan Hidup, yang disingkat 

PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ungkungen 

Hidup (KLH) untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup melalui inslrumen informasi. Prinslp dasar dan pelaksanaan Program Penftalan 

Pelingkat Kinerja Perusahaan atau PROPER adalah mendorong penaatan perusahaan 

dalam pengelolaan lingkungan melalul instrumen lnsentif dan disinsentif. lnsentif 

dalam bentuk penyebarluasan kepada publik tentang reputasi atau citra balk bagl 

perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang balk. Disinsentil 

dalam bentuk penyebarluasan reputasl atau citra buruk bagi perusahaan yang 

mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak balk. Sistem pelingkat kine~ 

PROPER mencakupl pemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) peringkat wama yang 

mencennlnkan kine~ pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, yaitu emas, hijau, 

biru, merah dan hU.m. Perusahaan berperingkat merah dan hitam merupakan 

perusahaan yang belum taat, perusahaan berperingkat biro adalah perusahaan yang 
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taat, sedangkan perusahaan hijau dan emas adalah perusahaan yang pengelolaan 

lingkungan lebih dali yang dipersyaralkan. Peraturan Perundangan yang mengatur 

tentang PROPER. adalah KepMen LH Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penllaian 

Pertngkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan ungkungan Hidup. Dan haSil 

penilaian PROPER, l<awasan Industrl PT. JI memperoleh peringkat Biru, yang 

menunjukkan kapatuhan minimal penusahaan temadap regulasi, sama halnya dengan 

PT Lippa Cikarang dan PT. East Jakarta Industrial Park yang beriokasi dl Bekasl, Jawa 

Barot becseberongan dengan lokasi PT. JI juga memperoleh peringkat biru. 

Pengelolaan suatu kawasan lndustri tldak 1>!11epes dan Peraturan atau Tala tertib 

kawasan yang dalam kegiallln l<awasan industri dlsebut E:sfBte RegulatiOn. Hal 

tersebut bertuang dalam SK Menteri Pelindustrian Nomor: 26/M/SK/l/1992 yang 

mengatur rentang Tala cara Pembelian !zin Tetap Parsial dan Penyelenggarnan Tata 

Tertib Kawasan lndustri, yang didalam belisi pengertian lata l!!rtib kawasan industrl 

(BfBte Regulation) yaitu ketentuan-kettlntuan yang hanus ditaati oleh penusahaan 

lndustri dl dalam kawasan industri dalam melaksanakan keglatan usahanya 

berdasarkan Peraturan Perundangan yang beriaku. Di dalam bab ni pasal 3, mengenal 

penyelenggaraan tata l!!rtlb kawasan industrl disebutkan bahwa tata rertlb kawasan 

lndustrl disusun berdasarkan pada peraturan penundangao yang berkaitan dengan 

pembaogunan dan pengusahaan kawasan industri, pembangunan dan pengoperasian 

lndustri di dalam kawasan industri serta pengelolaan lingkUngan hldup, semua 

rekomendasi l!i!ntang pengelolaan llngkungan dna pengendallan dampak yang 

l!i!rcanwm dalam RKI./RPL serta rencana pengembangan perusahaan kawasan lndustri. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa pentlng tata rertlb kawasan diber!akukan dan dipatuhl 

seluruh industri yang ada dalam kawasan tecsebut agar pengelolaan lingkungan dapat 

dilaksanakan dengan balk. rata l!!rtlb Kawasan Industli (BfBte Regulation) 

merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pengelola dan dapat berfungsi 

sebagai salah satu upaya hukum yang mengikat anlara pengelola dan industri (sebagal 

tenantatau t1set') untuk mewujudl<an tujuan pengelolaan llngkungan hidup khususnya 

keglatan pengembangan dan pembangunan kawasan lndustri. 
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Perangkat dalam Pengelolaan Ungkungan untuk mencegah penurunan daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam UU 30/2009, instrumen atau 

perangkat pengelolaan vang dimaksudkan adalah: 

1. perangkat yang berslfat pteem/if; berupa tindakan vang dilakukan pada 

tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan seperti penataan ruang dan 

analisls dampak lingkungan. 

2. perangkat yang bersifat preven/if; rnencakup berbagai tindakan pada tingkat 

peraksanaanr evaluasi berbagai instrumen ek:onomi (pajak, retribusi, izfn, dana 

pelest:arian, dan sebagainya), dan penataan baku mutu limbah. 

3. perangkat yang bersifat pFOilktif mencakup berbagai tindakan pada tingkat 

produksi dengan rnenerapkan standan:lisasi lingkungan hidup seperti ISO 

14000. 

Dalam tata tertib kawasan industri yang dikeluarkan PT Jl dijelaskan bahwa tata tertib 

kawasan industri adalah perab.Jran yang d-pkan oleh perusahaan pengelola 

kawasan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan pengelola kawasan industri 

dan perusahaan dalarn pengelolaan dan pemanfaalan kawasan industri (sesuai dengan 

pasal 1 ayat 11 KepMen Perindustrian dan Perdagangan No. 50/MPP/Kep/2/1997). 

Demikian pula halnva dengan PP No 24 Tahun 2009 mewajibkan KI rnernUil<i Tata 

Tertib KI yang dldalamnya paling sedikit rnemuat informasi rnengenai: 
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a. Hak dan kewajlban masing-masing pihak 

b. Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup sesuai hasll studi Analisis Dampak Ungkungan, Rencana Pengelolaan 

Ungkungan dan Rencana Pemantauan Ungkungan. 

c. Ketentuan peratllran perundang-undangan yang terkait 

d. Ketentuan lain yang d-pkan oleh pengelola Kl. 
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Tabe3 8, Komponen yang ada dalam Tala Tertib Kawasan Industrl 

(Sumber: l'f JI, 2009) 

Apablla pengelola kawasan industri dan pengusaha industri yang berlokasi dalam 

l<awasan menghendaki usahanya dapat be~alan dalam waktu yang panjang dan terus 

berlanjut, mal<a upaya yang dapat dilakul<an adalah mematuhi kelllntuan hukum yang 

ada termasuk pelaksanaan tata tertib l<awasan lndustri dan pelaksanaan AMDAL 

i<awasan industri yang ada. Dalam tata tertib l<awasan industri, Peratu.an Pemerintah 

yang diacu adalah sebagai berikut, seperti tercanll.lm dalam Tabel 9 di bawah ini. 

Tabel9. Peraturan Pemerintah vana ada dalam Tata Tertib KI 

No. Komponen Pemturan Pemerintah 

1. Pencemaran Uda.a Kep.-50/MENlH/11/1996, SK GubJawa Barat 
teanrt darl emiSil No. 660.31/SK-69'1/BKPMD/82, Kep.-
kebauan dan getaran 49/MENLH/11/1996 

Kebisingan SK GubJawa Barat No. 660.31/SK-
2. 694/BKPMD/82 

3. UKl dan UPL SK Men.Pelindag RI No. 50/MPP/Kep/2/1997 

4. Penge!Oiaan Umbah PP No,l8 Tahun 1999, No.85 Tahun 1999 
Bahan Beracun dan Tentang Pengelolaan Umbah 83 
Berbahava (B3) 

5. Ke.selamatan dan UU Klaselamatln Kelja No.1 Tahun 1970 
Kesehatan Kelja (K3) 

·-.. 
(Sumber: PT J!, 2009) 
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Kegiatan penge!olaan kawasan industri meliputi kegiatan pengoperasian dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang Kl, termasuk kegiatm pelayanan jasa 

bagi perusahaan di dalam KI. Pengelola I'T Jl mengeluarl<an tata tertib kawasan yang 

antara lain mencakup hal-hal seperti yang ada dalam TabellO. 

TabellO. Komponen dengan 

hutan I daerah 

Berdasarl<an TabellO temyata dan keempatllelas (14) komponen KIBL, hanya tiQa (3) 

komponen yang tidak diusahakan oleh pengelola kawasan karena bersifat internal 

pada lndustri. Ketlga komponen tersebut adalah penerapan produksi bersih pada 

lndustri dalam kawasan, pengolahan limbah (IPAL) indiVidual pada industri dan 

pertukaran limbah antar industri dalam kawasan. Ketlga komponen tersebut saat ini 

masih sulit dilakukan pengelola karena pengelola menyerahkan langsung wewenang 

produksi pada masing-masing industri. Pengelola hanya bersifat memantau dan 

mengevaluasi limbah yang dihasilkan indusbi terseout. Dengan demikian maka 

kasebelas komponen KIBL lainnya telah dlpenuhi oleh pengelola dalam rangka 

mewujudkan KIBL. Pemenuhan kesebelas komponen tersebut berdasarl<an teori-teori 
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yang telah diuralkan dalam bab ten:lahulu menyatakan bahwa konsep KIBL telah 

terpenuhi ben:lasarl<an teart bahwa unlllk menciptakan kawasan industri dengan 

konsep K!6L adalah dengan menyiapkan l:l.!juh aspek yang didalamnya terl<andung 

dan pemenuhan kesebelas komponen tersebut Pemenuhan kesebelas (ll) kompcnen 

tersebut menunjukkan bahwa peran pengelola II!Jah mengarah pada KIBL. 

Hasil eksplorasl mengenai keglallln pengelolaan kawasan industri juga terus dilakukan 

guna mengetahul hamballln yang dlhadapl pengelola dan prosedur dalam pengelolaan 

kawasan industri dengan menggunakan lllbel matrll<s pengelolaan KI. Tabel matrll<s 

tersebut berisi beberapa komponen yang berl<aitan dengan peogelolaan KI. Tabel 

Matn1<s pengelolaan K! dapat dilihat pada Tabel 11, yang secara jelas menylmpulkan 

prosedur komponen yang telah dilakukan oleh pengelola. Prosedur pengelolaan K! 

digunakan peneliti untuk mengungkap hal-hal yang belum dikelllhul secara deol karena 

keterbatasan dokumen yang diperoleh. Penelusuran prosedur pengelolaan Kl dikaitkan 

dengan Tala Tertib yang dlkeluarl<an pengelola lnl dapat melihat hal yang telah 

dilaksanaka n mau pun yang tidal</belum dilaksanakan pengelola. 

No 

1. 

·-

2. 

3. 

Tabelll. Matriks Prosedur Komponen Pengelolaan KI dikaitkan dengen Esli1te 
Regulation KI 

. .. 
Eslaie 

KOMPONEN OALAM PENGELOLAAN Kl Regulation 
Melaksanakan Pengeiolaan Ungkungan dan limbah serta by product 
exch~ge serta tangg~p darurat ·-a, Mcmiliti sub dtvisi& program pengelolaan lin9kungan ~-b. Menliliki sub div'is.i& program bY product eXChange 

a. Memilikisub dMsi& program pengelolaan lfmbah v 
b. MemDikisub dMsi dan program penanganan tanggap darurat ' Memiliki sistem emergency response I slstem mitigasi bencana dan 
sfstem keamanan dalam kawasan 
a. bita te~adi banjir, gempa -1 
b. Oisedfakan area pertindungan dala:m kawasan . 
c. adanya pl'oteksi pelaksana kesetamatan kerja . 
d. P~nciptaan lingkungan ke~ yg sehat ·--- v 
e. keselamatan: penanganan kecelakaan kerja, kebakaran, kebocoran -1 kimta 
I. keaman:an lingkungan : patroli lingkungan, petugas keamanao v 

Meliksanakan pengembangan masyarakat (community development) 
a. Memiliki diVisl community development v 
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Tabelllf~ 
b. 1 Ker;a. -1 

• 
c. 'I 1umum -1 
d. i dari 1 . 
•• v 

'4. I 
a~divil 1 dan~ . 
b. program ~an. 

< ~ bOgi pengelola perusahaan~ 

5. v 
a~ iUmumdan v 

1 
I dan -1 

I Kll 

~ 
1 dan -1 

6. 1dan. 
1KIBL 

~ ~ v 

sesuaidenganrencanad8n -1 

~ 1 unru• • 1 yang . 
d. :.!"."9 v 

v 
7. ' 8. 

~~ 
I dari 

;-

gi 

c. 
d . 

•• 
f. 1 padat 
g. 1 green belli rhijau i 

Keterangan: ". --tidak melaksanakan (sumber data primer, 2009) 
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Unruk melakukan upaya pengelolaan Kawasan Industri menuju kawasan lndustri yang 

berwawasan lingkungan, maka pengelola melakukan bebempa teknis pelaksanaan 

pengelolaan yaitu: 

1. Melaksanakan Pengelolaan Llngkungan dan Umbah, hal yang dilakukan adalah 

meliputi: 

a. Pengelola relah memilikl sub dMsl program pengelolaan llngkungan, 

pengelolaan limbah dan penanganan tanggap darurat. Untuk program 

pertukaran limbah (product exchal7g{!J belum ada. 

b. Kl!tika industri tidak melakukan pengelolaan limbahnya maka pengelola 

mengingatkan aturan yang rerdapat dalam tata tertib kawasan bahwa tiap 6 

bulan sekali industrl memberi laporan terpusat kepada pengelola 

(Environmental Moni/:odng Depattemen[). Untuk upaya inl tidak semua industri 

merespon pemberian laporan pengelolaan llmbah kepada pengelola karena 

maslng-masing lndustrl sudah melakukan dan mempunyal sistem sel1ll 

mekanisme pengelolaan limbah oorsendlri dan terpadu. Seperti contohnya 

lndustrl Mobil Toyota, mempunyal aturan yang dikeluarkan yaitu berupa Global 

Management yang ttarus diikuti semua unit dan usaha Toyota rermasuk 

didalamnya pemasok bahan baku yang olientasi bisnisnya adalah melakukan 

pengelolaan lingkungan yang balk karena adanya tuntutan komersial. Dengan 

adanya Global Management tersebut, maka semua unit yang mendukung 

produk Toyota harus mengikuti aturan tersebut agar produknya dlpakai Toyota. 

Laporan terpusat tersebut menjadi catatan saja bagi plhak pengelola dan 

berslf.ilt Mak memberatkan lndustli bila sudah melakukan pengelolaan 

lingkungan dalam lndustrlnya. 

c. Untuk program pertukaran limbah (by product e>r:hange}, pengelola tidak 

mengatur mekanlsmenya secara lind, karena keglatan lni sudah dllakukan oleh 

masing-masing industrl (berslf.ilt internal perusahaan industrl). 

d. Program pengelolaan llmbah, sebagai salah satu syarat dalam Peraturan 

Perundangan dalam pengembangan Kl dlupayakan oleh PT. J!. Pengelolaan 

llmbah yang diusahakan adalah pengelolaan air limbah rerpadu. Fasilltas yang 

ada untuk mendukung hal tersebut ada pada tiap kavellng dengan standar 
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bangunan yang sudah ada pada tlltll li!rtib kawasan. Demikian juga dengan 

fasilillls jalur air limbah yang disiapkan pengelola. Jar!ngan limbah yang 

rerdapat pada kawasan lndustr! Jababeka mencakup 1.350 industr! yang masuk 

ke dalam wilayah kawasan industr! Jababeka. Panjang pipa air berSih dan air 

limbah adalah 4Q km. Kendala dalam pengelalaan air limbah adalah bila air 

limbah yang masuk dalam pengolahan air rerpadu melewatl baku mutu. Bila 

hal tersebut terjadi make indusbi akan terkena extra charging, kemudian akan 

diberi peringatlln 1-3 kali dan kemudian jika maSih tidak mematuhi maka akan 

diberi sankSi dengan mengurangi pasokan air berslh. Bila maslh lidak 

mematuhi, maka saluran air limbah yang menuju WWTP akan ditutup dan 

dimintll untuk mengolah sendiri. 

Dalam melakukan kegiatlln pemantlluan pengelolaan air limbah, pengelola 

membentuk tim yang rerdiri atlls dua sampai tiga orang. Pemantlluan di dalam 

pabrik dilakukan pada saluran air limbah yang berada di dalam pabrik, 

sedangken pemantauan di luar pabrik, dilakukan pada salur.m air limbah yang 

bernda di luar pabrik dan drainase yang berada dl sekitar pabrik. Proses 

pemantlluan ini dilakukan sebanyak dua kall setlap bulan selama 24 jam. 

Karena ket!!rbatasan tenaga kerja yang dlmiliki, maka dan 1.350 pabrik yang 

ada hanya sekltar 800 pabrik yang dipantau. Akan tetapi, pihak Jababeka telah 

memilikl sejumlah data mengenai limbah yang dihasilkan aleh masing-maSing 

pabrik dan proses pengolahao limbah yang dihaSilkannya. Dengan demikian, 

ketika terjadi masalah pacta masukan limbah WWTP, pihak pengelola akan 

segera menghubungi dan mengecek industr! yang bersangkutlln. Untuk 

meminlmalkan kecurangan yang dllakukan industr!, maka pengambllan sampel 

dllakukan dengan menggunakan alat yang dapat bekerja selama 24 jam yaitu 

automatk: water sample. Alat ini akan mengambll sampel secara o!Dmatis 

selama 24 jam sehingga pihak lndustr! tidak dapat melakukan manipulasi pada 

limbah yang dlhasllkan. 
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e. Pemantauan limbah yang masuk ke WWTP dilakukan selama 24 jam secara 

terus menerus oleh tim pemantau yang terdiri atas 4 regu dengan anggota 

maslng-maslng regu sebanyak 2 mang/hari. Pemantauan masukan WWTP 

dllakukan pada saluran keluar WWTP. Air limbah yang masuk pada WWTP tidak 

boleh meleblhl standar baku mutu yang telah dltetapkan oleh PT. Jl. 

f. Pengolahan llmbah pada WWTP dllakukan secara terbuka. Oleh karena ltu, air 

hujan dapat digunakan untuk mengencerkan lim bah secara ala mi. Sebenamya, 

pengenceran limbah secara alami dilarang. Namun, karena air hujan tersebut 

tidak dapat dikootrol untuk pengolahan llmbah rerbuka, maka hal ini tldak 

dapat dlcegah. Adanya air hujan memberikan dampak posltif dan negatif. 

Dampak posltifnya adalah terjadinya pengenceran rerhadap air limbah. 

Sebaliknya, air hujan juga menimbulkan darnpak negatif seperti naiknya volume 

llmbah sehingga keda rotnr menjadi lebih berat. Air larian air llmbah akan 

mengalir ke saluran Cikarang Bekasi Laut. 

2. Sistem miligasi bencana dan sistem keamanan dalam kawasan 

a. Slstem etl1el{lef1CJI yang disiapkan pengelola untuk masalah kebakaran dan 

banjlr. Saat In I perlu dibuatkan SOP untuk kejadian darurat seperti gempa 

b. Untuk kejadian kebakatan masih dipenukan pemeriksaan pada tiap-tiap alat 

pemadam kebakatan, seperti hldran, tangkl air, dan peralatan pemadam 

kebakaran lainnya minimal enam bulan sekall. 

c. Pengelola menylapkan tim banjir yang terdiri alas Pengelola Kawasan lndustri, 

Masyarakat dan Industri. Dalam struktur organisasi pengelola bagian yang 

mengatur hal tersebut adalah Sub Departemen Esi1Jte Management 

d. Fasllltas yang dlsiapkan pengelola: perahu, area evakuasi, obat, sembako dan 

nomer kontak antar industri. 

e. Untuk keamanan lingkungan, pengelola menyiapkan patrol! lingkungan dan 

berkoordlnasi dengan kantor polisi setempat. 

f. MonitOring yang dilakukan pengelola yang kaltannya dengan lingkungan adalah 

tim monitOring llngkungan untuk WWTP. Prosedur yang dilakukan adalah: 
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I. tim monllolif19 mengambll sampel air llmbah dalam saluran air llmbah 

masing-masing indusbi yang akan masuk ke WWTP. 

ii. melakukan monitoring dan pemertksaan parameter kuncl {dart masing· 

maslng lndustri, pengelola telah mempunyai daft:ar parameter kuncl dan 

proses produksi). 

iii. bila melewati baku mutu air limbah yang ada maka akan diberi pertngatan, 

sanksi dan penutupan salutan pef19olahan air llmbah 

3. Pelaksanaan pengembangan masyatakat 
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Untuk mengeksplorasi persepsl masyarakat terhadap adanya KI Jababeka, peneliti 

mendapatkan infonnasi mengenai kegiatan Cotporate Social Responsibility (CSRJ, 

yaitu kegiatan tanggung jawab sosial yang dllakukan pengelola KI. Todak hanya 

menjalankan kemajuan di bidang bisnis dan indusbi, namun selaku pengelola 

Kawasan Indusbi juga melakukan keglatan yang berl<aitan dengen kemajuan 

masyatakat sekitar yailll dengan program CSR. Kemajuan yang dicapai oleh 

Kawasan Indusbi Jababeka tidak akan ada artinya jika penduduk lokal tidak ikut 

menikmatinya. Kesenjangan yang terlalu jauh antara kewasan industri dengan 

masyarakat sekitamya akan menlmbulkan suasana yang tidak konduslf dan 

bahkan l<ontra produktif. 

Uni!Jk mengurangi kesenjangan soslal antara warga Jababeka dan penduduk 

sekitar Cikaraf19, dibutuhkan suatu dewan kola, yang menupakan semacam 

pemertntahan administratif atau city COtJnct7 ya!19 dapat menjalin hubungan dan 

melayani dengan balk kebutuhan komunitas indusbi, penumahan serta masyarakat 

sekitar Cikarang. Sejak 5 November 2003, telah dibuat embrio bemama Lembaga 

Pengabdian dan Pembertlayaan Masyarakat Cikarang (LPPMC), yang tugas dan 

1\Jngsinya mirtp dewan kota di i<ota-kota besar di luar negeri. 

Sebelum LPPMC didinl<an, PT Jababeka Infrnstnuklllr membangun Community 

Development {CD). Forum ini bertujuan mengikis kesenjangan antarn pendatang 

dan masyarakat sekitar Jababeka, sekaligus wadah untuk mengembangkan 
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kawasan Okamng menjadl kota mandlri beltaraf internasional. Lembaga ini 

dibentuk untuk menjembatanl kebutuhan masyarakat dan program industri bagi 

masyarakat dan bersifat mandlri. l.angkah membentuk dewan kola mendapat 

dukungan banyak pihak, dengan tergabungnya beribagai elomen dalam organisasi 

LPPMC yaitu Bupati Bekasi, Pangdam Jaya, Wakasad, Kapolda, dan Gubennur Bank 

Indonesia yang sekaligus menjadi Dewan Pengarah LPPMC. 

Dalam slruktur lPPMC, terdapat dua direktur yang bertanggung jawab atas 

pengembangan usaha dan operasional serta kemasyarakatan/bina lingkungan. 

Masing-masing dlrektur membawahl beberapa divisi sepetti ctJS(l)mer care industri, 

cuslomer care perumahan, dana/usaha, keamanan dan SDM, humas, serta 

sekretaris/adminlstrasi. Di samplng itu, juga ada dewan audit yang dlwaklli oleh 

PT Unllever Indonesia, PT United TradDr dan Yohannes Darodjo. 

lembaga Pengabdlan dan Pemben:layaan Masyarakat Cikarang (LPPMC) Ieiah 

melakukan banyak upaya untuk mengurangl kasenjangan dengan penduduk 

sekltar, dl antaranya, memben pelatihan keda bagl penduduk setempat sekaligus 

menyalurkannya ka pabrik-pabnk di kawasan industri Jababeka. Keglatan lain, 

LPPMC membangun sarana dan prasarana umum, sepetti fasilitas pendldlkan, 

rumah lbadah, fasllitas kesehatan dan jalan umum. saat lnl harapan dan 

masyarakat serta lndustri·lndustri yang baroda dalam kawasan menginginkan 

program-program dan keberadaan LPPMC lebih disosiallsasikan. 

Pengelola Kawasan Industri Jabebeka bersinergi dengan LPPMC dalam menyusun 

progam-program LPPMC yaltu dengan melibatl<an lndustrl-industrl di kawasan 

Jababeka, sehingga keglatannya dapat menjadi program para lndustri. Untuk 

menglmplementasl program-program CSR, LPPMC secara aktif mencari masukan, 

gagasanttanggapan dali masyarakat yang tertibat khususnya dan komunitas yang 

menjadl target sehingga menciptakan kontl1busi yang tertuju secara efektif dan 

eflsien. Setelah mendapat dan menganalisis semua masukan kemudlan program 
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difokuskan kepada bldang ekonomi, pendldlkan, kesehatan, kesejahreraan sosial 

dan masalah lingkungan. 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat (community development), 

yang dllakukan industri, pengelola bake~asama dengan LPPMC (l.embaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Cikarang) dengan melakukan: 

a. pemelaan kebutuhan masyarakat sekitar 

b. pemetlan industri yang akan menyalurt<an bantuannya 

c. men!IY.lialisaslkan mapping kebutuhan masyarakat sekltar pada industli berupa 

kolaborasi pada industli 

d. melakukan pengembangan usaha kecil 

e. pemelaan pernbinaan latihan·lalihan yang dapat membandayakan masyarakat 

sekitar, yaitu berupa: 

i. penyedlaan fasilltas umum: masjld, tempat olahraga, dlgunakan oleh 

lndustri 

ii. rekruitmen pegawal dari masyarakat sekltar unillk tenaga kelja di industri 

tldak dilakukan oleh pengelola, melainkan langsung dilakukan dalam 

internal manajemen industri. 

Prestasl yang dlcapai pengelola dalam kegiatln CSR adalah penghargaan terbaik 3 

dl bldang lingkungan untuk kategort perusahaan sel<tor properti dan infi'astruktur 

dalam ajang Indonesian CSR Awa!tl 2008. Dengan keikutsertaan pengelola 

dalam kegiatan CSR pada ajang Indonesian CSR Award 2008, Jababaka sekaligus 

menyelenggarakan Jababeka CSR Awa!tl 2009. Pada kesempatan tersebut 

Jababeka CSR Award 2009 dibertkan kepada 7 (tujuh) industli, yaitu PT. 

International Paint Indonesia, PT. Matrel Indonesia, PT. S!lowa Indonesia, PT. 

United Tracoors Pandu Engineering, PT. Dae Hwa Indonesia, PT. ICI Paints 

Indonesia dan PT. Menara Terus Makmur. Pengelola mengharapkan semakln 

banyak lagl lndustli yang bersedla untuk lkut barbagi program dengan CSR 

Jababeka. Sinergi yang teljalin antara CSR Jababeka dengan lndustrt dlharapkan 

teriibat dalam program-program CSR yang ada. 
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4. Pelaksanaan Pelatihan dan Litbang yang dilakukan pengelola, dengan pelaksanaan 

teknis meliputl: 

a. Divis! pelatihan dan penelitian dan pengembangan lingkungan, pengelola 

memfasilitasi kegiatan Ecoforum yang sifall'lya membagi infonnasi ke seluruh 

lndustrHndustri yang berada dalam KI. 

b. Memfllsllitasl pengadaan keglatan seminar-seminar yang berkaitan dengan 

indus\Ti dan llngkungan dlsesuaikan dengan kebutuhan. 

c. Keglatan pelatihan dan pengembangan lnl belum dilakukan secara rutin, 

terganwng kebutuhan dan pemnintaan dan lndus\Ti. 

5. Penyediaan layanan umum berperan sebagai: 

a. uyanan umuf(l beriugas membantu penmasalahan yang ada dalam kawasan 

lndus\Ti. 

b. uyanan Umum terbagl dalam 2 (dua) dlvisi, yaitu Umum dan Humas. Dan 

baglan ini berfungsi sebagai custDmer service. 

c. CustDmer Service turun langsung ke lapangan (lndus\Ti·indust:Ji) bila ada 

pemnasalahan yang berpotensi menimbulkan konftik antara indust:ri saw 

dengan lainnya. 

d. Layanan Umum membantu menyebarkan infomnasi unbJk mendukung 

komunikasi antar indus\Ti, berupa newsletter (surat kabar Cikarang Post). 

6. Memiliki rencana pengembangan dan peraturan kawasan (Estate Regulation) yang 

mendukung te<wujudnya KIBL. Peraturan kawasan secara rul1n dlevaluasl, blla ada 

Peraturan Pemerintah baru dllerbitkan maka peraruran kawasan tersebut 

disesualkan dan diperbaharul, dan bila ada kegiatan baru yang ada dalam 

kawasan. Seperti halnya dengan peraturan kawasan Ieiah dlperbahanul tahun 

2005, karena adanya penambahan lndus\Ti, kebutuhan penambahan kapasitas 

pengolahan air limbah (kapasitas WWTP), serta pengetatan baku mutu. 

Dalam rencana pengembangan kawasan, tahapan yang telah dilakukan adalah: 
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a. Pengembangan tahap !: 

(1). Perijlnan AMDAL dlperoleh pada tahun 1989 

(2). Pada tahun tersebut molal dilakukan keglatan operaslonal pengembangan 

kawasan tahap !. Kawasan ini seluruh kavelingnya d~ujukan untuk 

keglatan lndustri. 

(3). luas kawasan pada tahap I adalah "' 570 Ha 

b. Pengembangan tahap !!: 

(1}. Pada tahun 1994- 1995 molal dilakukan keglatan operosional tahap I! 

(2). Luas kawasan tahap I! adalah ± 270 Ha, kawasan lni terdlri atas beberapa 

penggunaan seperti pemul<lman, pendldlkan dan keglatan bisnis lainnya. 

c. Pengembangan tahap lll: 

(1). Luas kawasan "' 300 ha 

(2}. Perijinan AMDAL dlperoleh tahun 1998, karena adanya masalah keruntuhan 

perekcnomlan dunla dan berdampak pada keuangan Indonesia, maka 

pelaksanaan keglalan ditunda hlngga tahun 2007 dengan melakukan revlsi 

AMDAL2007 

(3). Keglatan pengembangan t11hap Ill molal dllakukan pada tahun 2008 

d. Pengembangan tahap IV: 

Lokasl tahap IV terletak di sei<Jtar Delta Mas, Bekasl dan saat inl masih dalam 

tahap proses pembuatan perljlnan. 

Dalam peraturan kawasan juga terdapat hal yang mengab.Jr tentang sanksl 

pelanggaran dalam kawasan lndusbi, hal yang dlab.Jr adalah: 

a. Kawasan lndustri Jababeka mempunyai 1.350 lndusbi, semua lndustri 

tersebut tidak dlperbolehkan menggunakan air permukaan dan dlharuskan 

menggunakan air bersih yang berasal dan Jababeka. 

b. Semua lndusbi tersebut harus membuang air llmbahnya pada unit 

pengolahan llmbah yang ada pada Jababeka dan limbah yang dlbuang ke 
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WwrP Jababeka harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 

Jababeka. 

c. Apabila incustli·lndustri tersebut melanggar baku mutu yang telah 

ditetapkan Jababeka, maka sanksi yang akan dltertma adalah pengurangan 

debit air bersih yang dibertkan pada industri tersebut dan akan dikenakan 

biaya tambahan (e>ltla charge). 

7. Pengelolaan masalah transportasl, termasuk didaiamnya masalah pencemaran 

Udara dan kebisingan ambien dengan melakukan traffic tna/1i!gemen~ uji emisi 

dalam kawasan bap 6 bulan sekali. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pedoman 

Teknis Kawasan Industli yang dikeluarkan Departemen Perindustrian. 

8. Penyediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan 

Industri yang dikeluarkan Departemen Perindustrian. 
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5. KESIMPULAN 

5.1. Keslmpulan 

Kesimpulan dan penelitian ini adalah: 

1. Kondisi terklni Kawasan lndustri yaitu ruang terbuka hijau atau Ruang Terbuka 

Hijau, ruang berbangun dan pola sirkulasi atau akses transportlsi dalam 

kawasan industri sudah mengarah pada Kansep Disain Talll Ruang Kawasan 

lndustri Berwawasan Ungkungan. 

2. Peran, fungsi dan kine.ia pengelola KI PT Jl dalam kaitannya dengan 

pengelolaan lingkungan sudah berjalan dengan balk dan dapat dlgunakan 

sebagai acuan KIBL, termasuk didalamnya dalam hal penyedlaan komponen 

lnfrastruktur adalah sangat balk. Pengelola Kl telah memlliki 12 (duabelas) dari 

13 (tigabelas) komponen Fungsl Pengelola KIBL dalam struktllr organisasi. 

3. Identifikasi upaya pengeioia Kl untuk menjaiankan fungsi pengeiolaan 

kawasan guna mewujudkan KIBL dengan beberapa hal, yaltu: 

a. Pengelola telah mewujudkan 11 (sebelas) dari 14 (empatl:Jelas) 

komponen K!BL. Tiga (3) komponen K!BL lain yang tidak diusahakan 

oleh pengelola kawasan karena bersifat lnterna I pada industrl. 

b. Dalam slstem pengelolaan yang berkaitan dengan interaksl antar 

perusahaan industri, pengelola melakukan interaksl dan komunlkasl 

antar pengelola dengan industri dan lndustri dengan lnduslli lain yang 

berada dalam kawasan dalam bentuk pertemuan-pertemuan 

c. Dalam slstem pengelolaan yang berkaitan dengan lntegrasi Masyarakat, 

secara umum dapat dlkatakan bahwa pengelola kawasan industrl sudah 

berintegrasl dengan masyarakat di sekilarnya secara optimal. 
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5.2. Rekomendasi 

120 

Relromendasi yang dapat diberikan bagi pangelola Kawasan Industri Jababeka 

adalah: 

1. Melaksanakan restruktulisasi dalam masalah pangelolaan Hngkungan 

dengan membuat dlvisi khusus Ungkungan sehlngga pengelolaan 

Ungkungan secara mendasardalam kawasan dapat leblh terarah. 

2. Menjalankan program-program Hngkungan yang berkaitan dengan Produksl 

Berslh dan EfJSiensl Energi dengan mengintegrasi semua industli yang ada 

dalam kawasan. 
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Lampiran 1. Peraturan Perundangan Berkaltan dengan Kawasan Industri 

UNDANG UNDANG REPUBUK INDONESIA 

1. Undang·undang Nomor 5 Tllhun 1984 tentang Perindustrian 

2. Undang·undang Nomor 23 Tahun 1997 tentmg Pengelolaan Ungkungan Hldup 

3. Undang·undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Somber Daya Air 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ungkungan Hidup 

KAWASAN INDUSTR.l 

1. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan lndustri 

2. Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Nasional 

3. Keputusan Presiden Republlk Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang 

Kawasan lndustri 

4. Keputusan MenPerlndag Nomor 50/MPP/KEP/2/1997 tenlang Tala Cara 

Pembenan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan lndustri 

5. Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal1 Desember 1998, tentang Persyaratan 

Teknis Al<sesiblitas pada Bangunan Umum dan Ungkungan dan Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki. 

6. Tala Te!tlb Kawasan Jababeka Industrial Estate, www.jababeka.com. Cikarang, 

Jawa Barat, 2005 

ANAUSIS DAMPAK UNGKUNGAN/AMDAL 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak lingkungan Hid up 

Z. KepMen LH Nomor 86 Tahun 2002 tenlang Pedoman Pelaksanaan Upaya 

Pengelolaan Ungkungan Hid up dan Upaya Pemantluan lingkungan Hidup 
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3. PerMen LH Nomor 11 Tahun 2006 teniilng Jenis Usaha dan a!au Kegiaiiln yang 

Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Ungkungan Hidup 

(Pengganti KepMenLH nomor 17 Tahun 2001) 

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 

1. Peraturan Pemerlntah Nomor 82 Tahun 2001 rentang Pengelolaan Kualitas dan 

Pengendalian Pencemaran Air 

2. Keputusan Menteri Keseha!an Nomor 907 Tahun 2002 teniilng Syarat-syarat 

dan Pengawasan Kualitas Air Minum (MengganHkan PerMenkes Nomor 416 

Tahun 1990 Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air: Khusus Air Minum) 

3. KepMen LH Nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air 

Permukaan Dan Pengarnbilan Contnh Air Permukaan 

4. KepMen LH Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya 

Tampung Beban Pencemaran Air Pada SUmber Air 

5. KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 rentang Pedoman Mengenai Syarat dan 

Tata cara Pertzinan Selta Pedornan kajlan Pernbuangan Air Umbah Ke Air Atau 

Sumber Air. 

6. KepMen LH Nomor 112 Tahun 2003 rentang Baku Mutu Air Umbah Bagi Usaha 

dan Keglatan Dornestik 

7. KepMen LH Nomor 115 Tahun 2003 rentang Pedoman Penentuan Status Mutu 

Afr 

8. KepMen LH Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas KepMen LH Nomor 

Ill Tahun 2003 rentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata cara Pertzinan 

Selta Pedoman Kajian Pernbuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air 

9. KepMen LH Nomor 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Urnbah 6agi Kawasan 

Industri 

10. KepMen LH Nomor 51 Tahun 1995 renlang Baku Mutu Umbah C.ir Bagi 

Kegialan Industrt 
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PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DAN GANGGUAN 

1. Peraturan Pemertn!Bh Nomor 41 Tahun 1999 ten!Bng Pengendalian 

Pencemaran Udara 

2. KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 ten!Bng Baku Tlngkat Kebisingan 

3. KepMen LH Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tlngkat Getaran 

4. KepMen LH Nemer 50 Tahun 1996 ten!Bng Baku Tlngkat Kebauan 

5. KepMen LH Nomor 13 Tahun 1995 ten!Bng Baku Mutu Emisi Sumber T!dak 

Bergerak 

PENGEI.OLAAN UMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (83) 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengek>laan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan A!Bs 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Umbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun 

3. KepKa Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata cara dan Persyaratan 

Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 

4. KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah B3 

5. KepKa Bapedal Nemer 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan 

Umbah 93 

PROPER 

1. KepMen UH Nomor 127 Tahun 2002 tentang Pnogram Penilaian Peringkat 

Klnelja Perusahaan dalam Pengelolaan Ungkungan Hidup 
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Lampiran 2. Tabel Standar Telmis Pelayanan Minimum 

No Substansi Tel<n!S Pelavanan Ke~rangan .. 
1. Luas lahan per 0,3-5 Ha a. Ra!:a-rata lndustri manufaktur butuh Ia han 

unit usaha 1,34 Ha 
b. Perbandingan lebar:panjang 2:3 atau 1:2 

dengan Iebar minimum 18m d! luar GSB 
. Ketentuan KDB,KLBT GSJ dan GSS 

di5esuailom PeJ<!a vano be""nakutan 
2. Ulruran kavllng 2:3atau 1:2 Lebar kavling minimal diluar ketentuan GSB 

k!ri dan kanan ~dalah kellpatan 18 m. 
3. Jaringa:n jaBn a. Jalan utama 2 jalur saW arab dengan Iebar perkerasan 2x7 

m atau 1 jalur 2 arab dengan Iebar perkerasan 
minimumS m ····----

b. Jalan fin kun an 2 arah dengan Iebar perkerasan minimum 7 m 
4. Sa luran drainase Sesuai debit Ditempatkan di klrl kananjalan utama dan 

ialan linokunaan 
5. Saluran sewemge Sesuai debit Saluran tertutup yang terpisah dari saluran 

drainase 
6. Air berslh 0,55-0,75 1/dtk/l!a Air bersitl dapat bersumber d.lri PDAM maupun 

air tanah yang dlkeJola send!ri oleh pengeiO!a 
__ , __ .... KI sesuai~~ngan peraturan yang __ berBku 

7. Ustrik 0115-0,2 MVA/Ha Bersumber dari listrik PLN maupun I!Strik 
swasta 

8. Telekomunlkasi 4-5 SST/Ha Termasuk faximfle/telex, 

9. Kapasitas kerola Standar influent: 
telpon umum 1 SST/10 Ha 
Kualltas parameter imball catr yang bera(ifidi 

!PAL BOD: 4oo-600 mg/1 alas standar influent yang dite.tapkan wajlb 
COD: GOG-800 mg~ dikelola ter!eblb dahulu olell pabrik ybs 
T55: 40().800 mg/1 
oH :4-10 

----~·-

10. Tenaaa k.eria 90-110 TKtHa 
11. Kebutuhan 1,5 TK/unit hunlan Hun ian dapat berupa rumah hunian, mess atau 

hunian domitori kilrvawan 
12. Bangldtan a. Ekspor 3t5 Belum termasuk: angkutan buruh dan 

tJ:ansportas! TBJ's!Ha}bln karyawan 
b. Impor 3,0 

TBJ' 
13. Prasarana dan a. 1 bak Perkiraan limbah padat yang dihaSilkan adalah 

sarana sampab sampah/kavfing 4 m'/Ha/Hari 
(padat) b. 1 armada 

sampah/20Ha 
c. 1 unit lPS/20 Ha 

14. Kebutuhan Sesuai kebutuh:art Diperlukan adanya suatu trade centre SE'!bagal 
fclsilitas komersll dengan maksimum20% tempat untuk promosl dan pemasaran 

!uas lah:an kawasan serta produk-produk yang dihaSI!kan 
dl daiam kawasan. 
Kantnr perijinan 1 alllo . 

(sumber. Pedomao Teltnls Pengembangan Kawa.san Iru;.fustri; Baden: Penehtian dan Pengembangan 
Jnctust.ri Departemen Perindust:riafl, 2009) 
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No 

1. 

2. 

I 3 

'4, 

5, 

6, 

Lamplran 3. 
Matrlks Prosedur Komponen Pt!ngelolaan KI dlkaltkan dengan Estate 
Regulation KI 

KOMPONEN OALAM PENGELOLAAN Kl . Estate 

'dan hmoan • 

-~ -g I - . . 'limOah 
- loan' 

sistem 
1 
aistem . 1 daiam I 

1 dan 

~ 
I banjlr, 
,area I 1dalam 

1 kerja 

- I I 'kena vo sehat 
penanganan I • kerja, I 

, kimla 

- I 

-~ 
- ,..,; 

~iliiiisumum -I 
-
-program & ' I 

industri 

- m 
, ~lltba~g 
1 'aan 

- program [ I .da~ 
indusbi yang berkelanjutan bagi pengelo·l; ~aupun perusahaan-

di dalam I 
- I 

tenaga ker~k;~j~gu~~~a!itas dan memHiki motivasi 
yg tinggl 

- I 
- I Uti<' laotar 

- I I ,,dan 
1 Kl 

- II 'dan maupun 
dari 

1 dan. 
~ufation) yang Kl Betwawasan 

- Me~ rPian. 
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7. 
•• 

- pengawasan dan :": · 
pembangunan kawasan sehingga sesuai dengan rencana dan 

- I I 

~~~ ~·· . 

. 

j ..... --

I , yang 
- air lim~~.h dan pabrik yang~_l!'!!!l_di Kl 
- 1air ang1 rP 

tanah dan 
, dan 

=anutamaKI 
>lamp~ 

I I 

I I 

I lat llimbah pa< 
- I 1 green I 

Tabel tersebut digunal<an sebagai instrumen eksplorasi data untuk kegiatan yang 
telah dilakukan pengelola yang terdapat dalam Tata Tertib Kl (EsliJfE Regu/ation) 
(sumber data primer. 2009) 
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Lamplran 4. 

PANDUAN WAWANCARA PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI 

PENGELOLA KAWASAN 

Nama . . .......... ,,,,,,,.,, , .. ········ ........... ··················· ........... ,, ....... ···- ..... . 
Jab a tan 

Menjabat sejak 

-
' ------------- -·-······· '''"'''' ., .,., .................... "' """" ---·- ---- '" .... ----- ,,.,. '' 

. . " .... '.' ......... '" .... """"" ...... """"" ................ ' ..... ········ ............. "''""""''' 

Pertanyaan tentang Manajemen Lingkungan 

1. Bagaimana proses perencanaan kawasan industri ioi? 

2. Sebagai pengelola kawasan. apa yang dipersiapkan sebelum Kl ini 

terbangun (selain perijinan, AMDAL Kl)? 

Prasarana - saran a ................................................ , ..•. , ....................... . 

Estate regulation .................................................................................. . 

Persyaratan atau regulasi dari Pemerintah atau standar intemasional 

dibidang lingkungan ............................................................................... . 

3. Bagaimana struktur organtsasi (managemen) pengelola Kl ini? 

4. Adakah pengambil keputusan dalam perusahaan yang berf<aitan 

dengan bidang penge!olaan flngkungan da!am kawasan industri ? 

5. Apa persepsi anda mengenai kawasan industri berwawasan lingkungan? 

6. Apakah kawasan ini sudah menuju arah berwawasan lingkungan? 

Jelaskan! 

7, Bagaimana dengan estate regulation yang dikeluarkan Kl apakah juga 

mensyaratkan banyak hal untuk masalah lingkungan? 

8. Apakah pengelola memiliki kebijakan lingkungan yang tertulis? 

9. Apakah kebijakan lingkungan tersebut disosialisasikan kepada seluruh 

penyewa (tenant atau user)? 
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1 a_ Bagaimana cara sosialisasinya? Melalui apa? 
~-

Ya tidak 
-- ____ .... 

Brosur 

~ajalah intern Kl 
-------

------~ 

Poster di Kl 

Seminar intern Kl 

Lainnya 

11. Apakah pengelola memiliki target yang berkaitan dengan lingkungan? 

Bila ya, apa saja? 

Bila tidak, mengapa? 

-

.~ 

12. Strategi khusus apa yang digunakan pengelofa guna mencapai target 

tesebut dan berkaitan dengan lingkungan? 

13. Apakah perusahaan memiliki program khusus yang berkaitan dengan 

lingkungan? 

Bi!a ya, apa saja dan apa tujuannya? 

Bila tidak mengapa? 

14. Apakah pengelo!a telah memiliki sertifikasi standar intemasional Slstim 

Manajemen Ungkungan? Tahun berapa diperoleh? 

15. Mengapa perlu melakukan!mendapatkan sertifikasi standar intemasional 

SML tersebut? 

16. Berapa% tenant yang telah memiliki sertifikasi stan dar SML tersebut? 

17. Berapa% tenant yang be!um memiliki sert!fikasi tersebut? 

18. Apa saja kemajuan yang telah dicapai dafam mencapai target-target 

pel&starian lingkungan? 

19. Hal-hal lain apa yang telah dilakukan pengelola berkatlan dengan ? 

Sebutkan. 
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20. Apakah personil yang bertugas di bidang manajemen lingkungan: 

a. Telah diberi training yang cukup? 

Ya. Tidak. 

b. Kegiatannya menjamin ditaatinya kebijakan !ingl<.ungan? 

Ya. Tidak. 

c. Mengantisipasi, mengidenUfikasi dan mencatat permasalahan

pennasalahan lingkungan yang ada di perusahaan? 

Ya. Tidak. 

d. Belinlsiattf membelikan solusi terhadap permasalahan tersebut? 

Ya. Tidak. 

e. Mengendalikan kegiatannya sampai pada kondisi lingkungan yang 

menu run kualitasnya dapat diperbaiki? 

Ya. Tidak. 

f. Tahu bagaimana harus bertindak seandainya terjadi situasi gawat 

darurat? 

Ya. Tidak. 

g. Memahami konsekuensinya apabila Udak mentaati? 

Ya. Tidak 

h. Memahami apa yang harus d!pertanggung jawabkan dalam 

penerapan SML tersebut? 

Ya. Tidak. 

i. Menganjurkan tindakan sukarela dan berinisiatif? 

Ya. Tidak. 
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Lampiran 5. 

DATA/INFORMASI 
YANG DIBUTUHKAN DARI KAWASAN INDUSTRI 

······-
No. DATAIINFORMASI KETERANGAN 

--------~ 

.. ___ ------------------
1. Rencana tapak/ site plan pengembangan Data sekunder ( dalam bentuk 

kawasan oetal -------

2. luas kawasan keseluruhan dan luas kawasan Data sekunder 
I vanq sudah terbanaun/ dikl!rn!JilnJlkan -------

3. Sistem Pengelolaan Kawasan lndustri DatD sekunder (perencanaan, 
t<Jnggungjwb pelaksanaan, 
prosedur dan elemen yg 
berkaitan dgn Pengelolaan Kl) 

4. Estate regulation Kawasan Industri Data sekunder 

5. Jumlah dan jenis industri yang beroperasi di Data sekunder 
dalam kawasan 

5. Struktur organisasi perusahaan Data sekunder 
- Apakah ada diviSi pengelolaan lingkungan ? 
- Apakah ada dMSi comf111Jnity development? 
- DiviSi lain yang menangani masalah 

pengelolaan kawasan 
- Apakah ada SDM yang menguasai bidang 

penqelolaan lingkungan industri? 
7. Matriks antara Komponen dalam Pengelolaan Kl Data Primer 

dikait:kan dengan Estate Regulation dan Teknis 
Pelaksanaan (Prosedural) 

8. Bentuk-benbJk pemanfaatan fasilitas bersama di Data sekunder 
dalam kawasan 

-~·· 

9. Forum-forum pertemuan antar industri yang Data sekunder 
oemah/masih sering dilakukan ...... ········-
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